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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama
Pengantar Penerbit

Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Makassar,
Sulawesi Selatan, pada 22 Maret — 28 Maret 2010 telah berlangsung sukses dan
lancar dengan menghasilkan berbagai keputusan baik terkait persoalan keagamaan,

keorganisasian, atau persoalan lain yang lebih luas.

Buku yang kami terbitkan ini berisi dokumen hasil-hasil muktamar
Makassar tersebut, mulai dari jadwal acara, tata tertib muktamar, berbagai
keputusan yang dihasilkan dasi sidang-sidang komisi, serta dokumentasi lain
yang kami nilai penting baik untuk kalangan pengurus NU di tingkat pengurus

besar, wilayah dan cabang, serta warga Nahdliyin secara lebih luas.
Dengan adanya penerbitan ini diharapkan mampu memenuhi

kebutuhan informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh pengurus NU dan warga
Nahdliyin.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada PBNU yang telah
mempercayakan kami untuk menerbitkan naskah yang sangat berharga ini

dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan warga NU terutama dalam mengelola

jalannya organisasi baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Jakarta, 15 Sya’ban 1431 H / 27 Juli 2010 M

Penerbit

Sekretariat Jenderal PBNU
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Pengantar Editor

Pelaksanaan Muktamar NU selalu menarik perhatian di kalangan Nahdliyin baik
dari pengurus besar, wilayah hingga cabang maupun warga atau anggota biasa.
Justru mereka yang tidak memiliki jabatan resmi ini yang paling meramaikan
acara selama Muktamar NU. Mereka datang dengan biaya sendiri, termasuk
mencari penginapan sendiri hanya karena kecintaannya pada NU. Dalam peristiwa
Muktamar semacam itu mereka bisa bersilaturrahmi sesama warga NU dan ada
yang bereuni dengan teman lama mereka yang tidak mungkin dijumpai di tempat
lain satu-persatu, tetapi semuanya berkumpul di arena pinggiran Muktamar.
Bahkan dalam forum muktamar semacam itu transaksi bisnis antar warga NU
juga terjadi. Dari situ ekonomi Nahdliyin bergerak, karena dalam setiap Munas
atau Muktamar selalu disertai bisnis expo, sehingga warga Nahdliyin bisa
berpartisipasi.

Dalam mengikuti acara Muktamar itu mereka semuanya ingin mengetahui
dinamika organisasi yang mereka cintai ini secara lanagsung. Dalam Muktamar
berbagai isu dibicarakan mulai dari soal politik, persoalan program kerja, atau
masalah diniyah yang belakangan ini paling menarik warga Nahdliyin karena
selain menyangkut kehidupan mereka langsung, juga perdebatannya sangat seru
dan menarik untuk diikuti. Berbagai argumen dimunculkan dan berbagai referensi
kitab dikeluarkan. Apalagi saat ini tidak hanya dipakai kitab-kitab kuning, kitab
putih dalam arti kitab keagamaan kontemporer juga telah menjadi rujukan,
sehingga daya tarik bahtsu masa’il diniyah ini juga semakin menarik perhatian.

Semua aktivitas Muktamar ini terekam dalam buku hasil-hasil Muktamar, karena
itu kehadiran buku kompilasi hasil Muktamar seperti ini sangat ditunggu oleh
warga NU terutama para pengurus, baik di tingkat wilayah maupun cabang,
termasuk majelis wakil cabang, sebab dengan buku ini mereka akan menjalankan
segala aturan dan merumuskan berbagai program. Saking tingginya minat
warga dan terutama pengurus terhadap buku ini, maka sebagian tidak sabar
minta dikirim draft buku melalui email, karena mereka memerlukannya untuk
dijadikan pedoman dalam menjalankan Konferensi Wilayah maupun Cabang.
Selain itu tidak sedikit kalangan warga yang berminat terhadap buku ini sebagai
pegangan mereka dalam memantau aktivitas NU atau sekadar untuk melengkapi
kepustakaan mereka.

Penyiapan buku ini memang membutuhkan waktu, karena tidak semua draft
diselesaikan di forum Muktamar, sebagian diserahkan kepada Tim, sehingga
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tim bekerja di luar Muktamar. Selain itu masih terdapat beberapa kekurangan
sehingga butuh penyempurnaan, atau setidaknya perlu dikonsultasikan dengan
Tim atau perlu konfrmasi pada pimpinan PBNU. Semuanya ini membutuhkan
waktu, sehingga memperlambat kehadiran buku ini di hadapan pengurus NU di
berbagai tingkatan.

Terbitnya buku ini tidak lain merupakan hasil kerjasama dari semua pihak baik
Muktamirin, tim perumus, juga kalangan Pengurus besar. Karena itu kepada
semua pihak kami mengucapkan banyak terimakasih. Secara khusus ucapan
terima kasih kami tujukan pada Bapak H Abbas Mu’in, Bapak H Arvin Hakim
‘Thoha, Bapak Miftah Fakih, Bapak Imdadun Rahmat yang ikut memeriksa bab
demi bab buku ini.

Tentu saja penyajian buku ini masih terdapat banyak kekurangan karena itu
kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih jauh, sehingga
lebih layak untuk dijadikan sebagai buku panduan bagi aktivitas NU.

Jakarta, 25 Juli 2010

Tim Editor
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Pengantar Ketua Umum PBNU

Penataan NU ke Depan
Oleh: DR KH Said Aqil Sirad)

Sebagai forum tertinggi, maka Muktamar NU Ke-32 di Makassar yang baru lalu
telah berhasil merumuskan berbagai agenda dan program. Berbagai keputusan
stretegis yang dirumuskan dalam Muktamar tersebut berisi serangkaian program
dan kebijakan organisasi yang setahap demi setahap telah berupaya dilakasanakan
oleh PBNU saat ini. Persoalan dasar yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini
adalah agar NU semakin meningkatkan khidmah dan kiprah dalam kehidupan
berbangsa ini. Di tengah bangsa yang sedang mencari orientasi, sedang gelisah
menghadapi krisis yang tidak kunjung selesai. Untuk menjawab persoalan ini
bukan kemampuan teknis manajerial yang dibutuhkan oleh bangsa ini dari
NU, tetapi adalah kepeloporan dan kepemimpinan di bidang moral. Dalam arti
memberi arah dan memberi spirit dalam menjalankan kehidupan berbangsa.

Harapan itu sangat bisa dipahami, sebab selama ini dengan kemampuan yang ada
NU telah memberikan kontribusi pada bangsa ini, sehingga hasilnya sudah mereka
rasakan. Apalagi di tengah kelangkaan kepemimpinan dan keteladanan saat ini
NU diharapkan tampil memberikan arah dan bimbingan. Sebagai organisai yanag
memiliki sikap tawasuth, tawazun NU diharapkan selalu dapat menempatkan
diri secara proporsional di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, karena
itu ketika dalam situasi konflik NU selalu menjadi penengah dan penyeimbang,
sehingga berhasil menjaga kerukunan bagi semua pihak.

Tentu saja tugas itu semakin berat seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan
masyarakat dewasa ini. Tantangan baru dan tugas baru membutuhkana jawaban
baru dan langkah baru. Di situlah penguatan organisasi menjadi sangat diperlukan.
Mengingat kebutuhan itu maka Muktamar ini telah berhasil merumuskan
berbagai agenda strategis mulai dari penataan organisai di mana telah dilakukan
berbagai perubahan mendasar dari AD/ART sebagai langkah antisipasi dalam
menghadapi perkembangan dan perubahan zaman. Dengan demikian diharapkan
NU akan tetap relevan dan selalu bisa mengambil peran menentukan dalam
semua aspek kehidupan, sehingga peran NU akan selau tercatat dalam sejarah
Nasional, sebab seluruh kiprah NU adalah bentuk khidmah NU pada masyarakat

dan bangsa Indonesia.

Kecermatan para Muktamarin dalam mengantisipasi perkembangan zaman
menjadikan setiap Muktamar sebagai tonggak sejarah dalam NU, ini akan
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kelihatan jelas kalau kita tinjau pelaksanaan Muktamar yang ada. Muktamar
Sitobondo sangat bersejarah karena pada momen itu NU bertekad Kembali ke
khittah, Muktamar Cipasung memantapkan kemandirian NU di tengah politik
Orde Baru yang totaliter, Muktamar Kediri menekankan Penataan Organisasi,
Muktamar Solo Peningkatan peran Internasional NU dan Muktamar Makassar
sebagai menguatan Karakter NU di tengah globalisasi, dengan penegasan kembali
ajaran Aswaja dan komitmen kebangsaan yang dibingkai dalam Pancasila, UUD
45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi karakter dasar bangsa ini.

Sejak awal NU menguntegrasikan dirinya dengan kekuatan bangsa yang lain dan
bahu membahu membangun negeri ini. Sehingga bisa dilukiskan bahwa hari
depan NU adalah hari depan Bangsa, demikian juga hari depan bangsa adalah
hari depan NU. Dengan penegasan itu NU menjadi organisai yang disegani,
sehingga menjadi pertimbangan dalam menetapkan berbagai keputusan sosial,
politik, ekonomi dan kenegaraan. Dalam Muktamar Makassar ini, walaupun
tempatnya relatif jauh tetapi terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk
hadir. Bagi kaderNU baik yang ada di dalam kepengurusan, termasuk mereka yang
berkiprah di Luar, hadir ke acara ini sebagai sebuah keharusan untuk memperkuat
ukhuwah keNuan (Ukhuwah Nahdliyah). Berbagai elemen masyakat dari luar
NU hadir bahkan, hampir semua kekuatan politik baik nasional maupun
internasional juga tidak ketinggalan mengikuti momen bersejarah NU ini. Posisi
NU sebagai ummatan wasathon, organisasi yang moderat, telah disaksikan umat
manusia Syuhada’a alan nas. Disaksikan dalam arti dirasakan manfaatnya sebagai
penyangga keutuhan bangsa.

Walaupun kiprah NU belumlah maksimal, tetapi masyarakat internasional juga
telah mengakuinya. Bahkan selau melibatkan dan meminta kontribusi NU dalam
menyelesaian permaslahan internsional, baik di Asia, Afrika maupun Eropa.
Harapan mereka terhadap NU sebagai representasi dari Islam Ahlussunnah
waljamaah yang membawa nilai-nilai moderat mampu menyerap berbagai
apirasi berbagai kekuatan budaya lokal(tradisi) dan sekaligus mampu menyerap
kebudayaan modern dan menjadikan budaya Islam yang utuh itu merupakan
daya tarik bagi mereka, sehingga mereka ingin belajar banyak terhadap strategi
kebudayaan NU ini. Maka dalam hal ini NU tidak hanya mereka akui sebagai
syuhud tsaqafi (penggerak intelektual) dan sekaligus sebagai syuhud hadlori
(penggerak peradaban).Ini tidaklain merupakan strategi kebudyaan yang diajarkan
oleh para Wali dan dilanjutkan oleh para ulama Nu hingga saat ini.

NU menggerakkan semua ini dengan penuh rendah hati, walaupun dibawah
berbagai kritik dan celaan, sebagai organisasi yang konservatif, tradisional, tetapi
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berbekal kepercaayaan diri terhadap kebenaran dan strategi yang diyakini, maka
keteguhan dan konsistensi terhadap paradigmanya sendiri itu maka semakin
menegaskan karakter atau kepribadian NU, dan berjalan sesuai dengan prinsip
sendiri itu terbukti membawa hasil yang besar. Justeru di tengah pudarnya
kebudayaan modern ini NU mampu meberikan alternatif yang memadai.

Wialaupun sistem pengkaderan belum berjalan maksimal, tetapi di NU ternyata
tersedia kader- kader yang mumpuni sehingga, saat ini kader NU tersebar ke
berbagai posisi strategis dalam bangsa ini. Diseminasi kader NU ke berbagai
sektor strategis baik dipemerintahan, di parlemen, di perguruan tinggi dan
lembaga-lembaga profesi itu juga akan menambah besarnya kiprah kebangsaan
NU. Dalam iklim yang terbuka seperti saat ini terbukti mereka bisa besaing
secara fair dan dewasa, sehingga mampu menseleksi dan memilih pemimpin
yang benar-benar dikehendaki oleh warga Nahdliyin untuk memimpin mereka
dalam mengarungi kehidupan duniawi dan ukhrawi.

NU sebagai cermin bangsa Indonesia dan umat Islam Indonesia, sehingga untuk
melihat dinamika Islam Nusantara bahkan Islam non Arab NU, maka yang menjadi
erhatian adalah NU. Para ulama internasioanl mulai menaruh simpati pada NU
bahkan banyak di antaranya yang mulai mempelajari pemikiran keagamaan model
NU dan Pesantren Nusantara. Sebuah bentuk Islam Non Arab yang otentik tetapi
dinamis. Para ulama Timur Tengah sendiri tertarik mempelajari keislamanmodel
NU, Bahkan mulai mereka terapakan di negara mereka masing-masing.

Sebagai organisai besar yang bersakala nasional, tetapi juga memiliki pngaruh
internasional. NU perlu merumuskan pikiran-pikiran strategis, sechingga NU bisa
menjalankan perannya secara makasimal baik dalam kancah nasional maupun
di panggung internasional. Kerja keras dan kecermatan sangat diharapkana
dalam menentukan langkah ke depan,karena penerbitan buku hasil Muktamar
ini penting sebagai panduan untuk melangkah ke depan. Sebuah langkah yang
programmatis, sehingga kita bekerja secara tepat dan by planning (berdasarkan
perencanaan) sendiri bukan by order (berdasarkan pesanan) dari pihak lain.
Dengan demikian karakter dan harga diri kita semakin besar.

Jakarta, Juli 2010
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Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka muktamar ke XXXII Nahdlatul Ulama di
Makassar
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Pidato Rais Aam PBNU
Pada Pembukaan Muktamar ke-32

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat Presiden RI H Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh jajaran
kementriannya.

Yang terhormat Ketua DPR bersama seluruh anggotanya.

Yang mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan negara-negara sahabat.
Yang saya muliakan para Alim Ulama, khususnya para ulama dan cendekiawan
muslim dari negara-negara sahabat.

Yang terhormat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan bersama
seluruh jajarannya selaku tuan rumah dalam muktamar ke-32 ini.

Para muktamirin dan para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur
kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan dan ridha-Nya, maka kita bisa hadir
di dalam forum tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Muktamar NU ke-
32 ini. Shalawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW, nabi pembawa rahmat untuk alam semesta.

Hadirin yang berbahagia

Kehadiran NU sebagai organisasi keagamaan sekaligus oraganisasi kemasyarakatan
terbesar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, mempunyai makna penting dan
ikut menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. NU lahir dan berkembang
dengan corak dan kulturnya sendiri. Sebagai organisasi berwatak keagamaan
ablussunnah wal jama'ah, maka NU menampilkan sikap akomodatif terhadap
berbagai madzhab keagamaan yang ada di sekitarnya. NU tidak pernah berfikir

untuk menyatukan apalagi menghilangkan madzhab-madzhab keagamaan yang

ada.

Dan sebagai organisasi kemasyarakatan, NU menampilkan sikap toleransi
terhadap nilai-nilai lokal. NU berakulturasi dan berinteraksi positif dengan
tradisi dan budaya masyarakat lokal. Dengan demikian, NU memiliki wawasan
multikultural, dalam arti kebijakan sosialnya bukan melindungi tradisi atau budaya
setempat, tetapi mengakui manifestasi tradisi dan budaya setempat yang memiliki

hak hidup di republik tercinta ini.
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Sikap ini sesuai dengan inti faham keislaman NU yang sejalan dengan hadis Nabi:
Al-hikmatu dlaallatul muwmin, fahaitsu wajadaha fa huwa abagqu biha. Hikmah
atau nilai-nilai positif untuk umat Islam, darimanapun asalnya ambillah karena
itu miliknya umat Islam.

Proses akulturasi tersebut telah menampilkan wajah Islam yang berkeindonesiaan,
wajah yang ramah terhadap nilai budaya lokal dan terbuka dengan nilai-nilai
universal yang positif. NU juga menghargai perbedaan agama, tradisi, dan
kepercayaan, yang merupakan warisan budaya Nusantara. Sikap yang demikian
inilah yang memudahkan NU diterima di semua lapisan masyarakat di seluruh
kepulauan Nusantara.

Konsekwensi NU memilih kembali ke khittah 1926, maka NU memilih jarak
sosial yang netral dengan kekuatan politik dan pemerintah. NU menempatkan
diri sebagai organisasi keagamaan yang mandiri dan independen. NU memiliki
sikap politik ada di mana-mana tetapi tidak ke mana-mana. Artinya NU
mempersilahkan wargannya memilih dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada
parpol manapun, atau memilih jalur profesi apapun, yang penting mereka selalu
sadar bahwa dirinya sebagai warga nahdhiyin.

Dalam hal tertentu NU bisa bersikap tawaquf atau mendukung kebijakan
pemerintah, namun dalam hal lain NU bersikap kritis terhadap setiap kebijakan
yang dianggap tidak sejalan dengan visi kebangsaan yang telah dirumuskan
bersama.

Hadirin yang berbahagia

Tantangan warga NU ke depan semakin berat seiring dengan berkembangnya
kompleksitas masalah yang muncul di dalam masyarakat. Masa depan datang lebih
awal begitu cepat, melampaui kecepatan kita menyiapkan diri. Kita tidak ingin
dengan kenyataan ini umat dan warga bangsa kehilangan identitas dan karakter,
yang pada gilirannya akan melemahkan sendi-sendi kehidupan kita, baik sebagai
umat maupun sebagai warga bangsa. Sadar akan kenyataan ini maka NU sebagai
ormas Islam terbesar di republik ini merasa berkewajiban untuk mengambil
bagian di dalam mengokohkan strategi budaya dan peradaban bangsa.

Waujud masyarakat masa depan seperti apa yang kita idealkan, sangat ditentukan
oleh strategi budaya dan peradaban yang kita pilih saat ini. Dalam menentukan
strategi budaya dan peradaban, warga NU selalu berpijak pada perinsip ahlu

xm
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sunnah waljamaah yang paralel dengan kondisi obyektif bangsa Indonesia yang
pluralistik, sebagaimana tertuang di dalam falsafah bangsa, Bhinneka Tunggal
Ika.

Di dalam menghadapi perkembangan dan dialektika zamannya, NU berpegang
kepada prinsip: Al~mubafadbatu "alal gadimis shalib wal akhdzu bil jadidil ashlah,
mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang

lebih baik.

NU memilih reformasi yang terukur di dalam melaksanakan garis perjuangannya.
NU tidak menolerir menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Reformasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pergerakan NU, namun
NU tidak setuju jika atas nama reformasi kesantunan dan keadaban sosial dinjak-
injak. Atas nama demokrasi akhlakul karimah disingkirkan, atas nama transparansi
aib orang lain dibuka dengan bebas, atas nama HAM kehidupan homoseksual
dan lesbi dilegalkan, atas nama kebasan beragama dasar-dasar agama orang lain
dinodai, dan untuk kepentingan pariwisata dan industri seksualitas ditolerir.

Dalam melakukan pembaharuan dan kritik sosial, NU memiliki cara pandang
dan metodologi tersendiri yang dikenal dengan fikrah nahdliyyah, yaitu suatu
landasan berfikir bagi warga NU yang mengacu kepada prinsip moderat (f4rab
tawasuthiyyah), tolerans (ftkrah tasamuhiyyah), reformasi (fikrah ishlahiyyah),
dinamis (ftkrah tathawwuriyyah), dan metodologis (fkrah manhajiyyah).

Konsepsi ini menjadi ciri khas warga NU di dalam mengukur dan menyelesaikan
setiap persoalan. Idealnya konsepsi ini ditingkatkan menjadi konsepsi kebangsaan

(fikrah wathaniyyah), kalau perlu menjadi konsepsi global (fikrah alamiyyah).

NU berkeyakinan bahwa jika fikrah-fikrah ini dapat diimplementasikan di tanah
air, maka tidak tertutup kemungkinan pusat peradaban dunia Islam masa depan
akan bergeser ke Indonesia.

Hadirin yang berbahagia

NU lahir sebelum bangsa ini terbentuk, karena itu kehadirannya ikut serta
mengawal proses lahir dan berkembangnya bangsa ini. Kebangsaan (wathaniyah)
tidak perlu diragukan. Kepedulian dan komitmennya dalam memperkokoh
imajinasi umat Islam Nusantara tentang “bangsa yang merdeka” telah ditunjukkan

sejak Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936.

XIV
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Resolusi Jihad tahun 1945, pengukuhan Kepala Negara Republik Indonesia
sebagai waliy al-amri al-dharuri bi al-syaukah (pemegang pemerintahan dlaruri
dengan kekuatan dan kekuasaan), hingga penerimaan Pancasila dan NKRI sebagai
tujuan akhir perjuangan umat Islam, semunya menjadi bukti kongkrit kontribusi
NU di dalam membangun bangsa Indonesia.

Peran penting para ulama tak bisa dilupakan dalam meraih loyalitas masyarakat
dalam upaya membangun keutuhan bangsa ini. Ciri dan peran utama di
dalam membangun bangsa ialah kehadirannya sebagai fagib fi mashalibil khalgi
(memahami dan mengenal dengan baik kemaslahatan makhluk termasuk
manusia). Mereka berfungsi sebagai motivator, sumber inspirasi, sekaligus sebagai
pelopor di dalam menumbuhkan dinamika yang tinggi di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan ini, saya ingin mengingatkan kembali para ulama agar
memahami sejarah para pendahulu, #he founding fathers bangsa kita. Konsekwensi
kembali ke khittah 1926, maka para ulama tidak selayaknya lagi menyeret atau
melibatkan atribut-atribut NU ke dalam wilayah politik praktis. Jika hal itu
dilakukan, maka akibatnya bukan hanya akan mencabik-cabik sesame warga NU
tetapi juga wibawa organisasi akan kehilangan pamor.

Corak keagamaan dan watak kebangsaan NU belakangan ini kembali terusik
dengan banyaknya godaan para ulama NU untuk terlibat dalam politik praktis,
baik dalam memerebutkan kursi DPR maupun Pilkada. Padahal peran ulama
sebagai faqih fi mashalihil khalqgi seharusnya menjadi pendorong dan memberi
semangat dan arah bagi dinamika perkembangan politik, ekonomi dan sosial
budaya. Ulama akan lebih terhormat manakala tampil sebagai sumber inspirasi
dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan.

Namun demikian, komitmen ulama juga harus diikuti dengan komitmen umara
atau pemerintah. Umara tidak selayaknya menjadikan ulama hanya sebagai
"pemadam kebakaran®, yang hanya diperlukan pada saat munculnya masalah.
Akan tetapi ulama selayaknya juga diikutkan di dalam merumuskan perencanaan
pembangunan masa depan bangsa. Bagaimana mungkin para ulama diminta
menyelesaikan suatu akibat, sementara sebab yang menyebabkan lahirnya akibat

itu tidak pernah dilibatkan.

Dengan bahasa lain, idealnya para ulama tidak hanya diundang oleh Kementerian
Sosial tetapi juga oleh perencana pembangunan seperti Bappenas. Dengan
demikian, ulama dan umara sama-sama terlibat dan bertanggungjawab penuh
untuk kelangsungan bangsa dan negara tercinta ini.

XV
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Akhirnya kepada semua pihak baik pemerintah maupun swasta, yang telah
memberikan bantuan, dukungan dan partisipasinya pada penyelenggaraan
Muktamar ke-32 NU ini, kami atas nama PBNU menyampaikan ucapan terima
kasih banyak beserta ucapan do’a jazakumullah khairal jaza’ was-tsawab.

Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia H
Susilo Bambang Yudhoyono dan sekaligus kami memohon kesediaannya untuk
memberikan pengarahan sekaligus membuka Muktamar ke-32 NU ini. Mohon

maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan.

Wallahu! Muwaffiq ilaa Agwamith Tharig

Wassalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Rais Aam PBNU
KH A.M. Sahal Mahfudh
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KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : I/MNU-32/111/2010
TENTANG

JADWAL ACARA DAN PERATURAN

TATA TERTIB MUKTAMAR

s 0 el

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: a. Bahwa Muktamar sebagai lembaga permusyawaratan

tertinggi dalam Nahdlatul Ulama perlu diselenggarakan

dengan tertib dan lancar;

. Bahwa untuk terjamin terselenggaranya ketertiban

dan kelancaran jalannya Muktamar perlu ditetapkan
peraturan Tata tertib muktamar yang disepakati oleh
seluruh muktamirin.

Pasal 17 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama hasil

Muktamar XXXI NU
. Pasal 9 ayat (2) dan pasal 50 Anggaran Rumah Tangga

Nahdlatul Ulama hasil Muktamar XXXI;

Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor
002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama
Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan
Khittah Nahdlatul Ulama 1926;

. Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah

Iftitah Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada
pembukaan Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama tanggal
7 R.Akhir 1431 H/ 23 Maret 2010 M;

. Ittifak Sidang Pleno I Muktamar XXXII Nahdlatul

Ulama pada tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H / 23 Maret
2010 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT :
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL
ULAMATENTANG JADWAL ACARA DANTATA
TERTIB MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL
ULAMA, SEBAGAIMANA TERLAMPIR;

Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makassar

Pada tanggal : 7 Rabiul Akhir 1431 H/ 23 Maret 2010 M

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO 1

Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah

Ketua Sekretaris
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JADWAL ACARA MUKTAMAR XXXII

NAHDLATUL ULAMA
DI ASRAMA HAJI SUDIANG,
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
22 S/D 28 MARET 2010
HARI/ KEGIATAN KETERANGAN
TANGGAL
Senin, 22 Maret 2010
08.00-19.30 | Registrasi Peserta / Chek in | Tim Registrasi
14.00-16.30 | Pertemuan dengan para Mufti |
19.00-22.00 | Rapat Pleno PBNU | PBNU

Selasa, 23 Maret 2010
08.00-10.00 ‘ Silaturahim PBNU, PWNU, PCNU dan PCI ‘ TIM

NU
10.00- 12.15 ‘ Persiapan Pemberangkatan ke Lokasi ‘ Sie Transportasi
Pembukaan
12.15-14.00 | Persiapan Pembukaan | Seksi Acara
14.00-16.00 | Pembukaan Seksi Acara

1. Pembukaan

2. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an
dilanjutkan sholawat

3. Indonesia Raya
4. Laporan Ketua Panitia

5.  Sambutan
* Gubernur Sulawesi Selatan

6. Khutbah iftitah Rais Aam
7. Amanat Presiden RI
Dilanjutkan pembukaan muktamar ke-32 NU

Doa penutup
16.00-17.30 ‘ Dialog Khusus antara Mufti, Presiden
Republik Indonesia Beserta Undangan Khusus
17.30-18.00 | Peserta Menuju Ke Asrama Haji Sudiang Sie Transportasi

|
18.00-19.30 | Istirahat |
19.30-22.00 | Pengesahan dan Pembahasan Tata Tertib dan ‘
Acara Muktamar
Rabu, 24 Maret 2010
Dialog Narasumber
1. Menteri Agama RI

2. Menteri Pendidikan RI

08.00-10.00 Seksi Acara / Persidangan
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10.00-10.15 | Istirahat (snack) | Seksi Konsumsi
10.15-12.15 | Dialog Narasumber
1. Menteri Tenaga Kerja RI
2. Menteri PPDT RI
12.15-14.15 | Istirahat | Seksi Konsumsi
14.15-16.15 | Dialog Narasumber
1. Menteri UKM RI
2.  Menteri Kesehatan RI
16.15-19.30 | Istirahat | Seksi Konsumsi
19.30-22.30 | Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar | PBNU
Nahdlatul Ulama masa khidmat 2004-2010
Kamis, 25 Maret 2010
08.00-10.00 | Pandangan Umum Laporan Sie Persidangan
Pertanggungjawaban PBNU
10.00-10.15 | Istirahat Seksi Konsumsi
10.15-12.15 | Pandangan Umum Laporan
Pertangungjawaban PBNU
12.15-14.15 | Istirahat Seksi Konsumsi
14.15-16.15 | Pandangan Umum Laporan
Pertanggungjawaban PBNU
16.15-19.30 | Istirahat Seksi Konsumsi
19.30-22.30 | Jawaban atas Pemandangan Umum
Jumat, 26 Maret 2010
08.00-10.00 | Sidang-sidang Komisi
1. Komisi- A Maudlu’iyyah :
Membahas Masail Diniyah (Ahkam)
2. Komisi- B Waqi’iyyah
Membahas Masail Diniyah (Tematik)
3. Komisi- C Qonuniyyah
Membahas Masail Diniyah (Perundang-
undangan)
4. Komisi- D Organisasi :
Membahas Materi AD/ART
5.  Komisi- E Program
Membahas Materi Program
6. Komisi- F Rekomendasi
Membahas Materi Umum/Rekomendasi
10.00-10.15 | Istirahat Seksi Konsumsi
10.15-12.15 | Lanjutan Sidang-sidang Komisi
12.15-14.15 | Istirahat Seksi Konsumsi
14.15-16.15 | Lanjutan Sidang-Sidang Komisi
16.15-19.30 | Istirahat Seksi Konsumsi
19.30-22.30 | Lanjutan Sidang-sidang Komisi
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Sabtu, 27 Maret 2010
08.00-10.00 | Lanjutan Sidang- Sidang Komisi Sie Persidangan
10.00-10.15 | Istirahat Seksi Konsumsi
10.15-12.15 | Lanjutan Sidang — Sidang Komisi Sie Persidangan
12.15-14.15 | Istirahat Seksi Konsumsi
14.15-16.15 | Pengesahan hasil Sidang Komisi Sie Persidangan
16.15-19.30 | Istirahat
19.30-22.30 | Pemilihan Pengurus PBNU 2010-2015 Sie Persidangan
Ahad, 28 Maret 2010

08.00-10.00 | Persiapan Penutupan
10.00-13.00 | Penutupan
1. Pembukaan

2. Pembacaan ayat suci al-Qur’an
dilanjutkan sholawat

3. Indonesia Raya
4. Laporan Ketua Panitia

5.  Sambutan
* Rais Aam terpilih

6. Amanat Wakil Presiden RI

Dilanjutkan penutupan Muktamar ke-32 NU
Doa penutup
13.00-selesai | Chek — Out

Catatan : Khusus mengenai narasumber masih bersifat tentatif dan
memungkinkan terjadi perubahan
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Tata Tertib
Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama
Asrama Haji Sudiang, Makassar

el Gl Al
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dimaksud dengan Muktamar dalam Peraturan Tata Tertib ini adalah
Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama pada tanggal 7-12 Rabiul Akhir 1431H, bertepatan dengan
tanggal 23 — 28 Maret 2010 M, bertempat di Asrama Haji Makassar, Sulawesi

Selatan, selanjutnya disebut Muktamar.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Panitia Muktamar adalah Panitia Pelaksana yang dibentuk
oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

BABII
KORUM

Pasal 3
1. Muktamar sebagai permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama dianggap
sah penyelenggaraannya jika dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa NU
yang sah.

2. Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa yang
sah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BABIII
UTUSAN

Pasal 4
Utusan Muktamar terdiri dari :
a.  Peserta.

b.  Peninjau.
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Pasal 5
1. Peserta Muktamar terdiri dari:
a. Pengurus Besar

b. Pengurus Wilayah yang sah
Pengurus Cabang yang sah

d. Pengurus Cabang Istimewa yang sah

2. Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 Peraturan ini
ditentukan oleh PBNU.

Pasal 6
Peninjau terdiri dari:
a. Mereka yang ditentukan oleh PBNU dengan mempertimbangkan
Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa
yang sah.

b. Mereka yang mendapat undangan khusus dari Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

Pasal 7
Setiap utusan dinyatakan sah apabila membawa undangan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama dan atau surat mandat dari pengurus yang diwakilinya, dan
telah mendaftarkan diri kepada Panitia Muktamar.

Pasal 8
Setiap Utusan berkewajiban:
a.  Menaati peraturan Tata Tertib, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku
selama Muktamar.

b.  Menghadiri Sidang-Sidang tepat pada waktunya.

c.  Memelihara ketertiban yang diperlukan bagi kelancaran dan
keberhasilan Muktamar.

Pasal 9
1. Setiap peserta berhak mengemukakan saran dan pendapat terhadap
masalah-masalah yang berkembang dalam Sidang.

2. Setiap Peninjau dapat memberikan saran dan pendapat tentang masalah-
masalah yang berkembang dalam Sidang dan tidak mempunyai hak suara.

7
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Pasal 10
1. Setiap utusan diberikan tanda pengenal dan wajib mengenakannya selama

menghadiri Sidang-Sidang Muktamar.

2. Panitia berhak menolak kehadiran seorang utusan masuk dalam Persidangan
manakala tidak memakai tanda pengenal dan atau tidak jelas identitasnya

BAB 1V
PERSIDANGAN

Pasal 11
Sidang-sidang Muktamar terdiri atas:

a.  Sidang Pleno.

b.  Sidang Komisi-komisi.

Pasal 12
1. Sidang Pleno dihadiri oleh utusan Muktamar, dan dinyatakan sah apabila telah
dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari utusan Muktamar.

2. Sidang Pleno membahas dan mengesahkan Acara Persidangan, Peraturan Tata
Tertib Muktamar, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar, Laporan
Perumusan Hasil seluruh Sidang Komisi dan pemilihan Rais Aam dan Ketua
Umum.

3. Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari para

pejabat negara atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 13
1. Sidang-sidang Komisidihadirioleh seluruh utusan secararata yang ditentukan
oleh Panitia Muktamar dan proporsional berdasarkan usulan PBNU, Pengurus
Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa NU.

2. Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
separuh lebih dari satu jumlah anggota Komisi yang bersangkutan.

3. Sidang Komisi terdiri dari :

a. Komisi Diniyyah Wagqi’iyyah (Komisi A)
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b. Komisi Diniyyah Maudluiyyah (Komisi B)
c. Komisi Diniyyah Qonuniyyah (Komisi C).
d. Komisi Organisasi (Komisi D).

e. Komisi Program (Komisi E)

f.  Komisi Rekomendasi (Komisi ).

4. Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, Komisi-Komisi dapat
membentuk Tim Perumus.

BABV
PIMPINAN SIDANG

Pasal 14
Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan
dalam hal Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama Sidang Pleno dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama.

Pasal 15
Pimpinan Sidang Komisi ditentukan oleh PBNU dengan didampingi oleh 2

orang anggota Komisi yang bersangkutan.

Pasal 16
Jumlah Pimpinan Sidang Pleno, dan Sidang Komisi sekurang-kurangnya terdiri
dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang selanjutnya

bertindak sebagai pelapor.

Pasal 17

Pimpinan Sidang berkewajiban:
a.  Memimpin Sidang dan menjaga ketertiban.

b.  Menjaga agar Peraturan Tata Tertib Muktamar ditaati dengan seksama
oleh setiap Peserta Sidang.

c.  Memberi izin kepada Peserta untuk berbicara dan menjaga agar
pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang
dari materi yang sedang dibahas.
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d.  Menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatanganinya.

e. Padasetiap persidangan Pimpinan Sidang berkewajiban mengumumkan
bahwa korum telah terpenuhi.

t.  Apabila waktu Sidang dimulai ternyata korum belum terpenuhi maka
Pimpinan Sidang dapat membuka Sidang dan kemudian menunda

(skors) paling lama 30 menit.

g. Apabila waktu penundaan sudah lewat dan korum belum terpenuhi
juga, maka Sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah tanpa
memperhitungkan korum.

BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

1. Keputusan Muktamar diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

2. Apabila ayat (1) dalam pasal ini tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil

berdasarkan pemungutan suara.

3. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka diadakan pemungutan
suara ulang, dan apabila dalam pemungutan suara ulang tetap berimbang,
maka mekanisme pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan

Sidang.

4. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedang
pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara rahasia.

Pasal 19
Didalam setiap pemungutan suara, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan
Pengurus Cabang Istimewa masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

BAB VII
PEMILIHAN ROIS AAM DAN KETUA UMUM

Pasal 20
1. Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum dilakukan di dalam Sidang Pleno
yang diadakan secara khusus untuk itu.
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Rois Aam dan Ketua Umum dipilih oleh Peserta Muktamar yang menjadi
utusan PWNU, PCNU dan PCINU yang sah

Sebelum acara pemilihan dilakukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini, Pimpinan Sidang terlebih dahulu meminta Pengurus Besar
masa khidmat tahun 2004 — 2009 untuk menyatakan diri demisioner.

Pasal 21
Pimpinan Sidang meneliti jumlah peserta dari Pengurus Wilayah, Pengurus
Cabang, dan Pengurus Cabang Istimewa yang hadir dengan cara mendata
dalam rangka menentukan korum bagi sahnya pemilihan.

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Peraturan ini dilakukan
sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap penetapan calon dan tahap pemilihan.

Pasal 22
Pemilihan calon Rois Aam atau Ketua Umum dilakukan secara langsung,
bebas dan rahasia dengan menulis nama calon dalam kartu suara yang
disediakan untuk itu oleh Panitia dengan berstempel Pengurus Besar..

Seorang calon harus sudah aktif menjadi Pengurus Nahdlatul Ulama atau
Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.

Seorang calon tidak sedang menjabat sebagai Pengurus Harian Partai Politik
dan atau organisasi yang bertentangan dengan aqidah Ahlussunnah wal
Jama’ah, tidak merupakan Syiah dan atau Jaringan Islam Liberal.

Seorang calon yang sedang menjabat sebagai Pengurus Harian Partai Politik
harus menyatakan mundur secara tertulis sebelum pemilihan berlangsung.

Pasal 23
Setelah kartu suara hasil pemungutan terkumpul, dihitung jumlahnya dan
disesuaikan dengan jumlah hak suara yang hadir dan sah serta membaca
nama yang tertulis di kartu suara satu demi satu yang disaksikan oleh 3 (tiga)
orang saksi, dan menuliskannya di papan tulis.

Seorang calon dinyatakan sah apabila mendapatkan dukungan 99 (sembilan
puluh sembilan) suara.

Apabila jumlah nama calon yang sah hanya 1 (satu) orang, Pimpinan
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Sidang dapat menawarkan kepada Peserta Sidang untuk disahkan secara
bulat (aklamasi) sebagai Rois aam atau Ketua umum sesuai dengan sesi
pencalonannya.

Pasal 24
Pemilihan Rois Aam dan Ketua Umum dilakukan secara langsung, bebas dan
rahasia dengan menulis nama calon dalam kartu suara yang disediakan untuk
itu oleh Panitia.

Setelah kartu suara hasil pemungutan terkumpul, dihitung jumlahnya dan
disesuaikan dengan jumlah hak suara yang hadir dan sah serta membaca
nama yang tertulis di kartu suara satu demi satu yang disaksikan oleh 3 (tiga)
orang saksi, dan menuliskannya di papan tulis.

Seorang calon dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak.

Pimpinan Sidang mengumumkan hasilnya dan menetapkan calon terpilih
sebagai Rois Aam atau Ketua umum sesuai dengan sesi pemilihannya.

Pasal 25

Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama diatur sebagai
berikut:

a.  Rais Aam dipilih secara langsung oleh Muktamar.

b.  Wakil Rais Aam ditunjuk oleh Rais Aam terpilih setelah
mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam Muktamar dan
mengumumkannya dalam sidang formatur.

c.  Ketua Umum dipilih secara langsung oleh Muktamar dengan terlebih
dahulu calon mendapat persetujuan dari Rois Aam terpilih setelah
mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam Muktamar.

d.  Wakil ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih setelah
mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam Muktamar dan
mengumumkannya dalam sidang formatur.

e.  Rais Aam terpilih dan Ketua Umum terpilih bertugas melengkapi
Susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah
dengan dibantu oleh 5 (lima) anggota Mede Formatur yang dipilih dari
dan oleh Peserta Muktamar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah selesai Muktamar.
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f.  Pengisian jabatan-jabatan lain untuk melengkapi Susunan Pengurus
ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian
Tanfidziyah.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Tata
Tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan
Sidang.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H/23 Maret 2010 M

SIDANG PLENO 1
PIMPINAN SIDANG

Drs. KH. A. Hafidz Usman Drs. H. Taufig R. Abdullah
Ketua Sekretaris

13



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : 1I/MNU-32/111/2010

TENTANG

ANGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Menimbang

Mengingat

149

NAHDLATUL ULAMA

e.nj\ JS‘ a4y ?“"""

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA

Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah
Islamiyah dalam sejarahnya selama ini mampu mengikat
para anggotanya menjadi perkumpulan kekuatan sosial
keagamaan yang besar dan tangguh dan oleh karenanya
perlu memelihara dan meningkatkan hidmahnya sesuai
dengan tujuan didirikannya yang dirumuskan dalam

khittah 1926;

. Bahwa Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk

memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang
menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut
salah satu madzhab empat untuk mewujudkan tatanan
masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi
kesejahteraan umat dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945;

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan
Nahdlatul Ulama, diperlukan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga sebagai dasar dan pedoman
yang mengikat kepada pengurus dan warga Nahdlatul

Ulama dalam menjalankan hidmatnya;

Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor I/

MNU-31/X1/2004 tentang Jadwal Acara dan Peraturan

Tata Tertib Muktamar XXXI

. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor

002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama
Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan
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Khittah Nahdlatul Ulama 1926;

Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah
Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada
pembukaan Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama tanggal
7 R.Akhir 1431 H/ 23 Maret 2010 M

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama periode 2004-2009 pada Sidang Pleno III
Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama tanggal 8 R.Akhir
1431 H/ 24 Maret 2010 M

Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi
Organisasian yang disampaikan pada Sidang Pleno VII
Muktamar 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M,;

Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32 Nahdlatul
Ulama pada tanggal 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010
M

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT :

Menetapkan

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MUKTAMAR Ke 32 NAHDLATUL
ULAMA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL
ULAMA

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh
keputusan ini terdapat dalam naskah Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama beserta
Mugaddimah Al-Qanuunil Asaasy sebagai pedoman
untuk melaksanakan tata organisasi dalam mencapai
tujuan dan cita-cita Nahdlatul Ulama;

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar, Pengurus
Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa
Nahdlatul Ulama, Pengurus Majelis Wakil Cabang
dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, Pengurus
Anak Ranting Nahdlatul Ulama untuk menaati segala
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Ketiga

peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan adanya Keputusan baru yang ditetapkan
oleh permusyawaratan setingkat.

Ditetapkan di :  Asrama Haji Sudiang Makssar
Pada tanggal : 11 Rabiul Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO VI

Tertanda Tertanda

Drs. KH.A. Hafizh Utman Drs. H. Taufiq R.Abdullah

Ketua Sekretaris
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ANGGARAN DASAR
NAHDLATUL ULAMA 2010

) o A
MUQADDIMAH

Bahwa agama Islam merupakan rabmatan il alamin (rahmat bagi semesta alam)
dengan ajaran yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan
hidup bagi segenap umat manusia di dunia dan akhirat.

Bahwa para ulama Ablussunnah wal Jama'ah Indonesia terpanggil untuk
melanjutkan dakwah Islamiyah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatannya dalam suatu wadah organisasi
yang bernama Nahdlatul Ulama, yang bertujuan untuk mengamalkan ajaran
Islam menurut faham Ablussunnah wal Jama'ah.

Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga Nahdlatul Ulama menuju Khaira
Ummah adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Maka dengan rahmat Allah Subahanabu wa Ta'ala, dalam perjuangan
mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat
Indonesia, Perkumpulan/Jam’iyah Nahdlatul Ulama beragidah/berasas Islam
menganut faham Ablusunnah wal Jama'ah dalam bidang agidah mengikuti
madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi;
dalam bidang figh mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki,
Syaf’'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-
Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama berdasar kepada
Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila bagi umat Islam adalah
keyakinan tauhid bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah

Subbanabu wa Tw'ala.

Bahwa cita-cita bangsa Indonesia dapat diwujudkan secara utuh apabila seluruh

potensi nasional diberdayakan dan difungsikan secara baik, dan Nahdlatul Ulama
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berkeyakinan bahwa keterlibatannya secara penuh dalam proses perjuangan dan
pembangunan nasional merupakan suatu keharusan.

Bahwa untuk mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, damai dan
manusiawi menuntut saling pengertian dan saling memerlukan, maka Nahdlatul
Ulama bertekad untuk mengembangkan wkhuwah Islamiyah, ukbuwah wathoniyah
dan wkhuwah insaniyah yang mengemban kepentingan nasional dan internasional
dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-ikhlash (ketulusan), al-adalah
(keadilan), az-fawassuth (moderasi), at-tawazun (keseimbangan) dan az-tasamuh
(toleransi).

Bahwa Perkumpulan/Jam’iyyah Nahdlatul Ulama tetap menjunjung tinggi
semangat yang melatarbelakangi berdirinya dan prinsip-prinsip yang ada dalam
Qanun Asasi.

Menyadari hal-hal di atas, Perkumpulan/Jam’iyah sebagai suatu organisasi maka

disusunlah Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

BAB1
NAMA, KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 1
(1) Perkumpulan/Jam’iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU.

(2) Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H
bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak
terbatas.

Pasal 2
Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia

yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 3
(1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam

bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.

(2) Nahdlatul Ulama memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum

Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.
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BABII
PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4
Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, A/-Ijma’, dan A/-

Qiyas.

Pasal 5
Nahdlatul Ulama beraqgidah Islam menurut faham Ablusunnah wal Jama’ah dalam
bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu
Mansur al-Maturidi; dalam bidang figh mengikuti salah satu dari madzhab empat
(Hanafi, Maliki, Syaft'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti
madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Pasal 6
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama berasas kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
LAMBANG

Pasal 7

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali
tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari
di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang
4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan
tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah
kanan bola dunia ke sebelah kiri, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar
hijau.

BAB 1V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8
(1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam’iyyah diniyyah islamiyyah
ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan
kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan
martabat manusia.
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(2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut
taham Ablusunnah wal Jama’ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang
berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya
rahmat bagi semesta.

Pasal 9
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama
melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut
faham Ablusunnah wal Jama'ah.

b. Dibidangpendidikan,pengajarandankebudayaan mengupayakan terwujudnya
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan
yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim
yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna
bagi agama, bangsa, dan negara.

c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang
kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan

masyarakat yang terpinggirkan (mustadl’afin).

d. Dibidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan
lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.

e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak
dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna
terwujudnya Khaira Ummab.

BABV
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10
(1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa,
dan anggota kehormatan.

(2) Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
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BAB VI
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12
Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari :

Pengurus Besar.

Pengurus Wilayah.

Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa.
Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Pengurus Ranting.

Pengurus Anak Ranting

Stk W

Pasal 13
Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan
9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga,
Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan
organisasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

BAB VII
KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 14
(1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan
Tanfidziyah.

(2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus
Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus
Majelis Wakil Cabang.

(3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
(4) Tanfidziyah adalah pelaksana.

(5) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
(1) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama terdiri dari :
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IS

Mustasyar Pengurus Besar

Pengurus Besar Harian Syuriyah
Pengurus Besar Lengkap Syuriyah
Pengurus Besar Harian Tanfidziyah
Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah

Pengurus Besar Pleno

(2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari :

a.

Mustasyar Pengurus Wilayah

Pengurus Wilayah Harian Syuriyah
Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah
Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah
Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah
Pengurus Wilayah Pleno

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari :

Mustasyar Pengurus Cabang

Pengurus Cabang Harian Syuriyah
Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah
Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah
Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah
Pengurus Cabang Pleno

(4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a.

Mustasyar Pengurus Cabang

Pengurus Cabang Harian Syuriyah
Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah
Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah
Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah
Pengurus Cabang Pleno

(5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:

a.

b.

C.

Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang
Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah
Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah
Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah
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e. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah
. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno
(6) Pengurus Ranting Nadhlatul Ulama terdiri atas:
a. Pengurus Ranting Harian Syuriyah
b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah
c. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah
d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah

e. Pengurus Ranting Pleno

(7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:

Pengurus Anak Ranting Harian Syuriyah
Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriyah
Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah
Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah
Pengurus Anak Ranting Pleno

o ap op

(8) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
(1) Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah
lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang
Istimewa selama 2 (dua) tahun.

(2) Masa jabatan pengurus Lembaga dan Lajnah disesuaikan dengan masa
jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.

(3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua)
gu
periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia
adalah 1 (satu) periode.

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 17
Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus
Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.
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Pasal 18
Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan
keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 19
Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan
keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 20
Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas sesuai pasal 17,18, dan 19 diatur

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN

Pasal 21
(1)  Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan
dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di
bawahnya.

(2)  PermusyawaratandilingkunganNahdlatulUlamameliputi Permusyawaratan
Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 22
Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:
a. Muktamar
b. Muktamar Luar Biasa
Musyawarah Nasional Alim Ulama
d. Konferensi Besar

Pasal 23
Permusyawaratan tingkat daerah yang dimaksud pada pasal 21 terdiri:

a. Konferensi Wilayah
b. Musyawarah Kerja Wilayah
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c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa

d. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Istimewa
e. Konferensi Majelis Wakil Cabang

f.  Musyawarah Majelis Wakil Cabang

g. Musyawarah Ranting

h. Musyawarah Anak Ranting

Pasal 24
(1) Permusyaratan di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi
permusyawaratan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah.
(2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini terdiri
dari:

a. Kongres

b. Rapat kerja

(3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama dan Peraturan-Peraturan Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.

Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

BAB X
RAPAT-RAPAT

Pasal 26
Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan
organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 27
Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:
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Rapat Pleno

Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
Rapat Harian Syuriyah

Rapat Harian Tanfidziyah

hANE N M

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu

Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal 27
akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29
(1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan
Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan
tidak mengikat.

(2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

a. Uang pangkal

b. Uang i'anah syahriyah

c.  Sumbangan

d. Usaha-usaha lain yang halal

(3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam
ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 30
Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset organisasi yang berupa harta
benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh
Organisasi/Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XII
PERUBAHAN

Pasal 31
(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Keputusan Muktamar yang
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sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Wilayah
dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya

disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah.

Dalam hal Muktamar yang dimaksud ayat 1(satu) pasal ini tidak dapat
diadakan karena tidak tercapai quorum, maka ditunda selambat-lambatnya
1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang
sama Muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32
Pembubaran Perkumpulan/Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi
hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota
dan pengurus di semua tingkatan.

Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan
kepada organisasi atau badan amal yang sefaham dengan persetujuan dari
seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 33

Muqaddimah Qanun Asasy oleh Rais Akbar Hadratus Syaikh Kiai Haji
Muhammad Hasyim Asy’ari dan naskah Khittah Nahdlatul Ulama merupakan
bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
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ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA
2010
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ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA 2010

al) cal) AL aus
BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a.

—_

Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam,
baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga organisasi.

Anggota luar biasa, adalah setiap orang yang beragama Islam, menganut
faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menurut salah satu Mazhab Empat,
sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul
Ulama, namun yang bersangkutan berdomisili secara tetap di luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau
anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama
dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

BABII
TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN

Pasal 2
Anggota biasa diterima melalui Pengurus Ranting atas rekomendasi
Pengurus Anak Ranting setempat.

Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus
Cabang Istimewa.

Apabila tidak ada Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran
anggota dilakukan di Ranting terdekat.

Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 3

Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus

Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
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2.

34

Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh
Pengurus Cabang Istimewa.

Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka
penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa
terdekat.

Pasal 4
Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus Cabang, Pengurus Cabang
Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.

Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut
dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan,
maka kepada yang bersangkautan diberikan surat keputusan sebagai anggota
kehormatan.

Pasal 5
Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan Kartu Tanda
Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

Anggota Kehormatan berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul
Ulama Khusus.

Ketentuan tentang prosedur penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Organisasi.

Pasal 6
Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena:

a. permintaan sendiri
b. diberhentikan

Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan
sendiri yang diajukan kepada Pengurus Ranting secara tertulis dengan
tembusan kepada Pengurus Anak Ranting.

Seseorang diberhentikan dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan
perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.

Ketentuan mengenai prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam
Peraturan Organisasi.
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BAB III
KEWAJIBAN DAN HAKANGGOTA

Pasal 7

Anggota Nahdlatul Ulama berkewajiban:

a.

b.

Setia, taat, dan menjaga nama baik Organisasi.

Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah Organissi

serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Membayar i’anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah
dan Ukhuwah Insaniyah serta persatuan nasional dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 8
Anggota biasa berhak:
a. Menghadiri Musyawarah Anggota, mengemukakan pendapat dan

memberikan suara.

b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.  Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi pada
tingkatannya.

d. Memberikan usulan dan masukan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Membela diri dan mendapatkan pembelaan, perlindungan dan pelayanan
Organisasi.

Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana

hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.
Anggota Biasa dan Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan

merangkap menjadianggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai
aqidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

BAB 1V
TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:
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a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di
Jakarta, Ibukota Negara.

b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di
wilayahnya.

c. PengurusCabang (PC)untuk tingkat Kabupaten/Kotadanberkedudukan
di wilayahnya.

d. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri dan berkedudukan
di wilayah negara yang bersangkutan.

e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan dan
berkedudukan di wilayahnya.

. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa.
g. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan atau suatu

komunitas.

Pasal 10
1. Pembentukan Wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

2. Pembentukan Wilayah diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

3. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa

percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

4. Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa
percobaan selama 2 (dua) tahun.

5. PengurusWilayahberfungsisebagaikoordinator Cabang-Cabangdidaerahnya
dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 11
1. Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Majelis
Wakil Cabang melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

2. Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

3. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa
percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
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Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa
percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) di atas disebabkan
oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi
dan atau faktor kesejarahan, pembentukan Cabang diatur oleh kebijakan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 12
Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat
puluh) orang anggota.

Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa

percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan setelah melalui masa
percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13
Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh
Pengurus Ranting melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada
Pengurus Wilayah.

Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa
percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Pengurus Wilayah mengeluarkan Surat Keputusan setelah melalui masa
percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14
Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak
Ranting melalui Majelis Wakil Cabang kepada Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama.
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2.

Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa
percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan setelah melalui masa
percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 15
Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.

Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota
melalui Ranting kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah.

Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat
Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul
Ulama.

Pengurus Majelis Wakil Cabang mengeluarkan Surat Keputusan setelah

melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pembentukan kepengurusan Organisasi
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BABV
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 17
Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:
a. Lembaga
b. Lajnah
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Pasal 18

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang
berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan
kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus
Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) masa jabatan.

Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan
Nahdlatul Ulama.

Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa,

disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 butir (a) dan ayat 1 Pasal ini
adalah:

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama

Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah.

Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU,
bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan

dan pengajaran formal.

Rabithah Ma’ahid al Islamiyah disingkat RMI, bertugas melaksanakan
kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren

dan pendidikan keagamaan.

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan
ekonomi warga Nahdlatul Ulama.

Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat
LP2NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang
pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU,
bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan
keluarga, sosial dan kependudukan.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disingkat
LAKPESDAM, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di

bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
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h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum disingkat LPBHNU, bertugas

melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan
hukum.

Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat LESBUMI, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni
dan budaya.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat
LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat
dan shadaqah kepada mustahiqnya.

Lembaga Wagqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU,

bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan
serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas
membahas masalah-masalah maudlu’iyah (tematik) dan wagqi’iyah (aktual)
yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

m. Lembaga Ta’'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas

1.
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melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan
pemberdayaan Masjid.

Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.

Pasal 19
Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan
program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus.
Pembentukan dan penghapusan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan
Nahdlatul Ulama.

Lajnah sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 butir (b) dan ayat 1 Pasal ini
adalah:

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LENU, bertugas mengelola
masalah ru’yah, hisab dan pengembangan IImu Falak.

Lajnah Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTNNU, bertugas
mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku
serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah.
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c. Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU, bertugas
mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang Lajnah diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 20
1. Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang
berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan

kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

2. Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam
Muktamar.

3. Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan aqidah, asas dan tujuan

Nahdlatul Ulama.

4. Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun

kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

5. Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia
dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan
kekhususan lainnya.

6. Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu

adalah:

a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota
perempuan Nahdlatul Ulama.

b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan
muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.

c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU
untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia
40 (empat puluh) tahun.

d. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan
santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh)

tahun.

e. lkatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar
dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga
puluh) tahun.

7. Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:
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Jam’iyyah Ahli Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah untuk anggota
Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu’tabar.

. Jam'iyyatul Qurra Wal Huffazh, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang

berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.

Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom
yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.

Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk
anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/
tenagakerja.

Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada

pengembangan seni bela diri.

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota
Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.

Ketentuan lebih lanjut berkait dengan Badan Otonom diatur dalam Peraturan
Organisasi.

Pasal 21

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat
mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom
pada tingkat masing-masing.
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BAB VI
SUSUNAN PENGURUS BESAR

Pasal 22

Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan
kebutuhan.

Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais ‘Am, Wakil Rais ‘Am, beberapa
Rais, Katib ‘Am dan beberapa Katib.

Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan

A'wan.

Pasal 23

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,
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beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal,
Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

2. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah,
Ketua Lembaga dan Ketua Lajnah Pusat.

Pasal 24
Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus
Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

BAB VII
SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 25

1. Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai dengan
kebutuhan.

2. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

3. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan

Awan.

Pasal 26
1. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

2. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga dan Lajnah tingkat Wilayah.

Pasal 27
Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus
Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah.
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BAB VIII
SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG
ISTIMEWA

Pasal 28
Mustasyar Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari
beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan

A'wan.

Pasal 29
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga dan Lajnah tingkat Cabang.

Pasal 30

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus

lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Cabang.
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BAB IX
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG

Pasal 31
Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang sesuai
dengan kebutuhan.

Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan
Awan.

Pasal 32
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
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2. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga dan Lajnah tingkat Majelis Wakil Cabang.

Pasal 33
Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus
Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang.

BAB X
SUSUNAN PENGURUS RANTING

Pasal 34
1. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

2. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan

Awan.

Pasal 35
1. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

2. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga tingkat Ranting.

Pasal 36
Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Lengkap Syuriyah dan Pengurus Lengkap
Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.

BAB XI
SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING

Pasal 37
1. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

2. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan

Awan.
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Pasal 38
Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga.

BAB XI1I
SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM

Pasal 39
Pengurus Badan Otonom terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris
Umum, beberapa Sekretaris, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

Kelengkapan susunan Pengurus Badan Otonom diatur dalam Peraturan
Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.

BAB XIII
SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 40

Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama seseorang
sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.

Untuk menjadi pengurus Ranting atau Majelis Wakil Cabang, seorang
calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan
Otonomnya.

Untuk menjadi Pengurus Cabang, seorang calon harus sudah aktif menjadi
anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya
selama 2 (dua) tahun.

Untuk menjadi Pengurus Wilayah, seorang calon harus sudah aktif menjadi
anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya
selama 3 (tiga) tahun.

Untuk menjadi Pengurus Besar, seorang calon harus sudah aktif menjadi
anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya
selama 4 (empat) tahun.
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BAB XIV
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 41
1. Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

a. Rais Aam dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah
mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar setelah yang
bersangkutan menyampaikan kesediaannya.

b. Wakil Rais Aam ditunjuk oleh Rais Aam terpilih dengan
mempertimbangkan aspirasi yang berkembang.

c. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui
musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan
terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis
dan mendapat persetujuan dari Rais ‘Am terpilih.

d. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih dengan
mempertimbangkan aspirasi yang berkembang.

2. Rais ‘Am terpilih, Wakil Rais ‘Am, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua
Umum  bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyyah dan
Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang
dipilih dari dan oleh peserta Muktamar.

3. Pengisian Awan, Ketua Lembaga dan Ketua Lajnah ditetapkan oleh Pengurus
Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

4. Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dapat membentuk tim tertentu
untuk menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Lajnah.

Pasal 42

1. Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai
berikut:

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Wilayah setelah yang bersangkutan
menyampaikan kesediaannya.

b. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Wilayah dengan terlebih dahulu
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menyampaikan kesediaannya dan mendapat persetujuan dari Rais

terpilih.

Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede
formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Wilayah.

Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk lembaga
dan lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 43

Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai
berikut:

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Cabang setelah yang bersangkutan
menyampaikan kesediaannya.

b. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Cabang dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya dan mendapat persetujuan dari Rais

terpilih.

Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede
formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang.

Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk lembaga
dan lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 44

Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
sebagai berikut:

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa setelah yang
bersangkutan menyampaikan kesediaannya.

b. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa dengan terlebih
dahulu menyampaikan kesediaannya dan mendapat persetujuan dari Rais

terpilih.
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Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede

formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang Istimewa.

Pengurus Cabang Istimewa Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk
lembaga dan lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 45
Pemilihan dan penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
sebagai berikut:

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang setelah yang

bersangkutan menyampaikan kesediaannya.

b. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang dengan
terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya dan mendapat persetujuan

dari Rais terpilih.

Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede
formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang.

Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Nahdlatul Ulama bertugas
membentuk lembaga dan lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah.

Pasal 46

Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai
berikut:

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Ranting setelah yang bersangkutan
menyampaikan kesediaannya.

b. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi Ranting dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya dan mendapat persetujuan dari Rais

terpilih.

Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede

formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Ranting.
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Pengurus Ranting Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk Lembaga
dan Lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 47

. Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai

berikut:

a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutansuaradalam Musyawarah Anggotasetelah yang bersangkutan
menyampaikan kesediaannya.

b. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya dan mendapat persetujuan dari Rais
terpilih.

Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian

Syuriyyah dan Tanfidziyah.

Pengurus Anak Ranting Harian Nahdlatul Ulama bertugas membentuk
Lembaga dan Lajnah melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

BAB XV
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 48
Apabila Rais ‘Am berhalangan tetap, maka Wakil Rais ‘Am menjadi Pejabat
Rais ‘Am.

Apabila Wakil Rais ‘Am berhalangan tetap, maka Rais ‘Am atau Pejabat Rais
‘Am menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais ‘Am dengan
mempertimbangan aspirasi yang berkembang dalam Rapat Lengkap Pengurus
Besar Syuriyah .

Apabila Rais ‘Am dan Wakil Rais ‘Am berhalangan tetap dalam waktu yang

bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan

Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais Aam.
Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib Aam, Katib, dan A'wan berhalangan

tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian
Syuriyah Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib Aam, Katib, dan A'wan
berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus
Besar Harian Syuriyah dan disyahkan dengan Surat Keputusan Pengurus

Besar.
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Pasal 49

Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi
Pejabat Ketua Umum.

Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau
Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil
Ketua Umum dengan mempertimbangan aspirasi yang berkembang dalam

Rapat Harian Pengurus Besar Tanfidziyah.

Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam
waktu yang bersamaan, maka maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.

Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara
Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan
melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah Apabila Mustasyar, Rais
Syuriyah, Katib Aam, Katib, dan A'wan berhalangan tetap maka pengisiannya
ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disyahkan

dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

Apabila Ketua Lembaga atau Ketua Lajnah berhalangan tetap maka
pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Lajnah yang
bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
dan disyahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

Apabila anggota Pengurus Lembaga atau Lajnah berhalangan tetap maka
pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Lajnah yang
bersangkutan dan disahkan Pengurus Besar.

Pasal 50

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa,
Pengurus Majelis Wakil Cabang, Ranting, dan  Pengurus Anak Ranting

berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan deng

an

prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal

48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XVI
RANGKAP JABATAN

Pasal 51
1. Jabatan pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
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a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul
Ulama; dan atau

b. Jabatan pengurus harian Lembaga dan Lajnah dan Badan Otonom; dan

atau
c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik;dan atau

d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai
Politik; dan atau

e. Jabatan Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.

2. Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Lajnah Nahdlatul Ulama tidak dapat
dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga atau Lajnah lainnya
pada semua tingkat kepengurusan.

3. Jabatan Ketua Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap
dengan:

a. jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Badan
Otonom. Dan atau

b. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik; dan atau

c. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai
Politik.

4. Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum
Pengurus Besar; Rais dan Ketua Pengurus Wilayah dan Rais dan Ketua
Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan
dalam pemilihan jabatan politik.

5. Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini
adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPRD Propinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota.

6. Apablia Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum
Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan
harus mengundurkan diri atau diberhentikan.

7. Apablia Rais dan Ketua Pengurus Wilayah dan atau Rais dan Ketua Pengurus

Cabang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus
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mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan dan pencalonan dalam
pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVII
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 52
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disusun dan disahkan oleh Rais ‘Aam,

Ketua Umum dan dibantu mede Formatur.

Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa
disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pengajuan pengesahan Pengurus Cabang disampaikan kepada Pengurus
Besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah.

Pengajuan pengesahan Pengurus Cabang Istimewa disampaikan kepada
Pengurus Besar.

Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Wilayah dengan
rekomendasi Pengurus Cabang.

Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi
Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang

dengan rekomendasi Pengurus Ranting.

Pasal 53

Pengurus Harian Lembaga dan Lajnah ditetapkan dalam Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus
Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.

Pengurus Lengkap Lajnah dan Lembaga disusun dan disahkan oleh Pengurus
Harian Lajnah dan Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 54

. Pengurus Harian Badan Otonom Pusat disahkan oleh Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama.
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2.

Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat Wilayah dan Cabang disahkan
oleh Pengurus tingkat pusat Badan Otonom yang bersangkutan.

Pasal 55
Pengurus Besar dapat membekukan Kepengurusan Wilayah, Kepengurusan
Cabang dan Kepengurusan Cabang Istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah
dan Tanfidziyah Pengurus Besar.

Pengurus Cabang dapat membekukan Kepengurusan Majelis Wakil Cabang
dan Kepengurusan Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
Pengurus Cabang.

Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Kepengurusan Anak
Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil
Cabang.

Pasal 56

Ketentuan tentang tatacara pengesahan dan Pembekuan kepengurusan diatur
dalam Peraturan Organisasi.
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BAB XVIII
WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal 57

Mustasyar mempunyai wewenang menyelenggarakan rapat internal yang

dipandang perlu.

Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan atau nasehat
diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus
menurut tingkatannya.

Pasal 58

Kewenangan Rais Aam adalah:
a. Merumuskan kebijakan umum Organisasi.

b. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam
yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi,
koordinasi, maupun informasi.
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Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar,
penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan
penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak
milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi
pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar
pengadilan.

Bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan penting

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi

yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Nahdlatul Ulama.

Tugas Rais Aam adalah:

a.

Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan
Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara

Pengurus Besar Syuriyah.

Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah
Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Pleno, Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah.

Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap
Syuriyah.

Pasal 59

Kewenangan Wakil Rais ‘Aam adalah:

a.

Menjalankan kewenangan Rais ‘Aam ketika Rais ‘Aam berhalangan.

b. Bersama Rais ‘Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Tugas Wakil Rais ‘Aam adalah:

a.

Membantu tugas-tugas Rais ‘Aam.

b. Mewakili Rais ‘Aam apabila berhalangan.
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c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama
Rais ‘Aam.

Pasal 60

Kewenangan Rais adalah:

a. Menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam ketika
berhalangan

b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.

Tugas Rais adalah:

a. Membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam

b. Mewakili Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam apabila berhalangan
c. Melaksanakan bidang khusus masing-masing.

Pasal 61
Kewenangan Katib ‘Aam adalah:

a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar

Syuriyah.

b. BersamaRais’Aam,KetuaUmum dan SekretarisJenderal menandatangani
keputusan-keputusan Pengurus Besar.

Tugas Katib ‘Aam adalah:
a. Membantu Rais‘Aam,Wakil Rais‘Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan

wewenang dan tugasnya.

b. Merumuskan dan Mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar

Syuriah.

¢.  Mengatur dan mengkordinir pembagian tugas di antara Katib.

Pasal 62

Katib mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

a. Melaksanakan  kewenangan-kewenangan  Katib ‘Aam  apabila
berhalangan

b. Mendampingi Rais-Rais sesuai bidang masing-masing
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Katib mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
a. Membantu tugas-tugas Katib ‘Aam
b. Mewakili Katib ‘Aam apabila berhalangan

c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib ‘Aam

Pasal 63
Kewenangan A'wan memberi masukan kepada Pengurus Besar Syuriyah.

. Tugas Awan membantu pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Besar Syuriyah.

Pasal 64

Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:

a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke
dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk
konsultasi, koordinasi maupun informasi.

b. Merumuskan kebijakan khusus Organisasi.

c. Bersama Rais ‘Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam
hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar,
penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan/ pengelolaan, dan
penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak
milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi
pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar
pengadilan.

d. Bersama Rais ‘Aam menandatangani keputusan-keputusan organisasi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

e. Bersama Rais ‘Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Nahdlatul Ulama.

Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-
keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara
Pengurus Besar Tanfidziyah.
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c. Bersama Rais ‘Aam memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah
Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Pleno, Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah.

d. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap
Tanfidziyah.

Pasal 65
Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah:

a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum ketika berhalangan.

b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Tugas Wakil Ketua Umum adalah:
a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama
Ketua Umum.

Pasal 66
Kewenangan Ketua-Ketua adalah:

a. Menjalankan wewenang Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum
apabila berhalangan.

b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.
Tugas Ketua-Ketua adalah:
a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.

b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum berdasarkan pembidangan
sebagai berikut:

1. Bidang Dakwah Keagamaan

2. Organisasi dan Kaderisasi

3. Bidang Ekonomi

4. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
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5. Bidang Kesehatan dan Sosial

6. Bidang Hubungan Luar Negeri

7. Bidang Hukum dan Kebijakan Publik

8. Bidang Lingkungan

9. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu.

Pasal 67

Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah:

a.

Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Jenderal
Pengurus Besar Tanfidziyah.

Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan

program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Katib ‘Aam menandatangani
surat-surat penting Pengurus Besar.

Tugas Sekretaris Jenderal adalah:

a.

Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya.

Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan
mengkoordinasikan Sekretariat.

Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Sekretaris.

Pasal 68

Kewenangan Sekretaris adalah:

a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.

Tugas Sekretaris adalah:

a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.

b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan

¢.  Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.
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1.

Pasal 69

Kewenangan Bendahara Umum adalah:

a.
b.

C.

Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar.
Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.

Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus
Besar yang berkaitan dengan keuangan.

2. Tugas Bendahara Umum adalah:

a.

Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya.

Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan
aset.

Membuat Standard Operating Procedure (SOP) keuangan.

Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin,
dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar.

Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing
keuangan.

Pasal 70

Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis
(dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

Ketentuan lebih lanjut berkait dengan wewenang dan tugas Pengurus diatur
dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 71

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:

Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi.
Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam
permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
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(2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:

a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.

b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Lajnah
dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB XX
PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 72
1. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi

Nahdlatul Ulama.
2. Muktamar membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang

disampaikan secara tertulis;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c.  Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
d. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
e. Rekomendasi Organisasi;

f.  Memilih Rais’Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

3. Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

4. Muktamar dihadiri oleh :
a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
b. Pengurus Wilayah.
c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.
5. Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan
Cabang/Cabang Istimewa yang sah.
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Pasal 73
Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais’Aam dan atau
Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-

kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.

Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa merujuk
kepada ketentuan Muktamar.

Pasal 74
Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan
tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh
Pengurus Besar.

Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah
keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.

Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar
Pleno dan Pengurus Syuriyah Wilayah.

Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama, pengasuh Pondok
Pesantren dan Tenaga Ahli, baik dari dalam maupun dari luar Pengurus

Nahdlatul Ulama sebagai perserta.

Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas
permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.

Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih
Pengurus baru.

Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua)
kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

Pasal 75
Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah

Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.

Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan
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Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan
Organisasi.

Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Besar dan Pengurus
Wilayah.

Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.

Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah Wilayah.

Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa
jabatan Pengurus Besar.

BAB XXI
PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

Pasal 76
Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat

Wilayah.
Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

yang disampaikan secara tertulis;

b. Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk kepada
Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;

c. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
d. Rekomendasi Organisasi;
e. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Wilayah.

Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

Konferensi Wilayah dihadiri oleh :
a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
b. Pengurus Cabang.

Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi

Wilayah dapat dihadiri oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
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6.

64

Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah Cabang di daerahnya.

Pasal 77

Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi
setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh
Pengurus Wilayah.

Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-
keputusan Konferensi Wllayah dan mengkaji perkembangan organisasi
serta peranannya di tengah masyarakat.

Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Wilayah
dan Pengurus Cabang.

Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 jumlah Cabang.

Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali

dalam masa jabatan Pengurus Wilayah.
Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.
Pasal 78

Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat

Cabang
Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang

disampaikan secara tertulis.

b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-
Pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja
Nahdlatul Ulama.

c. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya
d. Rekomendasi Organisasi
e. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Cabang.

Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
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Konferensi Cabang dihadiri oleh :
a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
b. Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi konferensi

Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting.

. Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah Majelis Wakil Cabang di daerahnya.

Pasal 79
Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi
setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh
Pengurus Cabang.

Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-
keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta
peranannya di tengah masyarakat.

Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Cabang
dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah Majelis Wakil Cabang.

Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali

dalam masa jabatan pengurus Cabang.
Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.
Pasal 80

Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi
untuk tingkat Majelis Wakil Cabang

Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;

b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk Pokok-Pokok
Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;

c. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
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d. Rekomendasi Organisasi;
e. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh
Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima)

tahun.

Konferensi Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh :
a. Pengurus Majelis Wakil Cabang.

b. Pengurus Ranting.

Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi
Majelis Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting.

Konferensi Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah Ranting di daerahnya.

Pasal 81
Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum
permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang
dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan
keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji

perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.

Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus
Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting.

Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih

dari separuh jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 82
Konferensi Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat
Ranting.

Konferensi Ranting membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama
yang disampaikan secara tertulis
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b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Poko-
Pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang.
c. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
d. Rekomendasi Organisasi
e. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Ranting.

Konferensi Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

Konferensi Ranting dihadiri oleh :
a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

Konferensi Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah Anak Ranting di daerahnya.

Pasal 83
Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi
setelah Konferensi Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh
Pengurus Ranting.

Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-
keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan organisasi serta
peranannya di tengah masyarakat.

Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno

dan utusan Pengurus Anak Ranting.

Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh
jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali

dalam masa jabatan pengurus Ranting.

Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

Pasal 84

Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk
tingkat Anak Ranting.
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2.

Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul

Ulama yang disampaikan secara tertulis;

b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-
Pokok Program Kerja Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting;

c. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
d. Rekomendasi Organisasi;
e. Memilih Rais dan Ketua Pengurus Anak Ranting.

Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak
Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

Musyawarah Anggota dihadiri oleh :
a. Pengurus Anak Ranting.
b. Anggota Nahdlatul Ulama.

Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota di wilayahnya.

Pasal 85
Rapat Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi
setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh
Pengurus Anak Ranting.

Rapat Kerja Anak Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-
keputusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkembangan organisasi
serta peranannya di tengah masyarakat.

Rapat Kerja Anak Ranting dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Anak
Ranting.

Rapat Kerja Anak Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh
jumlah anggota.

Rapat Kerja Anak Ranting diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam
masa jabatan pengurus Anak Ranting.

Rapat Kerja Anak Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.
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BAB XXII
PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM

Pasal 86
Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan
Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB XXIII
RAPAT-RAPAT

Pasal 87
1. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Harian
Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lajnah, Ketua Lembaga dan
Ketua Badan Otonom.

2. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.
Pasal 88

1. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Besar
Harian Syuriyah dan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.

2. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan sekali.

3. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan
Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 89
1. Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dengan

mengikutsertakan Mustasyar.
2. Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
3. Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan

dan pengembangan program kerja.

Pasal 90
1. Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
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2.

Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan

sekali.

Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan
dan pengembangan program kerja.

Pasal 91

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 92

Ketentuan mengenai rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 93

Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

a.
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Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat

mendaftarkan diri menjadi anggota.
Uang i’anah syahriyah adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan.

Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan
sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan atau simpatisan.

Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas

kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 94
Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana,
harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan
sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku umum.

Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan
pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan
publik.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau
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kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang,
Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga,
Lajnah, Badan Otonom dan atau Badan Usaha yang dibentuk untuk
melakukan penguasaan dan atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta

benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak.
Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan

secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga, lajnah, badan otonom,
badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan
kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Organisasinya.

Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak
dan atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak

kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda
bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang
dibeli oleh perangkat organisasi NU tanpa persetujuan pengurus perangkat
organisasi yang bersangkutan.

Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan
perangkat organisasi NU maka seluruh harta bendanya menjadi milik
organisasi/Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 95
Uang pangkal dan uang i’anah syahriyah yang diterima dari anggota
Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/
perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:

a. 40% untuk membiayai kegiatan Anak Ranting

b. 20% untuk membiayai kegiatan Ranting.

c.  15% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang.

d. 10% untuk membiayai kegiatan Cabang/Cabang Istimewa.
e. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah.

f. 5% untuk membiayai kegiatan Pusat.
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2. Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain
dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

3. Kekayaan organisasi/perkumpulan yang berupa inventaris dan aset
dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

Pasal 96
Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan organisasi/perkumpulan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 97
1. Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan
pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmahnya yang
disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.

2. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:

a. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh
permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.

b. Pengembangan kelembagaan Organisasi.
c. Keuangan organisasi

d. inventaris dan aset organisasi.

Pasal 98

1. Pengurus Besar menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara
berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar dan
Rapat Pleno.

2. Pengurus Wilayah menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara

berkala kepada:

a. Pengurus Besar.

b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno
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Pengurus Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara

berkala kepada:

a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.

b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.

Pengurus Majelis Wakil Cabang menyampaikan laporan perkembangan

organisasi secara berkala kepada:
a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
b. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dan Rapat Pleno.

Pengurus Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara
berkala kepada:

a. Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.

Pengurus Anak Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi
secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil
Cabang.

Pasal 99

Pengurus Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan
pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama
pada tingkatan masing-masing.

1.

3.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100
Ketentuan pasal 20 ayat 6 tentang batasan usia berlaku setelah
permusyawaratan tertinggi Badan Otonom terdekat.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama dan atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Muktamar.
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TIM PERUMUS KOMISI ORGANISASI:

N Nk W=
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KH. A. Hafidz Usman
H. A. Malik Haromain
H. Miftah Faqih

H. Taufiq R. Abdullah
Hj. Hizbiyah Rochim
H. Sholeh Hayat

H. Amas Muda Siregar

(Ketua)
(Sekretaris)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
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OANUN ASASI

RAIS AKBAR JAMWIYAH NAHOLATUL ULAMA
KH M. HASYIM ASY’ARI
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MUQADDIMAH QANUN ASASI
Rais Akbar Jam’iyah Nahdlatul Ulama
KH M. Hasyim Asy’ari

(Diterjemahkan oleh KH.A. Mustofa Bisri, Rembang)
Menjelang Muktamar ke-27 NU

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al Qur’an kepada hambanya agar
menjadi pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat
serta ilmu tentang sesuatu yang la kehendaki. Dan barangsiapa dianugerahi
hikmah, maka benar-benar mendapat keberuntungan yang melimpah.

Allah ta’ala berfirman (yang artinya) :

“Wahai nabi, aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru
kepada (agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari.”

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantulah
mereka dengan yang lebih baik. Sungguh tuhanmulah yang mengetahui siapa
yang sesat dari jalannya dan Dia Maha Mengetahui orang-orang yang mendapat
hidayah.”

“Maka berilah kabar gembira hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan
dan mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah orang-orang yang diberi
hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal.”

“Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tak beranakan, seorang anakpun,
tak mempunyai sekutu penolong karena ketidakmampuan. Dan agungkanlah

seagung-agungnya.”
“Dan sesungguhnya inilah jalanKu (AgamaKu) yang lurus. Maka ikutilah. Dia

dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan mencerai-beraikan kamu
dari jalanNya. Demikianlah Allah memerintahkan agar kami semua bertagwa.”

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul; serta u/i/
amri diantara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam suatu perkara, maka
kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul kalau kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan
lebih baik kesudahannya.”

“Maka orang-orang yang beriman kepadaNya (kepada Rasulullah), maka
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memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang
diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansor) pada
berdo’a : Ya Tuhan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah
mendahului kami beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami
kedengkian terhadap orang-orang yang beriman; Ya tuhan kami sesungguhnya
Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang lelaki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi
Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah diantara kamu semua.”

Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya hanyalah

ulama.

“Diantara orang-orang yang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang
mereka janjikan kepada Allah. Lalu diantara mereka ada yang gugur dan diantara
mereka ada yang menunggu mereka sama sekali tidak berubah (janjinya).”

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan beradalah

kamu bersama orang-orang yang jujur.”

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu.”
“Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak
mengetahui.”

“Janganlah kami mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya.”

“Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan
menyeleweng, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mustasyabihat dari padanya
untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang
mengetahui takwilnya kecuali Allah. Sedang orang-orang yang mendalam
ilmunya mereka mengatakan, “Kami beriman kepada ayat-ayat mustasyabibat itu,
semuanya dari sisi Tuhan kami,” Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat
mengambil pelajaran (dari padanya).”

“Barang siapa menentang rasul setelah petunjuk jelas padanya dan dia mengikuti
selain ajaran-ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan
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yang telah dikuasainya (terus bergeming dalam kesesatan) dan aku masukkan
ke neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat

kembuali.

“Takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa
orang-orang dzalim diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat
siksanya.”

“Janganlah kamu bersandar kepada orang-orang zalim, maka kamu akan disentuh
api neraka.”

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, diatasnya berdiri
malaikat-malaikat yang kasar, keras tidak pernah mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan kepada mereka.

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan, “Kami mendengar,

padahal mereka tidak mendengar.”

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata, menurut Allah ialah mereka
yang pelak (tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (Tidak mau bertanya dan
menuturkan kebenaran) yang tidak berfikir.”

“Dan hendaklah ada diantara kamu, segolongan umat yang menyeru kepada
kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan
mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan saling tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa; janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan

bertagwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksanya.”

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah
kesabaranmu serta berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh diperbatasan).
Dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan
kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu
ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah merukunkan diantara hati-hati kami,
kemudian kamupun (karena ni'matnya) menjadi orang-orang yang bersaudara.”
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“Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kamu juga gentar dan hilang
kekuatanmu dan tabahlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang

tabah.”

“Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara, maka damaikanlah diantara kedua
saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

“Kalau mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya akan
lebih baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang
demikian, niscaya Aku anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku
tunjukkan kepada jalan yang lempeng.”

“Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridhoanKu, pasti aku
tunjukkan kepada jalanKu, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-
orang yang berbuat baik.”

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bershalawat untuk nabi. Wahai
orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah
dengan penuh penghormatan.”

“Dan (apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang
yang mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan urusan mereka
(mereka selesaikan) secara musyawarah antara mereka serta terhadap sebagian
apa yang aku rizkikan, mereka menafkahkannnya.”

“... Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirin dan Anshor)
dengan baik, Allah ridha kepada mereka.”

Amma Badu
Sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal persatuan dan kekompakan adalah
merupakan yang yang tidak seorangpun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa

tidak. Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda yang artinya :

“Tangan Allah bersama jama’ah. Apabila diantara jama’ah itu ada yang memencil
sendiri, maka syaitanpun akan menerkamnya seperti halnya serigala menerkam
kambing.”

“Allah ridho karpu sekalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan
sesuatu apapun.

Kami sekalian berpegang teguh kepada tali (agama) Allah seluruhnya dan tidak

bercerai-berai;
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Kamu saling memperbaiki dengan orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin
kamu:

Dan Allah membenci bagi kamu;
Saling membantah;

Banyak tanya, dan
Menyia-nyiakan harta benda

“Jangalah kamu saling dengki, saling menjerumuskan, saling bermusuhan, saling
membenci dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian
yang lain dan jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara.”

Suatu umat bagaikan jasad lainnya.
Orang-orangnya ibarat anggota-anggota tubuhnya
Setiap anggota punya tugas dan perannya.

Seperti dimaklumi, manusia tidak dapat bemasyarakat, bercampur dengan yang
lain; sebab seorangpun tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-
kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang
membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak kebutuhan dan ancaman bahaya

dari padanya.

Karena itu, persatuan, ikatan batin satu dengan yang lain, saling bantu menangani
satu perkara dan seia sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang
terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih
sayang.

Berapa banyak negara-negara yang menjadi makmur, hamba-hamba menjadi
pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju,
pemerintah ditegakkan, jalan-jalan menjadi lancar. Perhubungan menjadi
ramai dan masih banyak manfaat-manfaat lain dari hasil persatuan merupakan
keutamaan yang paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh.

Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya sehingga mereka
(saling kasih, saling menyayangi dan saling menjaga hubungan) tidak ubahnya
satu jasad; apabila salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, seluruh jasad ikut
merasa demam dan itdak dapat tidur.

Itulah sebabnya mereka menang atas musuh mereka, kendati jumlah mereka
sedikit. Mereka tundukkan raja-raja, mereka taklukkan negara-negara. Mereka
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buka kota-kota. Mereka bentangkan payung-payung kemakmuran. Mereka

bangun kerajaan-kerajaan. Dan mereka lancarkan jalan-jalan.

Firman Allah, “Wa aatainnabu min kulli sya’in sababa.”
“Dan aku telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

Benarkah kata penyair yang mengatakan dengan bagusnya:

“Berhimpunlah akan-anakku bila
Kegentingan datangmelanda

Jangan cerai-berai sendiri-sendiri
Cawan-cawan enggan pecah bila bersama
Ketika bercerai

Satu-satu pecah berderai.”

Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata:

“Dengan perpecahan tak ada satu kebaikan dikaruniakan Allah kepada seseorang
baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan.”

Sebab satu kamu apabila hati-hati mereka berselisih dan hawa nafsu mereka
mempermainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempat pun
bagi kemaslahatan bersama. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu, tapi hanya
individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginan-
keinginan mereka saling berselisih. Engkau mengira mereka menjadi satu, padahal

hati mereka berbeda-beda.

Mereka telah menjadi seperti kata orang “kambing-kambing yang berpencaran di
padang terbuka. Berbagai binatang buas telah mengepungnya. Kalau sementara
mereka tetap selamat, mungkin karena binatang buas belum sampai kepada
mereka (dan pasti suatu saat akan sampai kepada mereka), atau karena saling
berebut, telah menyebabkan binatang-binatang buas itu saling berkelahi sendiri
antara mereka. Lalu sebagian mengalahkan yang lain. Dan yang menangpun akan
menjadi perampas, yang kalah menjadi pencuri. Si kambingpun jatuh antara si
perampas dan si pencuri.

Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang
zaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan
kebinasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan,

Betapa banyak keluarga-keluarga besar, semula hidup dalam keadaan makmur
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rumah-rumah penuh dengan penghuni, sampai satu ketika kalajengking
perpecahan merayapi mereka, bisanya menjalar, meracuni hati mereka dan
syaitanpun melakukan peranannya. Mereka kucar-kacir tak karuan. Dan rumah-
rumah mereka runtuh berantakan.

Sahabat ~ Ali  karamallahu  wajhah  berkata  dengan  fasihnya:
“Kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan dan
kebathilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan.”

Pendek kata siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang
tidak sedikit dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja
yang terjadi pada mereka hingga pada saat-saat kepunahannya, akan mengetahui
bahwa kekayaan yang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yang pernah
mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah mereka jadikan perhiasan mereka,
tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu
mereka bersatu, dalam cita-cita seia sekata, searah setujuan, dan pikiran-pikiran
mereka seiriang. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat
dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan
keselamatan ajaran mereka.

Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan
menundukkan kepada, menghormati mereka karena wibawa mereka. Dan
merekapun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang.

Itulah bangsa yang mentarinya dijadikan Allah tak pernah terbenam senantiasa
memancar gemilang. Dan musuh-musuh mereka tak dapat mencapai sinarnya.

Wahai ulama dan para pemimpin yang beraqwa di kalangan ablusunnah wal
Jjama’ah dan keluarga mazhab imam empat; anda sekalian telah menimba ilmu-
ilmu dari orang-orang sebelum anda, orang-orang sebelum anda menimba dari
orang-orang sebelum mereka, dengan jalan sanad yang bersambung sampai
kepada anda sekalian. Dan anda menjadi selalu meneliti dari siapa anda menimba
ilmu agama anda itu.

Maka dengan demikian, anda sekalian penjaga-penjaga ilmu dan pintu gergang
ilmu-ilmu itu, rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu. Siapa yang

memasukinya tidak lewat pintunya, disebut pencuri.

Sementara itu, segolongan orang yang terjun ke dalam lautan fitnah; memilih
bid’ah dan bukan sunah-sunah rasul dan kebanyakan orang mukmin yang benar
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hanya terpaku. Maka para ahli bid’ah itu seenaknya memutar balikkan kebenaran,
memungkarkan makruf dan memakrufkan kemungkaran.

Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikitpun mereka tidak bertolak

dari sana.

Mereka tidak berhenti sampai disitu, malahan mereka mendirikan perkumpulan
pada perilaku mereka tersebut. Maka kesesatanpun semakin jauh. Orang-orang

yang malang pada memasuki perkumpuan itu. Mereka tidak mendengar sabda
Rasulullah SAW.

Fandhuru amman ta’khuzuuna dienakum”
“Maka lihat dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu”

“Sesungguhnya menjelang hari kiamat, muncul banyak pendusta.”

“Jangalah kau menangisi agama ini bila ia berada dalam kekuasaan ahlinya.
Tangisilah agama ini bila ia berada di dalam kekuasaan bukan ahlinya.”

Tepat sekali sahabat Umar bin Khattab Radhiallahu ‘anhu ketika berkata “Agama

Islam hancur oleh perbuatan orang-orang munafik dengan al Qur’an.”

Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan
kepalsuan ahli kebathilan, penafsiran orang-orang bodoh dan penyelewengan
orang-orang yang over acting; dengan hujjah Allah, tuhan semesta alam, yang
diwujudkan melalui lisan orang-orang yang dikehendaki.

Dan anda sekalian, kelompok yang disebut dalam sabda Rasululllah SAW: “Anda
sekelompok dari umatku yang tak pernah tergerser selalu berdiri tegak di atas
kebenaran tak dapat dicederai oleh orang yang melawan mereka, hingga datang
putusan Allah.”

Marilah anda semua dan segenap pengikut anda dari golongan para fakir miskin,
para hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondonglah
masuk jam'iyah yang diberi nama “Jam’iyah Nahdlatul Ulama ini.”

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu, dan dengan
ikatan jiwa raga.

Ini adalah jam’iyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis
terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jiwa kolot) di tenggorokan
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orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah anda anda sekalian saling
mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan
dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar
bid’ah-bid’ah terberantas dari semua orang.

Rasulullah SAW bersabda : “Apabila fitnah-fitnah dan bid’ah-bid’ah muncul dan
sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan
ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah,
laknat malaikat dan semua orang.”

Allah SWT telah berfirman: “Wa ta’awanuu alalbirri wat tagwa.”

“Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa

kepada Allah.”

Sayyidina Ali karrmallahu wajhah berkata: "Tak seorangpun (betapapun lama
ijtihadanya dalam amal) mencapai hakikat taat kepada Allah yang semestinya.
Namun termasuk hak-hak Allah yang wajib atas hamba-hambanya adalah nasihat
dengan sekuat tenaga dan saling bantu dalam menegakkan kebenaran diantara
mereka.”

Tak seorangpun (betapapun tinggi kedudukannya dalam kebenaran, dan
betapapun luhur derajat keutamaannya dalam agama) dapat melampui kondisi
membutuhkan pertolongan untuk memikul hak Allah yang dibebankan kepadanya.
Dan tak seorangpun (betapa kerdil jiwanya dan pandangan-pandangan mata
merendahkannya) melampaui kondisi dibutuhkan bantuannya dan dibantu untuk

»

1tu.

(Artinya tak seorangpun betapa tinggi kedudukannya dan hebat dalam
bidang agama dan kebenaran yang dapat lepas tidak membutuhkan bantuan
dalam pelaksanaannya kewajibannya terhadap Allah, dan tak seorangpun
betapa rendahnya, tidak dibutuhhkan bantuannya atau diberi bantuan dalam
melaksanakan kewajibannya itu. Pent)

Tolong menolong atau saling bantu pangkal keterlibatan umat-umat.

Sebab kalau tidak ada tolong menolong. Niscaya semangat dan kemauan akan
lumpuh karena mereka tidak mampu mengejar cita-cita.
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Barang siapa mau tolong menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka
akan sempurnalah kebahagiaannya, nyaman dan sentosa hidupnya.

Sayyidina Ahmad bin Abdillah as Saqqaf berkata:

“Jam’iyah ini adalah perhimpunan yang telah menampakkan tanda-tanda
menggembirakan, daerah-daerah menyatu, bangunan-bangunannya telah berdiri
tegak, lalu kemana kamu akan pergi? Kemana?.

“Wahai orang-orang yang berpaling, jadilah kamu orang-orang yang pertama,
kalau tidak, orang-orang yang meyusul (termasuk jam’iyah ini). jangan sampai
ketinggalan, nanti suara penggoncang akan menyerumu dengan goncangan-
goncangan :

“Mereka (orang-orang munafik itu) puas bahwa mereka ada bersama orang-
orang yang ketinggalan (tidak masuk ikut serta memperjuangkan agama Allah).
Hati mereka telah dikunci mati, maka merekapun tidak bisa mengerti.”

“Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.”

Ya tuban kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah
engkau memberi hidayat kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami rahmat dari

sisimu; sesungguhnya engkau maha penganugerah.

“Yaa Tuban kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah dari diri-diri

kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang
berbakti.

Ya tuban kami, karuniakanlah kami apa yang engkau janjikan kepada kami melalui
utusan-utusanmu dan jangan hinakan kami dari hari kiamat. Sesungguhnya engkau
tidak pernah menyalahi jani.

Diterjemahkan oleh KH. A. Musthofa Bisri, Rembang menjelang Muktamar
ke-27
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Keputusan Muktamar XXXI NU
Nomor IHIVMNU-32/1IV2010

TENTANG PROGRAM KERJA LIMA TAHUN
NAHDLATUL ULAMA

PERIODE 2010-2015



Menimbang :
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Keputusan Muktamar XXXII NU

Nomor ITI/MNU-32/111/2010
TENTANG PROGRAM KERJA LIMA TAHUN
NAHDLATUL ULAMA

PERIODE 2010-2015

s )

MUKTAMAR XXXII NAHDLATUL ULAMA

a.

bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi
tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama
untuk menetapkan Program Lima Tahun
Nahdlatul Ulama yang merupakan pedoman kerja
Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat kepada umat
sesuai dengan khittah dan tujuan didirikannya

Perkumpulan atau Jam’iyyah Nahdlatul Ulama;

bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan
ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk
mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan

hidup di dunia dan di akhirat;

bahwa Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari
masyarakat bangsa Indonesia sejak kelahirannya
bertekad memperjuangkan berlakunya ajaran
Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal
Jamaah menurut salah satu madzhab empat untuk
mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis
dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan
atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak
di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan,
pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang
yang mengarah kepada terbentuknya Khaira
Ummah, perlu secara terus menerus melakukan
perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas
khidmahnya;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada
huruf a, b, ¢, dan d tersebut di atas Muktamar
XXXII perlu menetapkan Program Lima Tahun
Nahdlatul Ulama periode 2010 — 2015;
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Mengingat

Memperhatikan :

a.

Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama
Nomor I/MNU-32/111/2010 tentang Jadwal Acara
dan Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXII;
Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama
Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas
Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983
tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama
1926;

Amanat Presiden Republik Indonesia dan
Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar
XXXII Nahdlatul Ulama tanggal 13 Rabiul Akhir
143 H/ 23 Maret 2010 M;

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama periode 2004 — 2009 pada
Sidang Pleno V Muktamar XXXII Nahdlatul
Ulama tanggal 14 Rabiul Akhir 1432 H/ 24
Maret 2010 M;

Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi E
Program yang disampaikan pada Sidang Pleno IV
Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama pada tanggal
16 Rabiul Akhir 1431 H/ 25 Maret 2010 M,;

Ittifak Sidang Pleno V Muktamar XXXII
Nahdlatul Ulama pada tanggal 17 Rabiul Akhir
1431 H/ 26 Maret 2010 M,;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SW'T :

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSANMUKTAMARXXXINAHDLATUL
ULAMA TENTANG PROGRAM LIMA TAHUN
NAHDLATUL ULAMA PERIODE 2010 - 2015
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Pasal 1
Untuk dapat memperoleh yang menyeluruh maka ruang lingkup Program
Lima Tahun Nahdlatul Ulama disusun berdasarkan sistematika sebagai
berikut :

Bab I Pendahuluan
BabII ~ Landasan Pengembangan Program Nahdlatul Ulama
Bab III ~ Pokok-Pokok Program Lima Tahun Nahdlatul Ulama

periode 2010 - 2015
BabIV  Penutup

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas terdapat
dalam naskah Program Lima Tahun Nahdlatul Ulama periode 2010-2015
sebagai pedoman dan arah perjuangan Nahdlatul Ulama dalam lima tahun
mendatang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pasal 3
Dengan adanya keputusan ini materi yang belum tertampung dalam dan tidak
bertentangan dengan Program Lima Tahun Nahdlatul Ulama Periode 2010-
2015 ini, dapat diatur melalui permusyawaratan sesuai ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;

Pasal 4
Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010-2015
untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar Nahdlatul Ulama
dalam mengemban dan melaksanakan keputusan ini bersama-sama dengan
seluruh kepengurusan Nahdlatul Ulama dan perangkatnya di semua tingkatan,
dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam

Muktamar XXXII
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya
Keputusan baru yang ditetapkan oleh permusyawaratan setingkat.
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Ditetapkan di Asrama Haji Makasar, Sulawesi Selatan
Pada tanggal 10 Rabiul Akhir 1431 H/ 26 Maret 2010

M
MUKTAMAR XXXII NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO VI
KH. Hafidz Usman Drs. H. Taufik R Abdullah

Ketua Sekretaris
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PROGRAM KERJA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

PERIODE 2010-2015
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PROGRAM KERJA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
(Periode 2010-2015)

BAB1
PENDAHULUAN

Program Kerja Lima Tahunan ini adalah amanat Muktamar XXXII
Nahdlatul Ulama untuk dilaksanakan oleh pengurus PBNU pereode 2010-2014.
Program kerja ini diajukan ke Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama, dibahas dan
ditetapkan menjadi pedoman kerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
untuk satu periode kepengurusan. Program kerja ini merupakan perwujudan dari
upaya untuk mencapai visi dan misi yang dituju oleh NU. Jika program kerja ini
dilakukan maka cita-cita dan tujuan NU akan tercapai. Jika program ini tidak
dilaksanakan maka visi dan misi NU tidak tercapai.

Program kerja berfungsi sebagai acuan bagi kegiatan-kegiatan NU yang
dilaksanakan oleh NU secara nasional. Program-program yang dilaksanakan
oleh institusi NU di semua tingkatan seyogyanya mengacu kepada program
kerja ini. Pelaksanaan program ini bisa menjadi tolak ukur bagi keberhasilan NU
selama 5 tahun khidmah kepada umat. Program ini dijalankan oleh keseluruhan
kepengurusan NU, Badan Otonom, Lembaga, dan lajnah dari tingkat tertinggi
hingga tingkat kepengurusan terendah.

Adapun proses penyusunannya dilakukan melalui pendekatan Strategic
Planning. Sebelum menjadi konsep yang dibahas dalam Muktamar, perumusan
program kerja ini telah dilakukan dalam beberapa tahap. Perzama diselenggarakan
sejumlah pertemuan dan rapat-rapat komisi program yang juga menghadirkan
pakar dan aktivis NU untuk mendapatkan masukan. Komisi Program Kerja juga
menerima masukan-masukan berupa rumusan dari berbagai pihak, baik dari
institusi-institusi di lingkungan NU maupun kalangan generasi muda pesantren.
Dari tahap ini dihasilkan draft program kerja. Kedua kegiatan tersebut dilanjutkan
dengan pembahasan draft tersebut dalam Lokakarya Pra Muktamar dengan tema
"Evaluasi dan Perumusan Rencana Program NU” yang diadakan di Jakarta pada
tanggal 18-20 Agustus 2009. Lokakarya ini dihadiri oleh PWNU se-Jawa dan
Sulawesi Selatan, PBNU, Banom, Lembaga, dan Lajnah.

Lokakarya ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama, merupakan
seminar untuk mengantarkan peserta menyusun perencanaan. Bagian kedua,
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proses perencanaan itu sendiri, dengan proses yang dibagi dalam beberapa
tahapan. Tahap pertama, penyusunan visi dan misi NU untuk lima tahun ke depan
dengan rincian tahapan sebagai berikut: (1) Mendefinisikan kembali NU; (2)
Menganalisis situasi tanah air (Indonesia) dari perspektif agama, politik, hukum,
sosial, budaya dan keamanan; (3) Merumuskan tujuan NU (berdasarkan analisis
situasi saat ini); (4) Menentukan upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan
tujuan yang telah dirumuskan; (5) Merumuskan nilai-nilai yang dijunjung tinggi
(acuannya Khittah NU 1926, Qanun Asasy dan ajaran Aswaja); (6) Merumuskan
ciri NU yang membuatnya berbeda dengan organisasi sejenis lainnya; dan (7)
Berdasarkan analisis (1) s/d (6), maka dilakukan perumusan visi (kondisi yang
diidamkan dan ingin diwujudkan) dan merumuskan misi (tugas besar yang
diemban untuk mewujudkan visi tersebut).

Tahap kedua, peserta merumuskan isu-isu strategis yang dikembangkan
untuk mengemban misi tersebut. Untuk merumuskan isu strategis, dilakukan
analisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman NU serta keberhasilan

dan kegagalan NU selama ini.

Isu-isu strategis ini menjadi dasar perumusan pokok-pokok program NU
yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program aksi. Sedangkan program aksi
akan dijabarkan lagi dalam bentuk-bentuk kegiatan kongkrit oleh PB NU sendiri,
Kepengurusan NU di setiap tingkatan, Banom, Lembaga dan Lajnah. Adapun
sistematika rumusan Program Kerja NU untuk periode 2010-2014 adalah sebagai
berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Identifikasi Masalah

Bab III Analisa Obyektif

Bab IV Visi dan Misi NU

Bab V Program Dasar NU periode 2010-2014
Bab VI Penutup
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BABII
IDENTIFIKASI MASALAH

A. KONTEKS GLOBAL

1.

Islam sebagai agama rahmat bagi dunia, untuk kemaslahatan manusia dan
lingkungannya (rahmatan lil alamin) semakin dibutuhkan kontribusinya
bagi penyelesaian masalah-masalah global.

Penguasaan dan pemaksaan kepentingan negara maju telah menempatkan
negara sedang berkembang khususnya negara berpenduduk Muslim
dalam posisi tertekan dan tergantung.

Perbedaan pemahaman tentang ajaran Islam dan praktek keagamaan
internal kaum muslimin tidak jarang menyebabkan konflik yang memicu
kekerasan sesama Muslim.

Semangat menjalin dan meningkatkan dialog antara dunia Islam dengan
dunia Barat telah mengemuka kembali. Dalam hal ini dialog lintas agama
akan memberikan pengaruh positif terhadap perbedaan pemahaman
dan mendorong terciptanya kedamaian, keadilan dan kesejahteraan
masyarakat dunia.

Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global telah
melahirkan ancaman bagi manusia antara lain meningkatnya bencana
alam serta melemahnya upaya-upaya internasional dalam peningkatan
kualitas kehidupan penduduk bumi seperti Millenium Development Goals
(MDGs).

Perdagangan bebas telah melahirkan pemiskinan di negara-negara

berkembang.

Gerakan Islam transnasional telah masuk ke Indonesia dan menyebabkan
muncul dan maraknya kelompok-kelompok dengan pemahaman Islam
yang menghalalkan kekerasan.

Konsumerisme dan hedonisme a/z Barat yang disebarkan melalui media
cetak dan elektronik telah menggerogoti nilai-nilai ke-Indonesia-an dan
nilai-nilai Aswaja.

B. KONTEKS NASIONAL

1.
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mengembangkan dialog antar agama dan penyelesaian berbagai jenis
konflik antar sesama anak bangsa.

PANCASILA sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) sejalan dengan spirit Islam sebagai rahmat bagi semesta
(rabmatan lil alamin).

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan muslim terbesar
di Indonesia dengan jumlah anggota kurang lebih 60 juta jiwa yang
tersebar di seluruh Indonesia merupakan jangkar yang kuat bagi Islam
Nusantara yang berciri cinta perdamaian (peaceful Islam), menjunjung
tinggi patriotisme dan menghormati kebhinnekaan.

Nahdlatul Ulama dibangun dengan 4 prinsip nilai; zawassu# (moderat),
tasamub (toleran), fawazun (harmoni) dan I'#idal/ (konsisten). Prinsip ini
menghargai nilai dan tradisi serta budaya sendiri serta sangat menghargai
kemanusiaan.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama dibangun
tahun 1926 dengan tujuan untuk melaksanakan dan mempertahankan
ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan untuk membawa kedamaian dan
kesejahteraan bagi anggotanya serta masyarakat umumnya.

Gerakan reformasi, demokratisasi, perbaikan produk perundang-
undangan, gerakan ekonomi rakyat dan anti korupsi terus berlangsung di
negeri ini dan perlu dukungan penuh dari NU.

Bencana, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Ekstrim
juga menjadi masalah di Indonesia. Kerusakan lingkungan yang
meluas, perubahan iklim yang ekstrim dan bencana dengan skala
besar mempengaruhi terhambatnya perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan.

Melemahnya kadar etika, moral, akhlak dan spiritual rakyat Indonesia
meneguhkan NU untuk tetap eksis sebagai benteng moral dan benteng
spiritual bangsa.
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BAB III
ANALISA OBYEKTIF

A. ANALISA SWOT
KEKUATAN NU

I

1.

NU memiliki jamaah yang tersebar di seluruh tanah air, bahkan di
luar negeri, sebagian besar ada di pedesaan, sebagian lagi berada di
perkotaan.

Warga NU mudah mengikuti pimpinannya atau imamnya.
Ajaran NU mudah diterima masyarakat.

Banyak warga NU, pengurus NU dan kiyai NU yang memiliki dan

mengelola lembaga pendidikan.

NU yang bersifat moderat memiliki kelenturan dalam bersinggungan
dengan tradisi dan budaya lokal yang memungkinkan mudah diterima
oleh masyarakat.

Kepemimpinan di NU lebih bersifat kharismatik dan ketauladanan.

NU memayungi secara kultural lembaga pendidikan pesantren yang
menjadi basis NU yang tetap eksis mempertahankan khasanah
keilmuan NU dan kemandirian ekonomi, politik dan kebudayaan.

Berkembangnya pemikiran segar dan maju di kalangan generasi
muda NU yang tetap berpijak kepada tradisi keilmuan NU.

Wacana HAM, anti korupsi, pluralisme dan demokrasi yang
dikembangkan NU telah memperoleh simpati dan dukungan dari

semua pihak.

10. Jumlah massa NU diperkiarakan 60 juta jiwa tersebar seluruh

11.

Indonesia di bawah kepengurusan 33 wilayah dan 457 cabang
serta ribuan anak cabang dan ranting, serta yang bernaung pada 14
Pengurus Cabang Istimewa NU di luar negeri: Saudi Arabia, Mesir,
Syiria, Sudan, Inggris, Malaysia dan Australia/New Zealand dan

lain-lain yang merupakan potensi bangsa yang sangat besar.

NU dikenal sebagai kekuatan moderat yang dapat memayungi serta
melindungi hak-hak kaum minoritas. Hal ini membawa dukungan
dari jaringan agama dan kelompok masyarakat lainnya kepada NU.



II.

12.

13.

14.

15.
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Sebagai organisasi, NU mempunyai pengalaman sosial politik yang
panjang sejalan dengan perkembangan politik, sosial dan ke-negaraan
di Indonesia sebelum kemerdekaan hingga saat ini.

NU memiliki komitmen kebangsaan yang kuat yang akan membuka
peluang kerjasama dengan pihak lain untuk terus membangun
Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan.

Keikhlasan dan kerelawanan kaum Nahdliyin masih kuat untuk
menjalankan dan mempertahankan ajaran NU dan amanah-
amanahnya.

Orientasi ibadah, amal sholih dan nilai-nilai spiritualitas masih

dipegang teguh oleh warga NU.

KELEMAHAN NU

1.

Dalam kepengurusan NU terdapat kesenjangan yang cukup signifikan
antara pelaksanaan program dan rencana yang telah dirumuskan.
Kesenjangan tersebut disebabkan oleh lemahnya sikap profesionalitas
dan manajemen organisasi.

Lemahnya sistem rekruitmen dalam kepengurusan NU tidak lepas
dari kurang berkembangnya pengembangan kemampuan fungsionaris
NU dalam proses kaderisasi dan tidak tepatnya cara dan perolehan
rekruitmen personal pengurus pada masa lalu.

Sebagai organisasi sosial, NU belum mempunyai rumusan visi
sosial yang operasional dan jelas, yang dipahami dan disepakati oleh
setiap pemimpin NU di semua level untuk diperjuangkan di semua
kesempatan.

Adanya keragaman orientasi politik kader NU mengakibatkan
NU rawan konflik kerena pendekatan kekuasaan semata-mata dan
orientasi menang-kalah.

Untuk melaksanakan semua program-programnya, NU tidak memiliki
sumber dana yang cukup yang dapat diperoleh secara terencana,
karena system penggalian dana (fund rising) tidak berkembang dan

kurang memperoleh perhatian secara maksimal.

Organisasi NU belum mencerminkan sebuah organisasi modern, di
mana tata laksana organisasi tidak berjalan dan lemahnya kebijakan
Jfinancial serta pengelolaannya yang belum transparan.

97



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

7.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Model kepemimpinan NU sangat sentralistik dan berpusat ada satu
orang figur kurang mendorong dinamika dan pertumbuhan organisasi

dalam jangka panjang.

NU masih terlihat gamang dalam merespon persoalan sosial, politik
dan ekonomi yang berkembang seperti kasus Lumpur Lapindo
maupun berbagai kebijakan yang merugikan rakyat.

Mekanisme organisasi dalam rangka konsolidasi-koordinasi-
sinergisme Lembaga, Lajnah dan Banom belum berjalan dengan

baik.

Sumber daya NU terbatas sehingga menghambat kemandiriannya
sebagai organisasi masyarakat keagamaan yang besar.

Aset NU belum terkelola dengan baik dalam pencatatan maupun
penggunaannya atau pengelolaannya dan sangat kurangnya tenaga
profesional di kalangan NU yang mampu mengembangkannya.

Posisi tawar warga NU masih lemah sehingga lebih banyak
dimanfaatkan sebagai “politik kepentingan” sesaat oleh elit politik
yang mengaku membawa kepentingan kaum Nahdliyin.

Belum adanya kontribusi dan manfaat yang kongkrit dari kehadiran
Partai Politik yang mengaku menyalurkan aspirasi warga NU.

Mayoritas warga NU hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan

Kesadaran orang NU dalam membiayai organisasi NU masih
kurang

Mayoritas warga NU berpendidikan ilmu-ilmu agama dan sosial
sehingga kurangnya tenaga profesional di luar bidang tersebut.
Sistem kaderisasi formal belum terlaksana dengan baik sehingga
pengkaderan tertumpu pada kaderisasi alamiah di pesantren.

III. PELUANG

1.

Kecenderungan dunia Internasional mendukung berkembangnya
pengetahuan masyarakat sipil.

Sistem politik dengan memberikan hak kepada setiap warga Negara
untuk menentukan pilihan politiknya menempatkan NU pada posisi
strategis dan memiliki daya tawar yang tinggi.

NU sebagai organisasi sosial yang memiliki tingkat kohesif tinggi
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sangat mungkin dikelola dengan baik untuk menentukan pemimpin
nasional dan lokal agar otoritas Negara yang berpihak kepada umat

dapat dinikmati oleh masyarakat NU.

4. Kehadiran NU sebagai ormas Islam yang berciri moderat sangat
dibutuhkan oleh negara yang sedang menghadapi ancaman
terorisme.

5. Mengemukanya wacana "ekonomi kerakyatan” memberi peluang bagi
dikembangkannya syszern ekonomi yang berorientasi pemerataan dan
kesejahteraan.

6. Adanya potensi dukungan dan kemitraan terhadap NU sebagai
organisasi sosial keagamaan baik dari pemerintah maupun lembaga
non-pemerintah serta lembaga donor internasional.

7. Adanya dorongan bersama untuk membangun koalisi strategis dalam
memperjuangkan moderasi, pluralitas, persamaan hak azasi, terutama
hak-hak kelompok minoritas, perempuan, anak dan masyarakat
terpinggirkan.

8. Adanya kesadaran dunia akan perlunya dialog lintas agama dan
mengurangi kesalahpahaman antar Barat-Timur, Islam-Kristen, yang
akan membawa pada dunia yang berkeadilan, aman dan sejahtera.

9. Adanya dukungan terhadap NU sebagai organisasi Islam Sunni
terbesar di dunia untuk lebih berperan dalam mengatasi/resolusi
konflik, jembatan pemahaman antar agama dalam menciptakan
perdamaian dunia.

10. Program-program pemerintah seperti PNPM, LM3 KUR dan
sebagainya.

IV. ANCAMAN/TANTANGAN

1. Modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru,
penguasaan asing terhadap sumber daya alam yang mempengaruhi
perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
Ahlussunnah wal Jamaah. Modernisasi misalnya, berdampak pada
sikap individualistik dan persaingan ketat dalam mempengaruhi
sistem hubungan sosial.

2. Globalisasi ekonomi menjadikan negara berkembang seperti
Indonesia berada dalam posisi yang lemah.
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Berkembangnya petualang politik dengan dukungan dana yang besar
dapat memobilisasi simpati dan dukungan dari massa.

Munculnya sekolah-sekolah Islam terpadu yang modern semakin
membuat sekolah pesantren-pesantren NU terlihat tertinggal di
belakang.

Masuknya budaya luar baik dari Barat maupun dari Timur Tengah
seperti gerakan Islam transnasional, sistem birokrasi yang neolib,
UU SDA, UU penanaman modal, perpres uji konstruksi, merupakan
tantangan atas prinsip NU yang sangat menghormati tradisi budaya
lokal dan perbedaan dalam beragama.

Kondisi ekonomi dunia yang kurang baik berdampak pada
sulitnya Indonesia mengatasi dampak krisis terdahulu yang akan
mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Nahdliyin secara
keseluruhan.

Semakin menguatnya gerakan-gerakan Islam Politik yang cenderung
tidak toleran dan menodai wajah Islam yang damai dan kerahmatan
bagi semesta.

B. IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan yang dimiliki NU, serta peluang
dan ancaman yang ada di luar, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu,
maka untuk mangemban misinya, NU melihat ada 16 issue strategis yang perlu
memperoleh perhatian serius selama lima tahun ke depan. Isu-isu tersebut
selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa mata program NU, yaitu:

1.

Y o N kL

Penguatan Paham ke-NU-an

Penguatan Dan Penataan Kelembagaan
Pengembangan Media Dan Teknologi Informasi
Pemberdayaan Ekonomi Umat

Penataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Sosial dan Kependudukan
Perlindungan Tenaga Kerja dan Buruh

Penguatan Jaringan Kerja Nasional dan Internasional



10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
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Pemberdayaan Hukum dan Penegakan Keadilan
Pemberdayaan Politik Warga

Pengembangan Dakwah dan Pemikiran Keagamaan
Mobilisasi Dana dan Pengelolaannya

Kaderisasi

Peningkatan Kualitas Lingkungan, Adaptasi Perubahan Iklim dan

Penanggulangan Bencana

Pengembangan Kebudayaan NU
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BAB IV
VISI DAN MISI

I. VISI

Terwujudnya NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtimaiyyah Ablussunnah wal Jama'ah
yang mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan,
demokratis dan mandiri.

I1. MISI

1. Melaksanakan dakwah islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah dalam

membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin

2. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan
kualitas sumber daya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi serta berakhlakul karimah

3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang
berkeadilan

5. Menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil

6. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara
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BABV
PROGRAM DASAR
PENGUATAN PAHAM KE-NU-AN
a) Penguatan pemahaman dan sosialisasi Fikrah Nahdliyah

b) Penguatan pemahaman dan sosialisasi nilai-nilai dasar Islam Aswaja

¢) Menjadikan Fikrah Nahdliyah dan Islam Aswaja sebagai ruh gerakan
organisasi NU

d) Menanamkan pemahaman Fikrah Nahdliyah dan Islam Aswaja
menjadi pola pikir Nahdliyin

e) Penguatan pemahaman Fikrah Nahdliyah dan Islam Aswaja melalui
pendidikan dan kaderisasi di lingkungan NU.

PENGUATAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN

a) Mensosialisasikan hasil-hasil muktamar dan melengkapi aturan-aturan
organisasi yang dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

b) Mengawal pelaksanaan hasil-hasil muktamar secara optimal.

¢) Membangun dan mengembangkan managemen dan kinerja organisasi
dan membuat pedoman pengelolaan keuangan secara terpadu dan
seragam.

d) Mengoptimalkan tindakan konsolidasi dan koordinasi dengan Badan
Otonom, Lembaga maupun Lajnah.

e) Melakukan pembagian fungsi secara jelas antar Badan Otonom, antar
Lembaga dan semua perangkat NU.

t) Pendataan dan pengembangan sistem dazabase warga NU, kelembagaan

dan aset NU.

g) Pemeliharaan dan perlindungan aset NU secara fungsional dengan
sertifikasi.

h) Mendorong sosialisasi dan pelaksanaan labelisasi lembaga-lembaga

yang dikelola jam’iyyah dan jamaah NU.

i) Merintis adanya Anak Ranting yang berbasis musholla, masjid dan
madrasah-madrasah.
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3. PENGEMBANGAN MEDIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

104

a)

b)

c)

d)

Pemasyarakatan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi di

kalangan pengurus struktural dan di kalangan kaum Nahdliyin.

Menyediakan pendidikan tentang tekhnologi informasi di kalangan
masyarakat NU.

Membangun dan mengembangkan media informasi ke-NU-an dan
mengupayakan terwujudnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi.

Mengembangkan penyiaran (4road casting) dan merintis televisi NU.

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT

a)
b)

c)

f)

g)

h)

i)
i)

Mengembangkan konsep dan sistem (b/ue print) ekonomi umat yang
mandiri.

Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan nelayan
untuk mampu meningkatkan kualitas produk-produk mereka.

mengembangkan kelompok-kelompok usaha di pedesaan yang dapat
mengakses sumber-sumber modal yang tersedia.

Memfasilitasi pemanfaatan fasilitas-fasiliatas ekonomi yang tersedia
bagi petani, nelayan, pengrajin dan usaha kecil melalui terwujudnya
sarana dan prasarana pasar tradisional dan swalayan NU

Membangun jaringan pemasaran produksi pertanian, kerajinan dan
industri kecil dari pedesaan dalam satu kabupaten untuk selanjutnya
dalam satu propinsi.

Memperjuangkan kebijakan-kebijakan perekonomian yang pro rakyat di
tingkat daerah maupun tingkat pusat

Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi berazaskan
kemandirian, kebersamaan, demokrasi dan keadilan.

Memfasilitasi warga NU untuk memanfaatkan, mengelola dan
mengontrol program-program pemerintah tentang pemberdayaan

ekonomi umat.
Merintis jaringan ekonomi NU di tingkat nasional dan internasional.

Mendorong dan memediasi pemanfaatan lahan dalam kawasan untuk
usaha-usaha pertanian (acces reform).



k)
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Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan NU dari pusat hingga

daerah dengan sistem syariah.

PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

a)
b)
©)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

i)
k)

Mengembangkan sistem pendidikan yang dapat mengembangkan
potensi peserta didik serta mengembangkan akhlakul karimah.

Melakukan penataan dan pengembangan terhadap institusi-institusi

pendidikan di lingkungan NU.
Revitalisasi pesantren sebagai lembaga tafagub fiddin yang menghasilkan

ulama

Membangun jaringan kerja sama antar lembaga pendidikan antar
lingkungan NU maupun dengan pihak luar

Membangun program beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri.

Memfasilitasi terseleggaranya perpustakaan yang memadai di

lingkungan lembaga pendidikan NU.
Membangun sekolah percontohan.

Mengembangkan kurikulum pendidikan Aswaja dan ke-NU-an di
setiap tingkatan.

Mendorong mengusahakan dan memfasilitasi pendirian/pembukaan
universitas NU di setiap propinsi.

Perlu standarisasi lembaga pendidikan NU
Membangun lembaga pendidikan keterampilan (Balai Latihan Kerja).

PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

a)
b)
c)
d)
e)

Melakukan kampanye hidup sehat secara berkesinambungan
Mengupayakan dan meningkatkan layanan kesehatan.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
Mengembankan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi.
Advokasi dan pendampingan akses terhadap Jaminan Kesehatan

masyarakat (Jamkesmas)
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a)

b)

e)

t) Melakukan inisisasi untuk pembangunan Rumah Sakit dan balai
pengobatan NU.

PELAYANAN SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

a) Pendampingan dan advokasi terhadap sistem jaminan sosial.

b) Meningkatkan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) sebagai
gerakan pembangunan kepedudukan di lingkungan NU.

¢) Penguatan dan pengembangan konsep keluarga maslahat/keluarga
Berencana/keluarga sakinah

d) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat rentan.

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN BURUH

a) Melakukan pembinaan, advokasi dan kontrol terhadap ketenagakerjaan
dan perburuhan.

b) Advokasi dan perlindungan serta pemberdayaan terhadap TKI
¢) Perlu ada advokasi terhadap kebijakan layanan Kesehatan TKI.

PENGUATAN JARINGAN KERJA NASIONAL DAN
INTERNASIONAL

Memperkenalkan organisasi NU dan programnya kepada organisasi lain
baik melalui pengiriman brosur, profil organisasi, pengiriman delegasi pada
setiap kesempatan yang tersedia.

Menawarkan kerjasama bidang-bidang tertentu kepada pihak lain baik
dengan lembaga-lembaga dalam maupun luar negeri.

Menjaga, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama yang telah
dibangun oleh pengurus NU maupun lembaga-lembaga perangkat NU
dengan cara menjaga kepercayaan pihak luar.

Menjaga konsistensi dalam menjalankan program atau kesepakatan dan
memperlancar komunikasi dan pemberian informasi tentang perkembangan
organisasi NU terkini.

Melakukan tukar informasi dan tukar pegalaman antara NU dan organisasi
lain baik di dalam maupun di luar negeri.
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f) Mengajak organisasi lain untuk menangani masalah yang menjadi kepedulian
bersamaseperti pelanggaran hak-hak azasi manusia, pengembangan pemikiran
keagamaan dan lain-lain.

10.

PEMBERDAYAAN HUKUM DAN PENEGAKAN KEADILAN

a)

b)

c)

f)

g)

Melakukan kampanye hukum dalam kehidupan sosial dan
penyelenggaraan negara.

Melakukan kajian-kajian terhadap isi dan impelementasi hukum-
hukum

yang berdampak negatif bagi masyarakat.
Melakukan advokasi untuk korban pelanggaran hak azasi manusia,

perampasan hak (misalnya penggusuran tanah, pelanggaran menangkap
ikan di pantai) dan untuk keadilan dan kesetaraan gender.

Melakukan kampanye dan membangun atau terlibat dalam jaringan anti
korupsi anti pelanggaran hak-hak azasi manusia dan anti kekerasan.

Melakukan pendidikan hak-hak azasi manusia di lembaga pendidikan
di lingkungan NU dan organisasi.

Melakukan pemberdayaan perempuan dengan berbagai program seperti
pendidikan politik untuk perempuan, peningkatan pendapatan keluarga
dengan melibatkan perempuan dst.

Mengoptimalkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NU yang telah ada
untuk mengadvokasi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.

11. PEMBERDAYAAN POLITIK WARGA

a) Bela Negara dan Keamanan.

b) Menysusun konsep pendidikan politik, panduan dan melakukannya di

berbagai tingkat organisasi dan di lembaga-lembaga pendidikan NU.

¢) Memfasilitasi pemantauan kinerja dewan perwakilan dari tingkat daerah

hingga ke tingkat pusat.

d) Mengembangkan sikap kritis warga NU terhadap kinerja dan

manajemen pemerintahan.

e) Melakukan counter hegemoni terhadap wacana yang menyesatkan.
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f) Mendorong dan melakukan penguatan institusi demokrasi dari tingkat

daerah sampai pusat.

g) Mengusahakan terwujudnya rekonsiliasi nasional dan menciptakan

kerukunan sosial antar kelompok, antar desa, antar wilayah, antar ras
dan antar agama dalam bingkai kebangsaan Indonesia

h) Melakukan studi kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan

i) Menjalin kerjasama untuk penyaluran aspirasi warga NU dengan semua

komponen politik yang anfa’ (bermanfaat) terhadap NU.

j) Perlu membentuk pusat kajian untuk kebijakan publik baik di tingkat

pusat maupun daerah.

12. PENGEMBANGAN DAKWAH DAN PEMIKIRAN KEAGAMAAN

a)
b)

d)

e)

f)

g)

Mensosialisasikan dakwah Ahlussunnah wal Jama’ah di masyarakat luas.

Melakukan, mendorong dan memfasilitasi berlangsungnya forum-forum
diskusi keagamaan yang bersifat pemikiran konsepsional dan filosofis di
lingkungan Nahdliyin dengan mewujudkan universitas tanpa kelas.

Melakukan, mendorong dan memfasilitasi berlangsungnya forum
kajian keagamaan yang bersifat praktis, seperti pemecahan masalah,
perumusan operasional (kaifiyah) ajaran agama dalam mashlabatul
‘ammabh.

Melakukan berbagai seminar dan diskusi-diskusi keagamaan baik secara
nasional maupun internasional dengan topik bahasan yang aktual bagi
pemahaman kajian

Membukukan dan menyebarkan hasil pemikiran keagamaan yang kritis
dan interpretatif di kalangan Nahdliyin, dari hasil seminar dan kajian

Melakukan dan mendorong berlangsungnya kajian-kajian kritis
terhadap berbagai pemahaman ajaran dan pemikiran agama yang

dihasilkan oleh pendiri dan pengikut Madzahibul Arbaah dan luarnya.

Melakukan pembinaan dan kaderisasi terhadap para dai agar memiliki
pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan umat

13. MOBILISASI DANA DAN PENGELOLAANNYA

a) Menumbuhkan partisipasi anggota jam’iyyah dalam pembiayaan



14.

15.

b)

c)
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denan melibatkan anggota dalam perencanaan kegiatan organisasi,
mengedarkan kartu infaq maupun juran.

Melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan dana secara halal,
seperti lelang barang-barang berharga para pemimpin organisasi,
menyelenggarakan bulan dana dan bazar pada peristiwa-peristiwa
penting.

Menjaring dan menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga-
lembaga funding melalui pembiayaan kegiatan maupun proyek-proyek
NU.

Mengembangkan dana yang tersedia melalui usaha-usaha ekonomi yang
halal dan menguntungkan.

Menyusun rencana anggaran dan menentukan prioritasnya.

Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana organisasi
secara jujur, sah dan terbuka bagi pemeriksaan publik kepada para
penyumbang dana dan pendukung organisasi.

KADERISASI

a)

b)

c)

Menyempurnakan sistem, pedoman dan kurikulum pendidikan kader

NU.

Membangun dan mengembangkan sistem dan pola rekruitmen
pengurus NU yang menjamin terjadinya peningkatan kemampuan,
kematangan sikap, keluasan pandangan, kesiapan bekerjasama dan
kerelaan bekerja di semua tingkatan kepengurusan dan lembaga
perangkatnya.

Mengintensifkan pendidikan kader di pesantren-pesantren dan lembaga-

lembaga pendidikan NU untuk semua jenjang pengkaderan NU.

Di sekolah atau madrasah milik NU maupun warga NU diberikan
pelajaran ke-NU-an

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN, ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM DAN PENANGGULANGAN BENCANA

a)

Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi isu-isu:
Kesehatan lingkungan baik di pedesaan maupun di perkotaan terhadap
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16.

b)

c)

e)

f)

kesehatan tanah, air dan udara melalui pengurangan dampak pencemaran
dan polusi serta B3 (bahan beracun dan berbahaya), serta konservasi
sumber daya alam. Adaptasi perubahan iklim untuk pengurangan emisi
CO0,, kajian kerentanan (sektor kesehatan masyarakat, sumberdaya alam,
pesisir, laut, dan kehutanan), Manajemen resiko dan penanggulangan
bencana khususnya di daerah yang rentan atau berpotensi rawan
bencana.

Melakukan penyadaran lingkungan terhadap masyarakat melalui
pendidikan, aktivitas keagamaan dan dakwah.

Mengembangkan upaya-upaya konservasi terhadap sumber daya alam
dan keanekaragaman hayati dengan tetap mengambil manfaat ekologi
maupun ekonomisnya.

Menggalang berbagai elemen/multipihak untuk kerjasama strategis
melakukan dalam penyelamatan lingkungan termasuk dengan lembaga

korporasi melalui konsep CSR (Corporate Sosial Responsibility).

Mencari solusi untuk menyelesaikan konflik sosial dan sumber daya alam
antar masyarakat dengan pemerintah.

Memobilisasi sumbangan dan menyampaikannya kepada masyarakat
yang mengalami konflik sosial maupun akibat bencana alam.

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NU

a)

b)

Memperjuangkan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam
Aswaja (baik sebagai khazanah pengetahuan, nilai, makna, norma,
kepercayaan, dan ideologi suatu masyarakat; maupun—terlebih—
sebagai praktik dan tindakan mereka dalam mempertahankan dan
mengembangkan harkat kemanusiaannya, lengkap dengan produk
material yang mereka hasilkan) sebagai faktor yang diperhitungkan oleh
para pengambil kebijakan negara, sehingga kebudayaan dapat menjadi
kekuatan yang menentukan dalam setiap kebijakan pemerintah.

Membuka ruang kreativitas seluas mungkin bagi para seniman untuk
mngembangkan seninya yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja,
baik tradisional, modern, maupun kontemporer, yang mengalami
kesulitan dalam melakukan kegiatan kesenian yang disebabkan oleh
kebijakan politik dan birokrasi negara, dominasi pasar, maupun kekuatan
formalisme agama.



e)
f)
g
h)

i)
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Merumuskan dan mengembangkan strategi kebudayaan yang mampu
menjaga, memelihara, menginspirasi dan memberi orientasi bagi
pengembangan kreativitas masyarakat pada wilayah kebudayaan dalam
rangka pemenuhan kodratnya sebagai Zhalifah fil ardl dan sekaligus warga
masyarakatnya.

Menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan seni dan budaya
melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan, festival dan evens kesenian
di pesantren.

Memfasilitasi dan memberi perlindungan HKI (Hak Kekayaan
Intelektual) atas berbagai karya seni para seniman NU.

Memberikan legitimasi syariah terhadap kesenian tradisional dan
berbagai praktek tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja.

Mendokumentasikan karya-karya seni para intelektual, ulama dan
seniman NU.

Mengembangkan dan mempromosikan kesenian religi baik gagasan,
karya dan pelaksanaannya.

Membuat data base yang memuat nama-nama seniman NU, karya-karya,
sejarah dan prestasinya.
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BAB VI
PENUTUP

Dalam melaksanakan program ini, NU harus senantiasa mendasarkan seluruh
kegiatannya kepada nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, Qonun Asasi dan

Khittah 1926.

Selain itu, komitmen NU untuk menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah,
kebenaran, keadilan, demokratisasi, kesejahteraan ekonomi, dan kedaulatan serta
keutuhan bangsa seyogyanya selalu menjadi api perjuangan yang menggelorakan

semangat pengabdian kaum Nahdliyin kepada bangsa Indonesia.

Rumusan-rumusan program yang ada dalam program kerja ini lebih merupakan
rumusan-rumusan dasar (program dasar atau pokok-pokok program). Maka perlu
penjabaran, baik pada tingkat satuan-satuan kegiatan (program aksi), strategi
pelaksanaannya, maupun pengembangannya, dan waktu pelaksanaannya.

Penjabaran program dasar seperti ini diharapkan dilakukan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama, periode 2010-2014 dengan pemberdayaan dan tata kelola
Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama dengan
pembagian fungsi, tugas dan koordinasi antara Syuriah dan Tanfidziyah.

Dalam penjabaran yang dimaksud diharapkan tercermin antara lain; rumusan
program,bentuk kegiatan, tujuan dan hasilyang diharapkan,indikator keberhasilan,
estimasi biaya dan pelaksana program.

Makasar, 26 Maret 2010
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Keputusan Muktamar XXXII NU

Nomor VII/MNU-32/111/2010

TENTANG REKOMENDASI MUKTAMAR KE-32

Menimbang

Mengingat

114

NAHDLATUL ULAMA

s ) el

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA

.a.

Bahwa dalam rangka pemulihan krisis multi dimensi
yang melanda Indonesia telah dilakukan berbagai
kebijakan politik Negara yang berbentuk peraturan
perundang-undangan  yang  telah  dikeluarkan
pemerintah, restrukturisasi dan pembentukan Lembaga
Negara, amandemen terhadap Undang-undang Dasar
1945 dan telah terbentuk pemerintahan baru hasil
pemilu 2009 yang dipilih langsung oleh rakyat yang
memberikan harapan besar bagi pemulihan tersebut,
namun hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil

yang diharapkan;

Bahwa Muktamar perlu memberikan arahan yang
positif dan kreatif sebagai rekomendasi kepada pihak-
pihak yang kompeten dalam proses pemulihan krisis
menuju Indonesia yang bersih dan bermartabat sebagai
tanggung jawab moral Nahdlatul Ulama terhadap arah

perkembangan Indonesia kedepan;

Bahwa Muktamar juga memberikan arahan yang positif
dan kreatif sebagai rekomendasi untuk peningkatan
kualitas hidmat Nahdlatul Ulama dalam mencapai
tujuannya;

Keputusan Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama Nomr 1/
MNU-32/111/2010 tentang Jadwal Acara dan Peraturan
Tata Tertib Muktamar Ke 32;

Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor
002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama
Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan
Khittah Nahdlatul Ulama 1926;



Memperhatikan

.a.
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Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah
Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada
pembukaan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tangga 7
R.Akhir 1431 H/ 23 Maret 2010 M,;

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama periode 2004-2009 pada Sidang Pleno III
Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tanggal 8 R.Akhir
1431 H/ 24 Maret 2010 M,;

Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi
Rekomendasi yang disampaikan pada Sidang Pleno
VI Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama pada tanggal 11
R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M,;

Ittifak Sidang Pleno I Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama
pada tanggal 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT :

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MUKTAMAR Ke 32 NAHDLATUL
ULAMA TENTANG REKOMENDASI
MUKTAMAR,;

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud
oleh keputusan ini terdapat dalam naskah rekomendasi
Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama sebagai masukan
terhadap  pihak-pihak  yang kompeten  dalam
menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam
Taushiyah ini;

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul
Ulama untuk melaksanakan dan atau mensosialisasikan
maksud dan isi naskah Rekomendasi Muktamar Ke 32
Nahdlatul Ulama;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
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Ditetapkan di ~ : Asrama Haji Sudiang Makssar
Pada tanggal : 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M

MUKTAMAR Ke 32 NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO VI

Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah
Ketua Sekretaris
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REKOMENDASI
MUKTAMAR XXXII NAHDLATUL ULAMA

I MUKADIMAH

Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara telah kita lewati selama
satu dasa warsa. Sejumlah kemajuan di berbagai bidang telah kita capai tanpa
kita lengah untuk senantiasa mewaspadai sisi-sisi kekurangannya. Perubahan
sub-bangunan politik ke arah kehidupan yang lebih demokratis sedang berproses
dalam tataran prosedural-liberalistik yang kering substansi, sehingga tidak
menyentuh ranah pembangkitan kesadaran dan potensi kekuatan rakyat. Tanpa
disadari, secara manifes maupun laten proses demokratisasi kita telah berada
dalam jebakan oligarki sekelompok orang dan plutokrasi pihak yang berduit.
Proses demokratisasi dewasa ini ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan
pendidikan dan perekonomian yang semakin baik serta menguatnya masyarakat
sipil. Kalaupun masyarakat sipil tumbuh, ternyata tidak disertai dengan ketertiban
sosial dan keberadaban masyarakat. Demokrasisasi juga ditandai dengan
konsolidasi politik yang tidak terarah dan penyelesaian hukum masa lalu tak
pernah tuntas.

Perubahan sub-bangunan ekonomi bergerak tertatih-tatih. Pemerintah
yang silih berganti masih belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. Aset
dan akses produksi makin dikuasai oleh sekelompok pemodal, sehingga dari tahun
ke tahun jurang kemiskinan kian mencemaskan banyak pihak. Pemerintah tidak
mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja
sehingga angka pengangguran semakin tinggi.

Akar masalah pembangunan politik dan ekonomi selama ini, kiranya
berpusat pada gagalnya kita menapaki sub-bangunan sosial-budaya. Nilai-nilai
keagungan yang telah lama menjadi praktik kehidupan sosial semakin terkikis
oleh sikap dan perilaku tak bermoral dan nir-keadilan substantif, baik dalam
konteks ekonomi, politik, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai organisasi sosial-keagamaan, Nahdlatul Ulama sejak berdirinya
telah mengikatkan diri untuk berada di garis depan pembangunan sosial-budaya
sebagai basis pembangunan ekonomi dan politik. Semakin banyak rakyat yang
terpinggirkan karena kebijakan negara yang tidak adil, maka di sanalah NU
akan tampil melakukan gerakan pembelaan, pendampingan, pemberdayaan, dan
pelayanan.
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Indonesia yang bermartabat dan berkeadaban adalah idaman NU.

Kesalehan harus bergerak paralel dengan permasalahan riil yang hingga kini belum
bisa dituntaskan, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam,
korupsi, dan penikmatan duniawi yang berlebihan dalam masyarakat konsumtif
baru. Untuk itu, menuju satu abad 2026 keberadaan NU, Mu’tamar ke-32, Maret
2010 di Makassar merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

II. AGAMA, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN

A. Agama

1. Sejalan dengan keyakinan umat bahwa Islam itu tetap sesuai dengan

semua waktu dan tempat (shalih likull zamin wa makin), pembaruan
(tajdid) pemahaman keagamaan merupakan suatu keniscayaan, karena
masyarakat kini telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Ide-
ide pembaharuan keagamaan di era reformasi ini semakin kencang
dihembuskan oleh berbagai kalangan Islam, baik yang berlatarbelakang
tradisionalis maupun modernis sendiri, meski kedua kelompok ini kini
tidak memiliki perbedaan yang berarti. Di antara ide-ide pembaharuan
itu ada yang mendukung pengunaan rasio secara bebas dan meninggalkan
teks-teks (nash-nash) Al-Quran dan Hadits, termasuk yang bersifat
absolut (gazh’i), schingga hal ini telah mengarah pada tingkat meresahkan

tokoh dan umat Islam.

Oleh karena itu, Muktamar menekankan kembali, bahwa ide-ide
pembaruan (zajdid) pemahaman agama merupakan suatu keharusan,
tetapi pembaharuan ini seharusnya tetap sejalan dengan standar
metodologi pemahaman agama yang telah menjadi konsesus ulama
mayoritas (ablussunnah wal jama'ah), dengan tetap berpegang pada
kaidah: al-mubdfazhab alal qadimis shalib wal akhdzu bil jadidil ashlah
(mempertahankan ide-ide lama yang baik dan mengambil ide-ide baru
yang lebih baik). Di antara pembaharuan yang sangat dibutuhkan pada
saat ini adalah pengutamaan teologi tentang pandangan hidup (world
view) yang lebih dinamis dalam rangka memperkuat motivasi bagi
percepatan kemajuan umat dan bangsa Indonesia.

. Agama dan akhlak merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semua

agama menempatkan akhlak sebagai misi utamanya. Keberadaan moral
dan karakter yang tangguh bagi bangsa ini sangat penting dalam konteks
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pengelolalan negara yang baik (good governance) dan pembangunan
bangsa yang maju dan beradab. Namun dalam kenyataannya, walaupun
kesadaran beragama dan pendidikan sudah semakin meningkat, etika
dan moral masyarakat masih mengalami persoalan yang serius. Hal
ini terlihat, terutama dengan masih banyaknya perilaku warga yang
bertentangan dengan ahlak (etika-moral) dan hukum yang berlaku, seperti
penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ketidakjujuran, penipuan, kekerasan,
perbuatan “main hakim sendiri” dan sebagainya. Demikian pula, kini
semakin banyak terjadi kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba,
perkelaian, pergaulan bebas, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar semua pihak,
yang meliputi pemerintah, tokoh agama, tokoh ormas keagamaan,
pendidikan dan media massa hendaknya memperhatikan persoalan
akhlak dan karakter bangsa ini, melalui berbagai upaya, baik dalam
bentuk dakwah, pendidikan, pemberian keteladanan maupun
hukuman terhadap mereka yang melanggarnya.

. Reformasi,yang ditandaidenganadanyakebebasanini,membawaimplikasi
pula pada munculnya kebebasan dalam pemahaman dan pengamalan
agama, baik yang bersifat konservatis radikal maupun liberal-sekuler,
dan bahkan muncul pula kelompok-kelompok ekstrim serta aliran-aliran
yang menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini telah menimbulkan protes
dari sebagian umat Islam, dan di antaranya ada yang berbentuk kekarasan.
Kekerasan ini kadang-kadang juga diekspresikan sebagai protes terhadap

kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar kebebasan
ini tidak berekses negatif perlu kesadaran dan pengendalian diri
dari semua pihak, baik dari sisi kelompok-kelompok yang baru
muncul maupun reaksi terhadap munculnya kelompok-kelompok
ini. Apapun alasannya, termasuk alasan amr ma’ruf naby munkar
sekalipun, penggunaan kekerasan atau main hakim sendiri merupakan
pelanggaran terhadap hukum negara dan juga ajaran Islam itu sendiri.
Di samping itu, dalam hal-hal tertentu di mana ekspresi kebebasan
tanpa batas dapat mengakibatkan munculnya kekerasan dan konflik
dalam masyarakat perlu ada pembatasan dalam bentuk perundang-
undangan yang membatasinya, seperti ekspresi kebebasan beragama
yang dapat menimbulkan penodaan agama tertentu.
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4. Sebagian dari kelompok-kelompok konservatif radikal, yang sebenarnya

dipengaruhi oleh gerakan transnasional, tersebut telah mengarah kepada
sikap intoleran, kekerasan dan ekstrimisme dan bahkan terorisme
dengan legitimasi jihad. Penyebaran ideologi kekerasan dan ektremisme
ini dilakukan melalui berbagai cara, tidak hanya melalui masjid, tetapi
juga melalui jalur pendidikan formal. Sebagaimana diketahui, kelompok
siswa/mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang paling rawan
dipengaruhi oleh ideologi kekerasan dan ekstremisme tersebut. Hal ini
tentu saja telah mengganggu kehidupan yang harmonis, kerukunan umat
beragama dan bahkan integrasi bangsa.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemegang
otoritas, para tokoh agama, muballigh dan pendidik: (1) menyadari
bahaya dari berkembangnya paham Islam radikal terhadap kehidupan
bangsa, (2) berupaya untuk makin mengintensifkan penyebaran
ajaran Islam yang sejalan dengan misinya sebagai rabmatan lil Glamin,
yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip tasamub (toleransi),
tawassuth (moderasi), dan fawazun (seimbang) sesuai dengan kondisi
objektif kemajemukan, (3) mewaspadai munculnya radikalisme dan
ektremisme keagamaan ini, sehingga dapat mengambil langkah-
langkah yang diperlukan.

. Kelompok-kelompok konservatif radikal memperjuangkan untuk

menggantikan NKRI menjadi Negara Agama. Perdebatan tentang hal
ini sebenarnya sudah terjadi pada masa-masa persiapan kemerdekaan
dan sidang-sidang Konstituante, tetapi perdebatan itu selalu macet dan
akhirnya dicarikan jalan keluar dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar
negara. Hal ini terjadi karena Indonesia adalah negara yang majemuk
dengan perbedaan agama, etnik, dan golongan. Kemajemukan ini adalah
kekayaan bangsa Indonesia yang dapat mengancam kohesi sosial jika
tidak dikelola dengan baik. Bahkan sebagian dari radikalisme tersebut
sudah mengarah kepada bentuk terorisme yang diklaim sebagai bentuk
jihad, sehingga sebagian umat Islam di Indonesia ada yang bersimpati
dan memberi dukungan kepada para pelaku terorisme sebagai pejuang
agama. Padahal, Islam menentang dan menolak aksi terorisme, dan aksi
ini bahkan mencederai Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah dan
semua pihak yang yang memiliki komitmen dengan NKRI harus

senantiasa waspada terhadap berkembangnya paham yang mengancam
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eksistensi NKRI dan Pancasila. Dalam konteks ini para tokoh dan
organisasi keagamaan memiliki tugas besar untuk memberikan
pencerahan tentang wawasan keagamaan dan kebangsaan secara
moderat. Di samping itu, para tokoh agama di semua tingkatan
seharusnya melakukan upaya-upaya untuk menjelaskan konsep jihad
yang benar. Mereka hendaknya juga memiliki kesadaran dan kepekaan
terhadap paham-paham yang berkembang di sekitar mereka yang
mengarah kepada radikalisme dan ekstremisme. Dengan demikian,
aparat keamanan tidak perlu mengawasi pelaksanaan dakwah atau
ceramah keagamaan, tetapi para tokoh agama sendirilah yang perlu
waspada terhadap aliran-aliran radikal. Para tokoh agama baru
melaporkan kepada pihak yang berwenang jika radikalisme itu akan
mengarah kepada kekerasan atau bahkan teror.

B. Pendidikan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada dalam rangking
117 dari 177 negara di dunia. Posisi ini merupakan yang terendah di
Asia. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kondosi ini
adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), dan
kualitas ini sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Hal ini sudah
disadari oleh para pemimpin negeri ini dengan pencatuman anggaran
pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD, serta standarisasi
kualitas pendidikan. Namun dalam kenyataannya, secara umum kualitas
pendidikan di Indonesia masih rendah, yang terutama disebabkan
oleh rendahnya kualitas guru serta minimnya sarana dan prasarana

pendidikan.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar dalam rangka
meningkatan IPM, di mana pencapaian SDM yang cerdas merupakan
unsur yang penting, pemerintah menggunakan anggaran pendidikan
secara tepat untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah juga
perlu membuat prioritas-prioritas peningkatan kualitas pendidikan
ini, terutama peningkatan kualitas guru dan pemenuhan sarana dan
prasarana pendidikan, baik di lingkungan lembaga pendidikan negeri

maupun swasta dengan prinsip non-diskriminatif.

2. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Indonesia kini masih rendah,
sementara wajib belajar pendidikan dasar yang telah canangkan oleh
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pemerintah pun masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Di antara
faktor yang mempengaruhi hal ini adalah faktor kemiskinan dan budaya
sebagian masyarakat yang kurang mendukung pendidikan yang tinggi.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar di satu sisi
pemerintah semestinya dapat membuat kebijakan tentang pemerataan
pendidikan ini, dan di sisi lain para tokoh agama dan tokoh masyarakat
lainnya hendaknya mendorong kepada umat akan perlunya pendidikan
setinggi mungkin, minimal wajib belajar pendidikan dasar. Untuk
pendidikan menengah dan tinggi pemeriantah hendaknya juga
mengusahakan pendidikan yang merakyat dan murah serta terjangkau
oleh masyarakatluas,sertamenghentikanliberalisasi dan komersalisasi

pendidikan.

. Akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi guru merupakan hal

yang penting sebagai bagian dari penjaminan mutu (quality assurance)
dan sekaligus pemetaan kualitas lembaga pendidikan dan peningkatan
prfesionalisme guru. Namun hal ini dapat mengancam keberadaan dan
keberlangsungan lembaga pendidikan swasta dan pendidikan keagamaan
(termasuk pesantren salaf) jika pemberlakuan standar nasional tidak
memperhatikan konteks dan kondisi lembaga pendidikan ini.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
memberikan dukungan sepenuhnya terutama kepada lembaga
pendidikan swasta yang masih tertinggal dengan prinsip affirmative
actions dengan menyediakan APBN untuk penyelenggaraan akreditasi
sehingga penyelenggaraan akreditasi sekolah dan madrasah swasta
tidak dibebani secara finansial. Penyelenggaraan sertifikasi guru
merupakan amanat UU Guru dan Dosen bagi guru PNS maupun Guru
Non PNS, namun persyaratan untuk mendapat kesempatan sertifikasi
guru sangat sulit bagi guru bukan PNS. Persyaratan tersebut antara
lain ketentuan 24 jam mengajar tiap seminggu, Registrasi Nomor Unik
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Impassing Jabatan
Fungsional Guru Bukan PNS.

Pemerintah hendaknya menata ulang penyelenggaraan profesi
secara adil dengan penyelenggaraan Impassing Jabatan Fungsional

Guru Madrasah Bukan PNS oleh Kementrian Agama RI dan
Penyelenggaraan Impassing Jabatan Fungsional Guru Sekolah Bukan
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PNS oleh Kementrian Pendidikan Nasional. Di samping itu, perlu ada
penjabaran operasional pelaksanaan PP No. 55 tentang Pendidikan
Agama dan Keagamaan, melalui Peraturan Menteri Agama termasuk
standar minimal pendidikan baik pendidikan diniyah maupun
pendidikan Agama dan Keagamaan di sekolah, madrasah, pesantren
dan lembaga pendidikan sejenis dengan tetap memperhatikan
keragaman dan kondisi obyektif masing-masing lembaga pendidikan
ini serta penyediaan dana secara proporsional.

. Evaluasi pendidikan merupakan suatu keharusan bagi proses pendidikan
untuk mengukur hasil dan mutu pembelajaran. Ujian Nasional (UN)
merupakan salah alat yang cukup baik untuk mengukur hal ini, dan
sekaligus alat motivasi guru dan anak didik untuk mengajar dan belajar
secara sungguh-sungguh. Namun, pelaksanaan UN selama ini dinilai
kurang menunjukkan keadilan, karena UN dianggap dijadikan sebagai

satu-satunya alat untuk mengukur kelulusan.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
membuat kebijakan baru dalam penyelenggaraan evaluasi dalam
bentuk Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah/Madrasah Bertaraf
Nasional (US/MBN) dengan membentuk lembaga independen
pengujian (Independent Examanation Agency) yang profesional dan
kompeten di tingkat provinsiyang dapat dilaksanakan oleh pemerintah
maupun masyarakat sehingga terhindar dari intervensi kepentingan
politik dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

. Penyelenggaraan Pendidikan bertaraf Internasional sudah dilaksanakan
oleh pemerintah maupun masyarakat baik dengan biaya APBN
maupun mandiri. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan bertaraf
internasional yang dilaksanakan oleh masyarakat kurang memiliki akses
internasional baik melalui P to P (People to Pegple) maupun G to G

(Government to Government).

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasiksn agar Pemerintah
membuat kebijakan yang mengharuskan lembaga pendidikan asing
yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia mengikuti UU
Sistem Pendidikan Nasional, termasuk dalam hal kurikulum yang
mencakup pendidikan agama dan keagamaan. Pemerintah hendaknya
juga memfasilitasi pelaksanaan kerjasama (MoU) antara lembaga
pendidikan di luar negeri dengan lembaga pendidikan swasta.
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C. Kesehatan

1249

1.

Tingkat keschatan masyarakat Indonesia kini secara umum masih
rendah. Hal ini terjadi di samping karena masih terbatasnya pelayanan
kesehatan dari pemerintah, juga dipengaruhi oleh masih rendahnya
tingkat pendidikan dan pendapatan warga. Kondisi ini juga dipengaruhi
oleh kesadaran akan budaya sehat di kalangan masyarakat yang masih

rendah.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah dan
para tokoh masyarakat perlu menyampaikan konsep, pengertian dan
perilaku sehat ke semua tingkatan masyarakat dengan cara yang tepat
dan bahasa yang dimengerti oleh mereka, termasuk dengan bahasa dan
pendekatan agama. Di samping itu, pemerintah hendaknya membuat
kebijakan yang tepat bagi masalah tenaga kesehatan, pengadaan,
rekruitmen, kesejahteraan dan penyebarannya secara geografis serta
perhatian akan relevansi kualifikasi ketenagaan yang dibutuhkan.

Pelayanan kesehatan secara umum masih belum terjangkau oleh warga
yang berekonomi lemah, karena pelayanan kesehatan masih cenderung
mengedepankan aspek komersialnya ketimbang pelayanan kepada
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumah sakit yang
menerapkan biaya tinggi kepada masyarakat untuk tujuan bisnis semata,
sementara jumlah pusat pengobatan milik pemertintah yang memberikan
pelayanan murah masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
membuat kebijakan alokasi anggaran bagi kelompok masyarakat
miskin dengan juga memperhatikan cara penyalurannya. Kebijakan
ini diharapkan bisa mencakup Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) terhadap orang miskin dengan memperhatikan aspek
aksesibilitas, kualitas hidup, dan kelangsungan program.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah kini masih cenderung
di pusatkan di kota-kota, sehingga masyarakat yang berada di pedesaan
yang umumnya berpenghasilan rendah tidak dapat mengakses pelayanan
kesehatan dengan baik. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir di
sejumlah daerah terjadi wabah penyakit dan anak balita kekurangan gizi
yang baru diketahui setalah wabah itu meluas.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
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memperluas layanan kesehatan di pedesaan dengan peningkatan
akses dan mutu pelayanan dasar, terutama Poskesdes dan Puskesmas
dengan perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan rujukan. Di
samping itu, pemerintah juga perlu melakukan pengkajian ulang
terhadap peran dan fungsi Bidan Desa sesuai dengan kualifikasi dan
tugas-fungsinya serta perhatian yang konkrit terhadap pengadaan dan
perbaikan sarana dan pra-sarana Poskesdes. Bahkan pemerintah juga
perlu memberikan perhatian terhadap revitalisasi Posyandu dengan
insentif yang konkret pada kader kesehatan dan memaksimalkan
peran PKK.

ITII. EKONOMI

1.

Liberalisasi ekonomi Indonesia yang dimulai awal 1980-an masih
berlangsung sampai sekarang. Pemerintah Indonesia tak kuasa menolak
sistem ekonomi liberal ini yang dipaksakan oleh lembaga-lembaga
multilateral seperti Bank Dunia, WTO (Worid Trade Organisation,
Organisasi Perdagangan Dunia) atau IMF (International Monetary Fund)
sebagai agen paham neolib (neo-liberalisme), suatu paham yang sangat
mengutamakan kebebasan dan persaingan pasar. Ciri utama praktik
ekonomi tersebut adalah adanya keharusan pengurangan anggaran
kesejahteraan masyarakat (anggaran sektor publik) dan mendorong
terbangunnya sistem perekonomian nasional yang bertumpu pada
mekanisme pasar. Akibatnya perekonomian nasional menjadi semakin
bergantung pada pelaku ekonomi bermodal besar (kaum kapitalis), yang
dalam sepuluh tahun terakhir ini tampak makin mengutamakan peran
modal asing, dan dengan sendirinya menyingkirkan peran-peran pelaku
usaha ekonomi mikro alias gurem, pelaku usaha kecil dan menengah
(UMKM) serta usaha ekonomi dengan modal produksi tradisional
seperti sektor pertanian di perdesaan. Bantuan modal dan pengembangan
kelembagaan usaha yang diberikan pemerintah untuk melindungi
UMKM selama ini di samping porsinya kecil juga dilakukan di luar
kerangka kebijakan makro ekonomi yang sangat pro-pasar itu.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar ada langkah-
langkah sebagai berikut: (1) pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hendaknya
menghindari berpikir dan bersikap ekstrem dalam membangun
sistem perekonomian nasional. Kebijakan ekonomi sudah seharusnya
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memberi kesempatan dan fasilitas serta peran yang setara terhadap
semua pelaku usaha ekonomi nasional dengan catatan memberikan
afirmative action policy atau kebijakan ekonomi relatif khusus bagi
pelaku usaha/golongan ekonomi lemah di perkotaan maupun di
perdesaan dan tidak memberikan keleluasaan berlebihan terhadap
pelaku usaha/modal asing, (2) pemerintah hendaknya secara konsisten
mengutamakan kepentingan nasional serta berusaha menerjemahkan
dengan tepat dan sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip
usaha bersama berbasis nilai-nilai kekeluargaan sebagai kerangka
dasar sistem perekonomian nasional seperti yang digariskan Pasal 33

UUD 1945.

Khusus berkaitan dengan pereckonomian perdesaan, kebijakan impor
beras, gula, dan garam serta buah-buahan misalnya telah makin
memperlemah daya saing produk petani yang memang tidak mampu
menandingi kelebihan barang impor. Baik karena kekalahan teknologi,
kelemahan manajemen usaha maupun karena kualitasnya yang kurang
baik di samping karena menghadapi kendala terbatasnya lahan. Pada saat
yang sama kalangan petani padi sampai saat ini belum bisa beranjak dari
problem klasik dan bahkan makin terperangkap oleh ketergantungan
terhadap pupuk kimia pabrikan/pestisida yang makin mahal dan dengan
sendirinya menyebabkan makin tingginya biaya produksi sehingga usaha
tani mereka makin mengalami disparitas yang tajam dibanding dengan
komoditas yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya. Semua ini
telah menyebabkan ekonomi pedesaan makin mengalami kemerosotan
(involusi). Kian intensifnya liberalisasi perdagangan sebagai konsekuensi
dari pengikatan Indonesia terhadap pakta perjanjian perdagangan bebas
seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) yang sudah
berlaku per 1 Januari 2010 akan semakin memperlemah daya beli atau
kemampuan ekonomi umumnya masyarakat yang bermata pencaharian
di sektor pertanian.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
cq. Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan instansi-
instansi terkait lainnya hendaknya tidak hanya berani mempreteli
semua pintu perdagangan terhadap serbuan barang impor khususnya
dari sesama negara ASEAN dan China tetapi secara kongkret
melipatgandakan kebijakan dan ikhtiar untuk memperkuat daya
tahan dan daya saing usaha tani/ekonomi masyarakat perdesaan. Di
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samping itu, pemerintah hendaknya makin memperkuat diversifikasi
dan ketahanan pangan nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia
sendiri.

Sumber daya alam cenderung diyakini dapat menjadi konflik sosial
di masa depan akibat kebijakan pemerintah yang tidak peduli dengan
masyarakat setempat yang selama ini ikut menjaga dan melestarikan
alam. Masyarakat bahkan dianggap sebagai penghambat kemajuan
dengan menolak penebangan hutan dan penambangan untuk tujuan
bisnis kelompok tertentu. Padahal eksploitasi sumber daya alam yang tak
terkendali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pemanasan iklim

global.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar kebijakan
tentang eksploitasi sumber daya alam hendaknya mengindahkan
aspek lingkungan hidup yang semakin tidak lestari akibat eksploitasi
berlebihan untuk tujuan semata-matabisnis dan ekonomi. Pemerintah
hendaknya juga menertibkan kembali regulasi pengelolaan sumber
daya alam dan pertambangan, hak adat dan komunitas atas akses
kepada sumber daya alam.

TKI/buruh migran sesungguhnya adalah penyumbang devisa yang besar
bagi negara, namun data lapangan menunjukkan selama ini banyak
di antara mereka yang jadi sapi perahan bukan hanya oleh sementara
perusahaan pengerah tenaga kerja tetapi juga oleh instansi pemerintah
terkait. Sebagai warganegara yang mencari penghidupan di luar negeri
mereka belum memperoleh penghargaan sosial (respek) maupun
perlindungan hukum dan politik yang memadai. Banyak kasus TKI
yang diperlakukan tidak adil, mulai dari kasus pelecehan seksual sampai
penganiayaan dan pembunuhan yang tidak ditangani sungguh-sungguh
oleh perwakilan pemerintah di negara yang bersangkutan. Sehingga
berulang-kali muncul kasus yang nyata-nyata telah mempermalukan
pemerintah karena dipandang tidak mampu berbuat dengan baik dan
merendahkan harga diri bangsa Indonesia di luar negeri dan di mata
rakyatnya sendiri.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
memiliki b/ue print kebijakan yang jelas pro buruh migran/TKI, yang
meliputi pelayanan dasar bagi TKI yang manusiawi, pemberian latihan
kerja, dan perlindungan hukum yang tegas di negara tempat mereka
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bekerja. Di samping itu, pemerintah hendaknya memberikan sanksi
terhadap perusahaan-perusahan pengarah tenaga kerja yang semata-
mata hanya berorientasi mendapatkan keuntungan yang sebesar-
sebesarnya, dan kurang memiliki tanggung jawab akan keselamatan
dan jaminan pekerja yang dikirim ke luar negeri.

IV. POLITIK DAN HUKUM

A. Politik Nasional

1.

Sudah lebih dari satu dasa warsa sejak tumbangnya Orde Baru pada Mei
1998 bangsa Indonesia mempraktikkan kembali demokrasi sebagai sistem
politik yang meletakkan rakyat dalam posisi sentral sebagai pemegang
kedaulatan. Namun demokrasi yang dipraktikkan masih sebatas
demokrasi prosedural dan liberalistik. Artinya proses-proses politik
seperti dalam pemilihan umum atau dalam pengambilan keputusan di
lembaga perwakilan rakyat dipandang cukup kalau berlangsung bebas
dan memenuhi ketentuan minimal yang bersifat prosedural tanpa
mempertimbangkan perlunya nilai-nilai substantif demokrasi. Pemilu
legislatif 2009 menjadi contoh telanjang bagaimana demokrasi seperti
itu diwarnai money politics dalam bentuk praktik suap-menyuap, jual beli
suara, dll. Dan pada saat yang sama etika politik, nilai-nilai integritas
dan moralitas sama sekali tidak diperdulikan. Maka politik makin
menjelma menjadi arena publik yang semata untuk berburu kekuasaan
yang dapat ditempuh dengan segala cara. Adalah ironis bahwa dalam
kehidupan demokrasi ini rakyat bukan hanya tidak memperoleh berkah
dalam bentuk kemaslahatan umum yang menjadi tujuan politik bahkan
posisinya pun semakin terpinggirkan dalam proses-proses pembuatan
kebijakan negara. Manfaat praktis demokrasi belum dirasakan rakyat
karena demokrasi yang dikembangkan tidak memiliki keberpihakan
terhadap rakyat banyak dan jauh dari keadilan dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
cq. instansi-instansi terkait mengambil langkah-langkah untuk
melanjutkan proses pembaharuan politik (reformasi) bersama DPR
dan DPD serta kekuatan-kekuatan politik real di tengah masyarakat
untuk mengambil langkah-langkah: (1) mengkaji secara seksama
pelaksanaan demokrasi (demokratisasi) dalam sepuluh tahun terakhir
ini, (2) membangun konsensus nasional untuk institusionalisasi
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nilai-nilai demokrasi yang universal dalam bentuk pelembagaan
politik demokrasi yang sesuai dengan kultur, karakter dan dinamika
masyarakat Indonesia, tidak menjiplak habis pelembagaan demokrasi
sebagaimana di negeri-negeri Barat, (3) membuka kesempatan dan
fasilitasi kekuatan-kekuatan masyarakat yang dapat menjadi pilar
demokrasi yang dapat menegakkan dan menjaga etika dan moralitas
politik semua komponen masyarakat politik dan penyelenggara
negara.

Amandemen UUD 1945 telah melahirkan sistem dan struktur
ketatanegaraan yang tidak lagi sederhana, banyak melahirkan lembaga
tinggi negara dan menghilangkan lembaga tertinggi negara. Kini negara
kita menganut sistem parlemen bikameral yang menyanding DPR
sebagai perwakilan politik dengan DPD sebagai perwakilan daerah.
Sementara di bidang yudikatif telah lahir Mahkamah Konstitusi di
samping Mahkamah Agung yang menjadi induk sistem peradilan.
Sampai sejauh ini MK dan MA berjalan efektif sesuai fungsinya masing-
masing tanpa memunculkan ekses benturan kelembagaan yang berarti.
Kemunculan dan keberadaan Komisi Yudisial patut didukung agar tidak
terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of pawer) atas nama penegakan
hukum oleh para hakim baik di jajaran MA maupun MK serta terjadi
proses checks and balances di dalamnya. Sementara itu, keberadaan DPD
belum diperankan secara berarti dalam proses legislasi nasional sehingga
cenderung menjadi lembaga tinggi negara yang id/e, tidak terpakai, karena
DPR yang sepenuhnya jadi kepanjangan tangan partai politik tidak
memiliki po/itical willuntuk berbagai peran dalam menjalankan kekuasaan
legislatif. Amanademen UUD 1945 juga telah menarik bandul kekuasaan
negara di tangan DPR dan mengurangi kekuasaan eksekutif (presiden).
Kekuasaan DPR menjadi sentral dalam penyelenggaraan negara, yang
mambayangi hampir semua kewenangan presiden yang sebenarnya tidak
sesuai dengan tekad untuk menganut dan menegakkan prinsip sistem
presidential. Meskipun tersembunyi, tertumpuknya kekuasaan negara
di tangan DPR ini berpotensi melahirkan pemerintahan yang kurang
efektif dan menyuburkan politik dagang sapi baik dalam pembentukan

kabinet maupun dalam proses perumusan kebijakan negara.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
tidak boleh tinggal diam dan segera mengambil inisiatif untuk
membangun solusi bersama: (1) membentuk komisi independen
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dengan melibatkan para ahli konstitusi dan berbagai keahlian yang
diperlukan, sebagaimana yang pernah dilakukan sesuai rekomendasi
amandemen yang terakhir dan diberi kewenangan yang lebih luas; di
samping melakukan me-review dan mengevaluasi hasil amandemen,
juga untuk mengkaji sistem dan struktur ketatanegaraan sesuai hasil
amandemen tersebut serta merancang penyempurnaan UUD 1945
(berikut hasil amandemennya) dan menyusun desain sistem dan
struktur ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini dan
sistem demokrasi yang ingin kita bangun, (2) mulai menjajagi untuk
kemungkinan membangun konsensus nasional dalam rangka penataan
dan penyempurnaan sistem dan struktur ketatanegaraan yang terlebih

dahulu dituangkan dalam UUD 1945.

Menjamurnya komisi-komisi atau badan-badan negara independen
(auxialary state institution/agency) yang kini jumlahnya lebih-kurang
mencapai 30 lembaga, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan
Anak, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sebagainya, menimbulkan
pertanyaan bagi warga masyarakat. Belum lagi ada beberapa UU yang
merekomendasikan pembentukan lembaga semacam itu namun belum
diwujudkan karena berbagai alasan. Sebagian di antara lembaga-lembaga
negara tersebut dapat berfungsi dengan baik, namun sebagian besar
ditengarai kurang berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Sebagian
lembaga tersebut digagas sesuai kebutuhan karena bidangnya bersifat
multi-sektoral sehingga tidak cukup hanya ditanganinya departemen
atau instansi pemerintah yang sudah ada. Namun sebagian lainnya
dibentuk sebagai reaksi dari tidak berfungsi optimalnya atau terjadinya
deviasi-deviasi fungsi-fungsi lembaga-lembaga atau instansi-instansi
pemerintah yang ada. Banyaknya komisi-komisi negara tersebut, bukan
hanya memperbesar anggaran pengeluaran negara, juga menggambarkan
adanya krisis kelembagaan karena banyak instansi-instansi penting
di lingkungan pemerintahan yang tidak berfungsi dengan baik, tidak
memiliki kredibilitas dan tidak memperoleh kepercayaan (poblic trust)
masyarakat. Dengan kata lain di balik menjamurnya komisi-komisi
negara itu juga sekaligus tergambarkan adanya kedaruratan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Olehkarenaitu,Muktamarmendesakpemerintahuntukmenghentikan
munculnya kembali komisi-komisi negara baru sekaligus memberikan
batas waktu bagi komisi-komisi tertentu yang tugas dan fungsi
pokoknya sudah dapat dikembalikan kepada instansi-instansi
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sebagaimana mestinya dan memperkuat komisi-komisi tertentu yang
memang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

4.Jarak antara rakyat dengan partai/wakilnya di lembaga legislatif terputus
sehingga praktik politik yang dilakukan oleh para wakil rakyat tidak lagi
untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri
dan partai politiknya. Rakyat hanyalah dijadikan sebagai pendulang suara
dalam setiap Pemilu. Di sisi lain, komitmen partai dan wakil rakyat untuk
tetap melakukan kontrol/penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah
justru dipertanyakan karena partai dan wakil rakyat lebih memilih
menjadi mitra pemerintah yang cenderung tidak kritis. Akibatnya wakil
rakyat hanyalah menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang berkuasa
dan sulit melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Di sisi
lain, belakangan ini, peran civi/ society semakin lemah untuk melakukan
kontrol/penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan. Kelompok civi/
society tampaknya tidak mampu membaca arah perubahan politik nasional
sehingga cenderung pasif dalam merespon kebijakan politik pemerintah.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar elemen-elemen
politik semakin mendekatkan dirinya dengan kepentingan rakyat,
bukan untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya. Mereka
hendaknya juga mengambil sikap kritis dalam menyikapi kebijkan
politik pemerintah. Sejalan dengan hal ini, kelompok civil society
hendaknya memperkuat posisinya sebagai kekuatan penyeimbang
terhadap jalannya pemerintahan.

B. Politik Internasional

1. Sejak dasawarsa lalu ada skenario besar untuk membangun persepsi
bahwa Islam identik dengan terorisme. Persepsi ini dibangun atas dasar
terjadinya peristiwa pengeboman WTC, 11 September 2001 yang
dilakukan oleh kelompok Al-Qaedah. Dalam konteks Indonesia persepsi
ini dibangun dengan adanya pelaku terorisme berasal dari pesantren,
sehingga muncul tudingan miring bahwa pesantren adalah tempat
suburnya terorisme. Dalam konteks ini, kelompok civi/ society, terutama
ormas Islam sebenarnya sudah dilibatkan untuk ikut memecahkan
persoalan dunia, tetapi pelibatan ini masih kurang secara optimal, terutama
penanggulangan ormas Islam untuk memainkan peran kontributifnya
dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.
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Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar dilakukan upaya
pelurusan persepsi global terhadap jihad yang disalahpahami sebagai
terorisme. Pemerintah hendaknya juga melibatkan peran pemuka
agama dalam penyelesaikan konflik, termasuk konflik-konflik yang
berbasis agama. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam,
seperti NU melalui International Conference of Islamic Scholars (I1CIS),
perlu mendapatkan dukungan lebih besar lagi dari pemerintah, agar
peran yang dilakukan ormas-ormas itu bisa lebih maksimal.

. Konflik yang terjadi di belahan dunia, terutama yang terjadi di Timur

Tengah dan Asia Tenggara, meski berlatarbelakang pada kepentingan
politik dan ekonomi, tetapi tidak lepas dari latarbelakang pada agama
dan suku. Perang etnik dan agama terjadi karena campur tangan asing
dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perbedaan etnik dan
agama. Adanya kecenderungan pembiaran konflik di sejumlah negara
yang minoritas muslim, seperti Thailand Selatan, Philipina Selatan,

Mynmar, Oigur Singjan, dlIl.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah aktif
terlibat dalam penyelesaian konflik terutama yang melibatkan umat
Islam seperti konflik Palestina-Israel, konflik di Thailand Selatan
dan konflik Filipina Selatan, dengan melibatkan seluruh komponen
bangsa dalam kesederajatan dan kesetaraan sekaligus menghilangkan
ego-ego sejarah, ideologi, ekonomi, dan politik. Upaya-upaya yang
telah dilakukan selama ini perlu ditingkatkan, termasuk menfasilitasi
ormas-ormas keagamaan untuk melakukan mediasi tersebut sebagai
bagian dari second track diplomacy.

C. Hukum dan HAM

132

1. Terjadinya inkonsistensi penyelenggaraan negara dalam menyelesaikan

kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia diakibatkan oleh banyaknya
kepentingan politik yang bermain dalam setiap penyelesaian kasus
HAM. Dalam kenyatatannya, pemerintah kurang mampu sepenuhnya
melindungi korban pelanggaran HAM sehingga mengakibatkan
terhambatnya rehabilatasi korban pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
segera merehabilitasi hak-hak korban pelanggaran HAM termasuk
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hak komunitas adat dalam ekplorasi sumber daya alam, korban lumpur
Lapindo, korban kejahatan HAM masalalu dan korban sengketa tanah
dan agraria.

. Carut marut sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia semakin
jelas dengan banyaknya praktik mafia peradilan. Mafia ini adalah jaringan
kerjasama dalam memperdagangkan perkara hukum antara oknum aparat
penegak hukum dan pihak di luar peradilan, yang sebenarnya sudah
menjadi persoalan hukum sejak sekitar 30 tahun yang lalu. Berkat “jasa”
mereka tidak sedikit pelanggar hukum yang justru terbebas dari jeratan
hukum, sedangkan rakyat kecil yang melakukan pelanggaran kecil saja
dijebloskan ke dalam penjara. Ketidakadilan dalam penegakan hukum
terjadi karena moralitas aparat penegak hukum yang mudah goyah oleh
praktik suap. Jika dibiarkan terus praktik mafia peradilan ini di satu sisi
makin mengikis kepercayaan masyarakat dan di sisi lain akan semakin
menghancurkan kredibilitas dan kewibawaan lembaga peradilan.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah
mengerahkan segala daya upaya untuk memberantas mafia peradilan
dan budaya korup di kalangan aparat penegak hukum yang selama ini
memperlemah penegakan hukum di negeri ini. Sejalan dengan hal ini,
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum hendaknya tidak hanya
diberi wewenang ad hoc tetapi harus menjalankan tugasnya secara
sistemik.

. Masih lemahnya birokrasi dan hukum serta besarnya orientasi kekuasaan
pada pihak-pihak yang sedang memegang kekuasaan, baik lingkungan
eksekutif, legislatif maupun yudikatif, di negeri ini memberi celah terhadap
praktik korupsi. Sementara itu, tidak tegasnya aparat penegakkan hukum
dalam menjerat pelaku korupsi semakin memberi angin segar kepada
para koruptor.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar negara
memperkuat sistem kelembagaan dan kewenangan penanganan
korupsi secara mandiri tetapi tetap kordinatif, seperti kemandirian
KPK dan pengadilan tipikor, kejaksaan dan kehakiman, sehingga

mereka bisa independent dari kekuasaan.
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V. PENUTUP

Demikianlah rekomendasi ini disusun agar dapat menjadi pertimbangan
bagi pengambilan kebijakan dan program-program pemerintah, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lembaga-lembaga
yidikatif, organisasi-organisai politik dan kemasyarakatan, termasuk Nahdlatul

Ulama (NU).

Makssar, 26 Maret 2010

TIM PERUMUS
KOMISI REKOMENDASI MUKTAMAR XXXII NU

Ketua : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
Sekretaris : Ahmad Baso

Anggota Tim Perumus :

1. KH. Agoes Ali Masyhuri

2. Prof. Dr. Maksum

3. Drs. Ki Agos Zainal Mubarok, M.Si

4. Drs. Mabroer, M.si

5. Drs. Mukhlas Syarkun
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BERITA ACARA
PEMILIHAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2010-2015

Pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret 2010 bertempat di Asrama Haji Sudiang
Makassar, Sulawesi Selatan, telah dilaksanakan Sidang Pleno Muktamar ke-32
Nahdlatul Ulama dengan agenda acara Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama Masa Khdmat 2010 - 2015 sebagal berikut :

1.

Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dimaksud adalah
Pemilihan Rais Aam dan dilanjutkan dengan Pemilihan Ketua Umum dan

Pemilihan Anggota Mede Formatur.

2. Pemilihan Rais Aam dan Pemilihan Ketua Umum menggunakan dua
tahap, yakni tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Sedangkan Pemilihan
Anggota Mede Formatur dilakukan secara aklamasi berdasarkan zona
wilayah.

3. Tahap Pemilihan Rais Aam dengan hasil sebagai berikut :

a. Jumlah suara pada pada tahap pencalonan adalah 500 suara dan
menghasilkan 14 nama, 2 suara tidak sah dan dua suara abstain, dengan
rindansebagaiberikut:

1) KH. DR. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh 272 suara

2) KH. DR. Ahmad Hasyim Muzadi 180 suara

3) KH. Maimun Zubaer 29 suara

4) Habib Luthfi Yahya 4 suara

5) Abdullah Mukhtar 2 suara

6) KH. DR. Ma'ruf Amin 2 suara

7) KH. Maimun Zuhri 1 suara

8) KH. Maimun Iskandar 1 suara

9) KH. Ma'mun Zubair 1 suara

10) KH. Muhammad Antijil 1 suara

11) Buya Sidiq 1 suara

12) KH. Said Aqil Siraj 1 suara

13) KH. Solahuddin Wahid 1 suara

14) KH. Mustofa Bisri 1 suara

15) Tidak sah 2 suara

16) Abstain 1 suara
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b. Berdasarkan tahap pencalonan tersebut, maka terdapat dua nama yang
memenubhi syarat minimal 99 suara dukungan, yakni KH. DR. Muhammad

Ahmad Sahal Mahfudh dengan 272 suara dan KH. DR. Ahmad Hasyim
Muzadi dengan 180 suara.

c. Sesuai Tata Tertib, untuk keabsahan sebagai calon Rais Aam sesorang harus
menyatakan kesediaannya. Dalam hal ini, KH. DR. Ahmad Hasyim Muzadi
menyatakan tidak bersedia dicalonkan sebagai Rais Aam. Dengan demikian,
maka hanya terdapat satu nama calon yang memenuhi syarat, yakni KH.
DR. Muhamad Ahmad Sahal Mahfudh yang secara otomatis ditetapkan
terpilih secara aklamasi sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2010 - 2015.

4. Tahap Pemilihan Ketum dengan hasil sebagai berikut :

a. Jumlah suara pada tahap pencalonan adalah 503 suara dan menghasilkan 10
nama, dengan rincian sebagai berikut

1) DR. KH. Said Aqil Siraj 178 suara
2) Drs. H. Slamet Effendi Yusuf 158 suara
3) Ir. H. Solahuddin Wahid 83 suara
4) Drs. H. Ahmad Bagja 34 suara
5) Drs. H. Ulil Absor Abdallah 22 suara
6) Prof. DR. KH. All Mashan Musa 8 suara
7) DR. H. Abdul Azis Ahmad 7 suara
8) Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, MA 6 suara
9) DR. KH. Ahmad Hasyim Muzadi 2 suara
10)KH. Mutawakkil Alalloh 1 suara

b. Berdasarkan tahap pencalonan tersebut, maka terdapat dua nama yang
memenuhi syarat minimal 99 suara dukungan, yakni DR. KH. Said Aqil
Siraj dengan 178 suara dan Drs. H. Siamet Effendi Yusuf, MSi dengan 158

suara.

c.  Sesuai Tata Tertib, untuk keabsahan sebagai calon Ketua Umum sesorang
harus menyatakan kesediaannya. Dalam hal ini, dua nama, DR. KH. Said
Agqil Siraj dan Drs. H. Siamet Effendi Yusuf, MSi menyatakan bersedia
dicalonkan sebagai Ketua Umum. Dengan demikian, Sidang Pleno
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dilanjutkan dengan tahap Pemilihan

d. Jumlah suara pemilih pada Tahap Pemilihan adalah 496 dengan hasil
sebagai berikut :

1. DR. KH. Said Aqil Siraj 294 suara

2. Drs. H. Slamet Effendi Yusuf, MSi 201 suara

3.Tidak sah 1 suara

e. Berdasarkan proses pemilihan tersebut, maka DR. KH. Said Aqil Siraj, MA
ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa
Khldmat 2010 - 2015.

5. Pemilihan Anggota Mede Formatur yang bertugas bersama Rais Aam dan
Ketua Umum terpilih untuk melengkapi Kepengurusan PBNU dilakukan
secara aklamasi dan hasilnya adalah terpilih 6 (enam) nama sebagai berikut :

a. KH. Miftahul Ahyar (Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur)

b. Drs. H. Halil Domu, MSi (Ketua PWNU Sulawesi Selatan)

c.  Drs. HM. Syarbani Haira, MSi (Ketua PWNU Kalimantan Selatan)

d. Drs. H. Qomari, SPdi (Wakil Ketua PWNU Papua)

e. Prof. DR. H. Maidir Harun Dt. Sinaro (Ketua PWNU Sumatera Barat)

. Drs. H. Abdul Kadir Makarim (Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur)

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai kenyataan yang sebenar-benarnya dan

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Makassar, 27 Maret 2009

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2010 - 2015

Drs. H. M. Zein Irwanto S (Ketua)

Drs. H. Abdurrahman, M.Ag (Wakil Ketua)

Drs. H. Abdul Kadir Husein, MPdi (Wakil Ketua)
H. Makmur Masyhar (Sekretaris)
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LAMPIRAN SK PBNU Nomor 351/A.11.03.d/1/2009
Tanggal 26 Muharram 1430 H/23 Januari 2009

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
MUKTAMAR XXXII
NAHDLATUL ULAMA
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LAMPIRAN SK PBNU Nomor 351/A.11.03.d/1/2009
Tanggal 26 Muharram 1430 H/23 Januari 2009
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
MUKTAMAR XXXII NAHDLATUL ULAMA

Penasihat : DR.K.H.M.A. Sahal Mahfudh
Prof. DR.K.H.Moh. Tholhah Hasan
DR. KH.A.Hasyim Muzadi

Ketua : Drs. KH. A. Hafizh Utsman

Wakil Ketua : Prof. Dr. K.H.S2’id Aqil Siraj, MA

Wakil Ketua : Prof. DR. K.H. Artani Hasbi

Wakil Ketua : Prof. Dr. K.H. Abd. Mu’iz Kabri

Sekretaris : Drs. H. Taufiq R. Abdullah

‘Wakil Sekretaris : Drs. H. Masrur Ainun Najih

‘Wakil Sekretaris : Drs. H. Anas Thahir, MBA

Wiakil Sekretaris : Drs. H. Syaiful Bachri Anshori

Bendahara : KH Achmad Sadid Jauhari

‘Wakil Bendahara : H. Asmui Suhaimi, SE, MBA

‘Wakil Bendahara : Ir. H. M. Igbal Sulam

Komisi-komisi:

A. Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyyah

Ketua : KH Drs. Saifuddin Amsir
B. Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyyah

Ketua : Dr. KH. Muhammad Masyhuri Na'im, MA
C. Komisi Bahtsul Masail Diniyah Qanuniyyah

Ketua : Prof. Dr. K.H. M. Ridwan Lubis
D. Komisi Organisasi

Ketua : Drs. K.H. Masdar Farid Mas'udi, MA
E. Komisi Program

Ketua : Drs. H. Abbas Abd. Mu’in, MA
F. Komisi Rekomendasi

Ketua : Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah

DR.K.H.M.A. Sahal Mahfudh
Rais Aam

DR. KH. A. Hasvim Muzadi
Ketua Umum

Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA
Katim Aam

Dr. H. Endang Turmudi, MA
Sekretaris Jenderal

140



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

Lampiran Surat Keputusan
Panitia Nasional Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama
Nomor: 01/Muktamar NU-32/3/2009

Tentang
Susunan Komisi-Komisi dan Seksi-Seksi
Panitia Nasional Muktamar ke-32
Nahdlatul Ulama
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Lampiran Surat Keputusan
Panitia Nasional Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama
Nomor: 01/Muktamar NU-32/3/2009
Tentang
Susunan Komisi-Komisi dan Seksi-Seksi
Panitia Nasional Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

A. KOMISI-KOMIST :

1. Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah :

Ketua : KH. Drs. Sarruddin Amsrr
Sekretaris : HM. Cholil Nafis, MA.
Anggota : KH. Prof. Dr. Chotibul Umam

KH. Drs. Hasyim Abbas, MA
KH. Drs. Adib Rofiuddin
KH. Drs. Aziz Masyhuri

KH. Zaki Anwar
2. Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah :
Ketua : KH. Dr. Mohammad Masyhuri Naim
Sekretaris : KH. Drs. Arwani Faisal
Anggota : KH. Makruf Amin

KH. Dr. Maghfur Utsman

KH. Dr. Malik Madani, MA.

KH Afifuddin Muhajir

Prof. Dr. H. Fatchurrahman Rauf

3. Komisi Bahtsul Masail Diniyah Qonuniyah :

Ketua : KH Prof. Dr. M. Ridwan lubis
Sekretaris : Drs. Zubaidi, MA.
Anggota : H. Fajrul Falakh, SH., MA.

Dr. H. Wahiduddin Adam, SH
Drs. H. Slamet Effendi Yusuf, MSi.
KH. Drs. Syafruddin MA

Dr. H. Syahrizal Syarif, MPh.

Drs. H. Saifullah Maksum

Drs. H. Helmi Muhammadiyyah

4. Komisi Organisasi :
Ketua : KH. Drs. Masdar Farid Mas'udi, MA.
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Sekretaris
Anggota

5. Komisi Program
Ketua
Sekretaris
Anggota

6. Komisi Rekomendasi
Ketua

B. SEKSI-SEKSI :

1. Persidangan
Ketua
Anggota

Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

: Drs. Malik Haromain, MSi.
: Drs. H. Ahmad Bagdja

Dr. H. AndlI Jamaro Dulung.

Drs. H. Muhyiddin Arubusman.

Dra. Hj. Chofifah Indarparawaansa, MSi
Drs. H. Muhsin Ibnu Juhan, MA.

Drs. Hj. Maria Ulfah Anshor, MA.
Miftah Fakih, MA

Drs. Muhtadin

: KH Abbas Abdul Muin, MA
: Ir. H. Avianto Muhtadi
: Ir. H. Mustafa Zuhad Mughni

Drs. Otong Abdunahman
Drs. H. Muchtar Hadyu
Dra Hj. Marhamah Mujib
Dra. Hj. Azizah Azis, MSi
Dr. H. Syamsul Ma’arif, MA
Drs. H. Suwadi D. Pranoto

: Prof. Dr. Masykuri Abdillah

Drs. Hamami Zada

Drs. H. Andi Muarly Sunrawa
Drs. Enceng Shobirin Najmuddin
Drs. H. Endin AJ Soefihara, MM
Drs. Nasihin Hasan

Drs. Ahmad Baso

Drs. H. Aceng Abdul Aziz., MA.

: H. Junaedi Ali, SH
: Drs. Mabrur, MSi.

Drs. Agus Kusnara Syam
Drs. Machrus Mahfudz
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2. Acara
Ketua
Anggota

3. Kesekretariatan
Ketua
Anggota

4. Perlengkapan
Ketua
Anggota

Drs.Harianto Oghie
Drs. Rusdin M. Nur
Drs. Sulthonul Huda
Drs. Idi Muzayyad
Dra. Alfiah

: Drs. H. Arvin Hakim Toha
: Dr. Arif Zambhari
H.M. Mardini
Rrs. H. Choirul Huda Basyir, Lc
Umy Khusnul Khotimah
Dra. Wafa Patria Umma
Drs. Miftahul Huda Mahzum, MSi
Muchlas Sarkhun, MA.
Nirsyam Makarau, SH

: Imam Pituduh,SH.MH

: H. Moh. Hayat
Ardiyan Novanto
Dra.Margareth Aliyatul Mimunah, Msi
Dedi Aril Sandi
Drs. Sarmidi
Mahbub Maafi Ramdhan
Agus Salim Thoyib
Drs. Rizal Syarifuddin
Drs. Imam Syafii
Staf Sekretariat PBNU

: Ir. Syamsuddin Rentua

: Drs. M. Kahfi Puji Atmojo
Asep Ismail Fahmi
Drs. Jahid Lukman

Drs. Imam Buchori

5. Akomodasi dan Konsumsi

Ketua
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Anggota : Arief Rohman, SIP, Msi
H. Iis Abdul Haris, SH, M.Hum
Drs. M. Mas’ud
Rendro Tjahjono
Nani Suwarni Akhyar

6. Transportasi Ketua Anggota
Ketua : Drs. Saryono Jahidi
Anggota : Drs. Musri Muali

Drs. Mahmud Fachrurozi

Jauti Sibarani

7. Kesehatan

Ketua : Dr. Bina Suhendra
Anggota : dr. Wan Nedra Qomaruddin
Dr. Mustafid
8. Keamanan Ketua Anggota
Ketua : Drs. H. Fuad Anwar
Anggota : Drs. H. Tatang Hidayat

Drs. Fathurrahman

9. Pameran, Bazar dan Kesenian

Ketua : Drs H. Sastro Ngatawi
Anggota : Drs. Suraji
Dra. Nena Muzaenah
M. Dienaldo

Drs. Mukhlas Anshori, MSi
Drs. Ahmad Said

Dra. Syahraeni

10. Publikasi dan Pelayanan Media
Ketua : Drs. Abdul Mun’im DZ
Anggota : Drs. H. Syukur Sabang
Drs. Zis Mujahid, MSi
Drs. Ahmad Mukafi Niam
Drs. Syamsul Huda

Nurlaila Hazami
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13. Dokumentasi dan Pelaporan
Ketua : Ir. H. Ifan Haryanto, MA.
Anggota : Syatiri Ahmad
Dra. Nunuk Murntazah
Puji Utomo
Rahmat Faisol, SH. MH.
Tadil Izzah
PANITIA NASIONAL
KE-32 NAHDLATUL ULAMA
KH Drs. Hafidz Utsman Drs. H. Taufig R. Abdullah
Ketua Sekretaris
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SUSUNAN PENGURUS BESAR

NAHDLATUL ULAMA (PBNU)
PERIODE 2010-2015
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SUSUNAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU)
PERIODE 2010-2015

MUSTASYAR

Prof. KH. Ali Yafi

Prof. Dr. KH. M. Tholchah Hasan
KH. Abdul Muchit Muzadi

KH. Maemun Zubair

KH. Ma’ruf Amin

Prof. Drs. KH. Chotibul Umam
KH. Ahmad Idris Marzuki

KH. Endin Fakhrudin Masturo
Drs. KH. Hafidz Utsman

Dr. KH. Maghfur Usman

Prof. Dr. KH. Abdul Muiz Kabri
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis

KH. Chotib Umar

KH. Dimyati Rois

TG KH. M. Turmudzi Badruddin
Dr. H.M. Jusuf Kalla

KH. Syaroni Ahmadi

KH. Abdurrahim Mustafa

KH. Warsun Munawwir

KH. Mahfudz Ridlwan

Dr. -Ing. H. Fauzi Bowo

KH. Ahmad Syatibi Syarwani
KH. Hasbullah Badawi

KH. Hamdan Kholid

KH. Abdurrahman Latukaw
Prof. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
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PENGURUS HARIAN SYURIYAH

Rais Aam
Wakil
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais
Rais

Katib Aam
Katib
Katib
Katib
Katib
Katib
Katib
Katib

AWAN

Ir. H. Shalahuddin Wahid
KH. Nurul Huda Jazuli

KH. Abun Bunyamin

H. Bagindo M. Letter

Drs. H. Ahmad Bagdja

Dr. H. Endang Turmudi, MA
KH. Muadz Thahir

: Dr. KH. M. A. Sahal Mahfudh

: Dr. KH A. Musthofa Bisri

: Habib Luthfi bin Hasyim bin Yahya
: KH AGH Sanusi Baco

: Dr. KH Hasyim Muzadi

: KH Masdugi Mahfudh

: KH Masdar Farid Mas’udi, MA

: KH Mas Subadar

: Prof. Dr. Machasin, MA.

: Prof. Dr. KH Ali Musthofa Yaqub
: Prof. Dr. H Artani Hasbi

: KH Ibnu Ubaidillah Syatori

: KH Saifuddin Amtsir, MA

: KH Adib Rofiuddin Izza

: KH Ahmad Ishomuddin M.Ag.

: Dr. KH. Malik Madani

: KH Drs. Ichwan Syam

: KH Musthofa Aqil

: KH Kafabihi Mahrus Ali

: KH Yahya Staquf Cholil

: Drs. KH Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si
: KH Afifuddin Muhajir

: KH Mujib Qolyubi M.Hum.

Dr. Habib Abdul Qadir Al-Habsyi
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Drs. H. Farid Wadjdy

KH. Eep Nuruddin M.PdI

KH. Muhktar Royani

Drs. H. Asnawi Latif

Drs. H. Cholid Mawardi

H. Abdullah Syarwani, SH

Drs. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH
Dr. H. Tony Wanggay

Nyai Dra. Sinta Nuriyah, M.Hum
Nyai Dra. Mahfudzoh Ali Ubaid

Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo
Dr. Hj. Faizah Sibromalisi, MA

KH. Ahmad Sadid Jauhari

Dr. KH. Ambrani Hamidy

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH

Ketua Umum : Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

Wakil Ketua Umum : Drs. H. As’ad Said Ali

Ketua : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. M.Si.
Ketua : KH. Hasyim Wahid Hasyim

Ketua : HM. Abbas Abdul Mu’in, MA
Ketua : Dr. H. Muh. Salim Al-Jufri

Ketua : Prof. Dr. H. Maksum Mahfudz
Ketua : Prof. Dr. H. Maidir Harun

Ketua : Drs. H. Saifullah Yusuf

Ketua : Drs. M. Imam Aziz

Ketua : Drs. H. Hilmi Muhammadiyah, MS;.
Ketua : Drs. H. Abd. Rahman, ML.Ag.
Ketua : Drs. H. Arvin Hakim Thoha

Ketua : I, HM. Igbal Sullam

Ketua : Prof. Dr. Kacung Marijan

Ketua : H. Dedi Wahidji, S.Pd, M.Si.
Sekretaris Jenderal : Dr. KH. Marsudi Syuhud
Sekretaris : Drs. H. Enceng Sobirin Nadj
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Sekretaris
Sekretaris
Sekretaris
Sekretaris

Bendahara Umum
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
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: Drs. H. Abdul Mun'im DZ

: Dr. H. Aji Hermawan

: Dr. H. Affandi Muchtar

: dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D
: Dr. H. Hanief Saha Ghafur

: M. Imdadun Rahmat, M..Si.

: Dr.-Ing. H. Bina Suhendra

: Dr. H. Abidin, HH

: H. Nasirul Falah Amru, SE., MM.
: H. Raja Sapta Ervian, SH. M.Hum
: H. Hamid Wahid Zaini, M.Ag
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LAMPIRAN PENGURUS LEMBAGA

DAN LAJNAH PBNU
PERIODE 2010-2015
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LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.I1.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
RABITHAH MAAHID ISLAMIYYAH

(RMI)
Masa Khidmat 2010-2015
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SUSUNAN PENGURUS PUSAT
RABITHAH MA’AHID ISLAMIYYAH (RMI)
Masa Khidmat 2010-2015

Ketua : Dr. H. Amin Haidari
Wakil Ketua : Drs. KH. Humam Suyuti, M.Ag.
Wakil Ketua : Dr. H. Agus Zainal Arifin
Wakil Ketua : KH. Yusuf Hudlori
Wakil Ketua : KH. Syarif Muhammad
Wakil Ketua : KH. Fakhrur Rozi
Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Adzim
Sekretaris : Drs. Miftah Faqih, MA
Wakil Sekretris : H. Abdullah Mas’ud
Wiakil Sekretaris : Taufiqurrahman Yasin, Lc
Wiakil Sekretaris : Hadi Hadiyatullah, SQ_
Bendahara : Drs. Masrur Ainun Najih
Wakil Bendahara : Solakhul Am Wahib Wahab
Wakil Bendahara : H. Syafii
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 Juni 2010 M
DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA KEMASLAHATAN
KELUARGA NAHDLATUL ULAMA

(LKK NU)
Masa Khidmat 2010-2015

155



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA
(LKKNU)

Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : Dr. Arif Mudatsir Mandan, MA
Wakil Ketua : Drs. Otong Abdurrahman
Wakil Ketua : Ir. Rusdin M. Nur
Wakil Ketua : Nunuk Mumtazah
Wakil Ketua : Usman Sadikin
Sekretaris : Drs. M. Andi Ilham
Wakil Sekretaris : Muis Ali Murtadlo
Wakil Sekertaris : Muhammad Ashadi
Wakil Sekretaris : Umi Wahyuni
Bendahara : Syamsudin Rentua
Wakil Bendahara : Marda Astuti
Wakil Bendahara : Muhammad Jauti Sibarani
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 Juni 2010 M

DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF

NAHDILATUL ULAMA
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NAHDLATUL ULAMA
Masa Khidmat 2010-2015

Ketua : Prof. Dr. Mansur Ramli
Wakil Ketua : Prof. Dr. Soegiono
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ahmad Mujahidin
Wakil Ketua : Drs. Muhsin Ibnu Juhan, M.Si
Wakil Ketua : H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed
Wakil Ketua : Drs. H. Masdugi Baidlowi
Wakil Ketua : Dr. Sri Mulyati
Wakil Ketua : Dr. -Ing. Son Kuswadi
Wakil Ketua : H. Komari, S.Pd.1
Sekretaris : Dr. H. Mamat S. Burhanuddin, MA.
Wakil Sekretaris : Syarifuddin, S.Ag
Wakil Sekretaris : Dr. Najib Affandy
Wakil Sekretaris : Drs. Endang Sobirin
Wakil Sekretaris : Drs. Abdullah Hanif
Bendahara : Moh. Zamzami, Msi
Wakil bendahara : Dr. Muslih Ramlan
‘Wakil Bendahara : H. Ivan Haryanto, S. Hut, MIB
Wakil Bendahara : Dr. H. Yulianto
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 Juni 2010 M
DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Agqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.I1.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PERTANIAN NAHDLATUL ULAMA

(LPP NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT

LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN NAHDLATUL ULAMA
(LPP NU)
Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : Prof. Dr. Ahmad Dimyati
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar, M.Sc
Wakil Ketua : Dr. Tjuk Eko Hari Basuki, M.Sc
Wakil Ketua : Drs. Samadikun
Wakil Ketua : Ir. Sadar Subagyo
Wakil Ketua : Ir. Fuad
Wakil Ketua : Ir. Supriatno
Wakil Ketua : Dr. Arif Rahman Rusydi
Wakil Ketua : Alex Isfah Abidal Aziz
Sekretaris : Imam Pituduh, SH, MH
Wiakil Sekretaris : Muhtar Hadyu
Wakil Sekretaris : Ir. Fatah Yasin
Wiakil Sekretaris : Ir. Syahrizal Ahmad
‘Wakil Sekretaris : Rahmat Faisol, SH, MH
Wiakil Sekretaris : Mujibur Rahman
Bendahara : Drs. H. Nusron Wahid
Wakil Bendahara : Arum Sabil
Wakil Bendahara : Jazim Asyari
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H
1 Juni 2010 M

DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PEREKONOMIAN
NAHDLATUL ULAMA

(LP NU)
Masa Khidmat 2010-2015



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PEREKONOMIAN NAHDLATUL ULAMA
(LPNU)
Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : Drs. H. Muhyiddin Arubusman
Wakil Ketua : H. Fahmi Harsandono Matori, SE
Wakil Ketua : Aryo Wijanarko
Wakil Ketua : Ir. Zabadi
Wakil Ketua : Ir. H. Abdul Kholiq, MM
Wakil Ketua : Ir. H. Edwin Haris Nasution
Wakil Ketua : Abdul Hamid Rahayaan
Sekretaris : Drs. H. Mustholihin Madjid
‘Wakil Sekretaris : Dr. I Muhammad Musyaftak Fauzi SH, CN, M.Si
Wakil Sekretaris : Ir. Moh. Suaidi
‘Wakil Sekretaris : Ana Mu’awanah
Wakil Sekretaris : Ir. H. Dlohir Farisi
Bendahara : Erwin Aksa Mahmud
‘Wakil Bendahara : Amar Makruf
‘Wakil Bendahara : H. Ahmad Sulhan
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H
1 Juni 2010 M
DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA DAKWAH
NAHDLATUL ULAMA

(LD NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA

(LD NU)

Masa Khidmat 2010-2015

Ketua

‘Wakil Ketua
‘Wakil Ketua
‘Wakil Ketua
‘Wakil Ketua
‘Wakil Ketua

Sekretaris

‘Wakil Sekretaris
‘Wakil Sekretaris
‘Wakil Sekretrais
‘Wakil Sekretaris

Bendahara

‘Wakil Bendahara
‘Wakil Bendahara

Ditetapkan di

Pada Tanggal

DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh
Rais Aam

DR. KH. Said Agqil Siroj, MA

Ketua Umum
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: Dr. KH. Zaki Mubarok
: KH. Zaki Anwar

: KH. Agus Salim

: Dr. Syamsul Ma’arif

: KH. Ibrahim Karim

: KH. Yazid Romli

: Drs. Nurul Yaqin
: Syaifullah Amin
: Dr. H. Fuad Thohari
: Drs. H. Masrukhin
: Sadullah Affandi, MA

: Drs. H. Harun Abdullah
: H. Junaidi
: Bukhori Muslim

: Jakarta
: 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 Juni 2010 M

Dr. H. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Ir. HM. Igbal Sullam
Sekretaris Jenderal



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA TA'MIR MASJID
NAHDLATUL ULAMA

(LTM NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA TAMIR MASJID NAHDLATUL ULAMA
(LTMNU)
Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : KH. Abdul Manan A. Ghani
Wakil Ketua : H. Mansyur Syairozi, SE
Wakil Ketua : Khoirul Huda Basyir, Lc
Wakil Ketua : Muhlas Syarkun, MA.
Wakil Ketua : KH. Ahmad Fathoni
Sekretaris : Ibnu Hazen
Wakil Sekretaris : Nur Ahmad Satria
Wiakil Sekretaris : Syamsul Huda
Wiakil Sekretaris : Jalaluddin F. Hasyim
Bendahara : Ir. Hari Yudiarto
‘Wakil Bendahara : H. Maman Abdurrahman, MM
‘Wakil Bendahara : Iis Mazhuri, SE, Ak, M.Si
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H
1 Juni 2010 M

DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.I1.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LAJNAH TALIF WAN NASYR
NAHDLATUL ULAMA

(LTN NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA TALIF WAN NASYR NAHDILATUL ULAMA
(LTN NU)

Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : H. M. Sulton Fatoni, M.Si
Wakil Ketua : Makruf Asrori
Wakil Ketua : Adnan Anwar,
Wakil Ketua : Drs. Zaini Rahman
Wakil Ketua : A. Khoirul Anam
Wakil Ketua : Anis Ilahi
Sekretaris : Ulil Hadrawi, M.Si
‘Wakil Sekretris : H. Makhrus Ali, SSHum
Wakil Sekretaris : Agus Susanto
Wakil Sekretaris : Ali Zawawi, SQ_
Bendahara : Muhammad S.Pd
Wakil Bendahara :Ir. Asmu’i
Wakil Bendahara : Dawam Sukardi
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 Juni 2010 M

DR. KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA KAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA
NAHDLATUL ULAMA

(LAKPESDAM NU)
Masa Khidmat 2010-2015



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA NAHDLATUL ULAMA
(LAKPESDAM NU)
Masa Khidmat 2010-2015

Ketua : Yahya Maksum
Wakil Ketua : Marzuki Wahid, MA
Wakil Ketua : Felix Wanggay
Wakil Ketua : Ahmad Baso
Wakil Ketua : Muntajid Billah
Wakil Ketua : Prof. Dr. Mas'ud Said
Wakil Ketua : Drs. Ahmad Suaedi, MA
Sekretaris : Lilis Nurul Husna
Wakil Sekretaris : Hamami Zada, MA.
Wakil Sekretaris : Toni Pangcu
Bendahara : Ahmad Miftah
Wakil Bendahara : Eko Agus Priono
Wakil Bendahara : Munif Attamimi
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 Juni 2010 M
DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA KESEHATAN
NAHDLATUL ULAMA

(LK NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA KESEHATAN NAHDLATUL ULAMA
(LKNU)
Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : Dr. dr. Imam Rasyidi, Sp.OG (k) OnK
Wakil Ketua : dr. Hj. Wan Nedra Kommaruddin, Sp.A
Wakil Ketua : dr. Amir Fauzi, MARS
Wakil Ketua : dr. HM. Zulfikar As’ad, MMR
Wakil Ketua : dr. H. Sibro Malisy
Wakil Ketua : dr. Citra Fitri Agustina
Wakil Ketua : Drs. H. Hisyam Said Budairi, MSc
Sekretaris : Dra. Anggia Ermarini, MPd
‘Wakil Sekretaris : dr. Andi Alfian Zainuddin, MPh
‘Wakil Sekretaris : dr. Hanibal Hamidi
‘Wakil Sekretaris : Dra. Fadilah Ahmad, MA
‘Wakil Sekretaris : dr. Mustafid Dahlan
Bendahara : Drs. Altofurrahman
‘Wakil Bendahara :dr. H. Makki Zamzami
‘Wakil Bendahara : drg. Hj. Fauziah Dahlan, MPh
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H
1 Juni 2010 M

DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.I1.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT
NAHDLATUL ULAMA

(LAZ NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT NAHDLATUL ULAMA
(LAZ NU)

Masa Khidmat 2010-2015

Ketua : KH. Masyhuri Malik
Wakil Ketua : Drs. Fathan Subchi
Wakil Ketua : KH. Imam Yahya Abd. Malik
Wakil Ketua : Muharrom, Lc
Sekretaris : Muhammad Zuhdi, MA
‘Wakil Sekretaris : M. Sodiq Nur
‘Wakil Sekretaris : Drs. H. Amir Makruf, MA
Wakil Sekretaris : Drs. Joko Krismiyanto, MM
Bendahara : Agus Salim Thoyib
‘Wakil Bendahara : Drs. Gunawan
‘Wakil bendahara : Dra. Nurmilla Hayat.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 Juni 2010 M
DR. KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.I1.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA WAQAF DAN PERTANAHAN
NAHDLATUL ULAMA

(WP NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA WAQAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA

(LWP NU)

Masa Khidmat 2010-2015

Ketua

Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

‘Wakil Sekretaris
‘Wakil Sekretaris
‘Wakil Sekretaris

Bendahara

Wakil Bendahara
Wakil Bendahara

Ditetapkan di

Pada Tanggal

DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh
Rais Aam

DR. KH. Said Aqil Siroj, MA

Ketua Umum
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: Ahmad Fayumi, MA

: Munyati Sullam, MN, SH, MA.
: Mohammad Tohir, SQ_

: H. Hayyin Muhdlor, Lc.

: H. Faza Wirda

: H. Iis Abdul Haris

: Muhammad Arwani MA
: Dipo Nusantara, SH

: Yanuar Bagdja
: Muhammad Luthfi
: Agus Setiawan Ak., MH

: Jakarta
: 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 Juni 2010 M

Dr. H. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Ir. HM. Igbal Sullam
Sekretaris Jenderal



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA

(LBM NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA BAHTSUL MASATL NAHDLATUL ULAMA
(LBM NU)
Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : KH. Zulfa Musthofa
Wakil Ketua : KH. Arwani Faishal
Wakil Ketua : Dr. KH. Yasin Asmuni
‘Wakil Ketua : Drs. H. Hasanuddin Imam, M. A.
Wakil Ketua : Drs. Najib Hasan
Wakil Ketua : H. Cholil Nafis, Lc, MA
Sekretaris : KH. Drs. Miftahul Falah
Wakil Sekretaris : Dr. Dedi Wahyuddin
‘Wakil Sekretaris : Muhammad Harfin Zuhdi, M. A.
Wakil Sekretaris : KH. Drs. Fathoni Muhyi
Wakil Sekretaris : Nasrullah Jasam, MA
Bendahara : H. Ali Mubarok, SE, MBA.
‘Wakil Bendahara : H. Ahmad Fathir Hambali, M.A.
‘Wakil Bendahara : H. Imam Maliki
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H

1 juni 2010 M

DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam

DR. KH. Said Agqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam

Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA

(LBH NU)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA
(LBHNU)
Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : H. Andi Najmi Fu’ady, SH
Wakil Ketua : Abu Bakar Matdoan, SH
Wakil Ketua : H. Imam Anshory Sholeh, SH
Wakil Ketua : Fadhlan Syah Lubis, SH
Wakil Ketua : Robikin Emhas, SH
Wakil Ketua : Imam Sukri, SH MH
Wakil Ketua : Rofiqul Umam, SH, MH
Sekretaris : Ahmad Rifai, SH
‘Wakil Sekretaris : Syahrul Arubusman, SH
‘Wakil Sekretaris : Furqoni, SH.
Bendahara : Zainul Mujahidin Syaichu
‘Wakil Bendahara : Muhajirin Tohir
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H
1 Juni 2010 M
DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.I1.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LAJNAH FALAKIYAH
NAHDLATUL ULAMA

(LF NU)
Masa Khidmat 2010-2015



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LAJNAH FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA
(LFNU)
Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : KH. A. Ghozalie Masroeri
Wakil Ketua : KH. Sirril Wafa, MA
Wakil Ketua : KH. Muhyiddin Khozin, MA
Wakil Ketua : KH. Salam Nawawi, MA
Wakil Ketua : KH. Slamet Hambali, MA
Wakil Ketua : KH. Imron Ismail
Wakil Ketua : Hendro Setyanto, M.Si
Sekretaris : Nahari Muslih, SH
Wakil Sekretaris : Drs. Mahrus Mahfudz
Bendahara : Ahmad Qorob, S.Pd
Wakil Bendahara : Moh. Soleh, S.Ag.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H
1 Juni 2010 M
DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA SENIMAN BUDAYAWAN
MUSLIMIN INDONESIA

(LESBUMI)
Masa Khidmat 2010-2015
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA SENIMAN BUDAYAWAN MUSLIMIN INDONESIA
(LESBUMI)
Masa Khidmat 2010-2015
Ketua : Dr. Al-Zastrow Ngatawi
Wakil Ketua : Alex Komang
Wiakil Ketua : Agus Sunyoto
Wakil Ketua : M. Jadul Maula
Wakil Ketua : Asep Zam Zam Nur
Wakil Ketua : Inayah Wulandari
Wakil Ketua : Habiburrahman Syairozi
Wakil Ketua : Ki Entus Suswono
Sekretaris : Ir. Suwadi D. Pranoto
Wakil Sekretaris : H. Diyen Hasanuddin
Wakil Sekretaris : Dienaldo
Bendahara : Baihagi Saifuddin
‘Wakil Bendahara : Ray Sahetapi
‘Wakil Bendahara : Hesti Prabowo
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H
1 Juni 2010 M

DR. KH. M. A. Sahal Mahfudh Dr. H. Malik Madaniy, MA
Rais Aam Katib Aam
DR. KH. Said Aqil Siroj, MA Ir. HM. Igbal Sullam
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

LAMPIRAN SK PBNU Nomor: /A.11.04/6/2010

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LAJNAH PENDIDIKAN TINGGI
NAHDLATUL ULAMA

(LPT NU)
Masa Khidmat 2010-2015

185



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

SUSUNAN PENGURUS PUSAT
LAJNAH PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA

(LPTNU)

Masa Khidmat 2010-2015

Ketua

Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris

Bendahara
‘Wakil Bendahara
‘Wakil Bendahara

Ditetapkan di
Pada Tanggal

DR.KH. M. A. Sahal Mahfudh
Rais Aam

DR. KH. Said Aqil Siroj, MA

Ketua Umum

: Dr. H. Noor Achmad, MA

: Drs. Didin Wahidin, M.Pd

: Drs. Arwani Amin, MA

: Drs. Muntaha Azhari, MA

: Dr. Masykuri Bakri, MA

: Drs. H. Afif Hasbullah, MA

: Dr. Ir. Hj. Majdah M. Zain, M.Si
: Dr. Syaerozi, MA

: Prof. Dr. Mahmuhtarom, SH, MH
: Drs. H. Mustagim, MA

: Dr. Ainurrofiq Dawam, MA

: Drs. H. Aceng Abdul Aziz, M.Pd

: Dr. Muhammad Zain

: Drs. Sukawi, MA

: Husen Saiful Insan, M.MPd
: Dr. H.Mudzakir Ali, MA

: Dra. Ida Nur Qosim, M.Ag
: Drs. Nurul Huda, M.Ag
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KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : VVMNU-32/111/2010
TENTANG
BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQIIYAH
NAHDLATUL ULAMA

asa ) Craal) Y .

MUKTAMAR Ke-32 NAHDLATUL ULAMA
Menimbang :

Mengingat:

a.

a.

Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam
organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah
yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam
yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu
madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan
tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi
kesejahteraan umat;

Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah
Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan,
social, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang
yang mengarah kepada terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara
terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas
dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang
menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu
madzhab empat;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b
tersebut di atas Muktamar Ke 32 perlu menetapkan Hasil Bahtsul
Masail Diniyyah Maudlu’iyyah;

Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/
MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/
MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul
Ulama 1926;

b. Keputusan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Nomor : I/MNU-32/
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I11/2010 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar
Ke 32 Pasal 13 ayat (3) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul

Ulama
Memperhatikan:

a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada
pembukaan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tanggal tanggal 7
R.Akhir 1431 H/ 23 Maret 2010 M,;

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Wagiiyah yang
disampaikan pada Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32 Nahdlatul
Ulama pada tanggal 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M;

c. Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama pada
tanggal 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT :

Menetapkan:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSANMUKTAMARKE32NAHDLATUL
ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL
DINIYYAH WAQIIYAH;

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud
oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil
Bahtsul Masail Diniyyah Wagqiiyah sebagai pedoman
dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang
menganut faham Ahlussunnah wal jamaah menurut
salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan
masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi
kesejahteraan umat;

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul
Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail
Diniyyah Wagqiiyah ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
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Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makssar
Pada tanggal : 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO VII

Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah
Ketua Sekretaris
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KEPUTUSAN
KOMISI BAHSUL MASAIL DINIYAH WAQI'TYYAH
MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXXII 2010
23 SAMPAI 27 MARET 2010

L. Transaksi Via Alat Elektronik

Kemajuan teknologi dan Informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan
umat manusia lebih mudah sehingga merubah pola sinteraksi antar anggota ma-
syarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat
melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil mapun besar, yaitu
perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elek-
tronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilaH Electronic Commerce,
umumnya disingkat E-Commerce.

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui
sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan
melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faksimili,
telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan
media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (ba’i),
seperti shighat, ijab-qabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hu-
kum. Bahkan dalam hal transaksi elektronikal ini belum diketahui tingkat ke-
amanan proses transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan
ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang telah ada yang
menggunakan fasilitas telepon atau Cybernet, seperti yang terjadi di Arab Saudi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau

Cybernet dalam akad jual beli dan akad nikah?

2. Sahkah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis ter-
pisah?

3. Bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari
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calon pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) ke-
pada seseorang yang hadir di majlis tersebut?

Jawaban:

1.

Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi
kedua belah pihak sudah melihat memenuhi mabi’ (barang yang diperjual-
belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi
syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.

Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah,
karena: (a) kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelak-
sanaan akad; (b) saksi tidak hadir di majlis akad; (c) di dalam akad nikah
disyaratkan lafal yang sharih (jelas) sedangkan akad melalui alat elektronik
tergolong kinayah (samar).

Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah, sedangkan
pelaksanaan akad nikah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang be-
rada di majlis terpisah di majlis terpisah tidak sah.

Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon
pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa hukum) kepada ses-
eorang yang hadir di majlis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan
sesuai dengan nafs al-amri (sesuai dengan kenyataan).

Pengambilan dalil dari:
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I1.Sistem Bagi Hasil pada Perbankan Syari’ah

Indonesia telah menetapkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankkan Syariah yang mengatur tentang legalitas perbankkan Syariah. Ciri
utama Perbankkan Syariah adalah berdasarkan bagi hasil antara pemilik harta
sebagai shahib al-mal atau nasabah dan pihak bank sebagai pengelola atau mud-
larib. Dengan kesepakatan nisbah (prosentase bagi hasil) sesuai kesepakatan para
pihak. Dalam kesepakatannya, biasanya antara 70 % banding 30 %, 65 % banding
35 % atau 60 % banding 40 %.

Ironisnya, pembagian bagi hasil itu selalu stabil dan di bawah prosentasi bunga
bank konvensional. Antar satu bank dengan bank lainnya meskipun sama dalam
memberikan nisbah-nya tetapi dalam praktiknya hasilnya berbeda. Menurut
praktiknya, sistem audit, administrasi, dan penghitungannya masing-masing Per-
bankkan Syariah berbeda.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum penghitungan dan pembagian keuntungan bagi hasil per-
bankan yang tidak diketahui oleh pihak nasabah padahal dalam akad telah
disebutkan nisbah-nya?

2. Bagaimana hukumnya, jika penghitungan atau audit keuangannya tidak
menggunakan sistem yang islami?

Jawaban:

1. Hukum penghitungan dan pembagian keuntungan bagi hasil perbankan ber-
dasarkan prosentase nisbah tanpa sepengetahuan pihak nasabah tidak sah.
Sedangkan akad mudharabah-nya tetap sah.

2. Hukum penghitungan atau audit keuangan yang tidak menggunakan sistem
Islami tidak sah.

Pengambilan Dalil dari kitab:.
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ITI1.Hukum Sadap Telephon

Akhir-akhir ini telah marak di masyarakat komunikasi menggunakan telephon,
sehingga memudahkan untuk melakukan pembicaraan antar pihak. Pada saat
yang sama melalui telephon dapat mengintip pembicaraan orang lain lain, baik
melalui rekaman maupun secara langsung disadap. Penyadapan dapat dilakukan
oleh siapapun dengan mudah, mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat
yang super canggih. Yang marak di negeri kita adalah sadap yang dilakukan oleh
para penegak hukum, seperti Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) untuk sarana
penegakan hukum. Penyadapan adalah mengintip dan mengintai pembicaraan
orang lain melalui telephon untuk mengetahui isi pembicaraan orang lain yang
dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik maupun untuk tujuan jahat.

Pertanyaannya:
1. Bagaimana hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang
lain melalui sadap telephon?

2. Sahkah saksi atas perbuatan dengan cara memutar rekaman telephon yang

disadap?

Jawaban:

1. Hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui
sadap telephon pada dasarnya haram, karena termasuk tajassus (mencari-cari
kesalahan orang), kecuali untuk kepentingan pelaksanaan amar ma’ruf nahi
munkar dan ada gholabatuzh zhan (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksi-
atan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain.

2. Tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti hukum), tetapi sah sebatas untuk
bukti pendukung.

Pengambilan dalil dari kitab:
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IV.Mengakhirkan Penguburan Jenazah / Mayyit

Pengurusan jenazah hukumnya Fardhu Kifayah, dan anjuran Rasulullah saw dalam
hal ini adalah disegerakan. Namun kadangkala pada praktiknya muncul beberapa
masalah karena berkenaan dengan kepentingan studi, penyelidikan hukum atau
adat. Seperti penyelidikan terhadap pembunuhan, pelatihan medis untuk operasi
bedah dan di beberapa daerah kota Bandung dengan mengakhirkan pemandian
jenazah dikarenakan takut munculnya hadats dan najis berkali-kali. Program ke-
dokteran sedang berencana melakukan pengawetan jenazah untuk kepentingan
studi, di mana pihat calon mayyit telah berwasiat dan disetujui oleh keluarganya
untuk menjadi bahan latihan tenaga medis. Kemudian setelah meninggal dunia
jenazahnya tersebut diawetkan dalam batas waktu tertentu untuk bahan latihan
para calon dokter. Setelah digunakan untuk latihan, kemudian mayyit tersebut
dirapikan kembali dan dilakukan prosesi penguburan jenazah sebagaimana mes-
tinya menurut ajaran Islam. Dengan deminkian, otomatis hal ini menimbulkan
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masalah tertundanya penguburan mayyit, baik karena otpsi, pengawetan mayyit
atau karena ikut adat setempat.

Pertanyaan:

1.

Bagaimanakah hukum mengakhirkan penguburan jenazah, baik karena tu-
juan otopsi, studi dan mensucikan jenazah?

Bolehkan membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan
studi?

Berapa lama batas mengakhirkan penguburan jenazah?

Jawaban:

1.

Mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak diperbolehkan kecu-
ali; (a) untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut dok-
ter harus ditangani secara khusus; (b) untuk dilakukan otopsi dalam rangka
penegakan hukum; (c) untuk menunggu kedatangan wali jenazah dan atau
menunggu terpenuhinya empat puluh orang yang akan menshalati dengan
segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah. Adapun
mengakhirkan penguburan jenazah untuk keperluan studi hanya boleh di-
lakukan pada jenazah kafir harbi, orang murtad dan zindik.

Membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan studi dibole-
hkan dalam kondisi darurat atau hajat.

Batas mengakhirkan penguburan jenazah adalah sampai khaufut taghayur
(jenazah berubah) atau sampai selesainya kebutuhan di atas.

Pengambilan Dalil dari kitab:
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V.Mencampurkan Jenazah Muslim dan Non-Muslim dalam Satu Kuburan
atau Satu Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Konsekuensi logis dari semakin banyaknya populasi penduduk adalah sempit-
nya lahan tanah, terutama di kota-kota besar, sehingga sulit menemukan banyak
lahan kosong untuk menjadi tempat pemakaman umum. Dampaknya, muncul
fenomena di mana tanah yang dikhususkan untuk kuburan semakin sulit dan
sempit. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah / kota mengalokasikan
sebidang tanah khusus untuk kuburan atau yang disebut TPU (Tempat Pemaka-
man Umum). Di TPU ini sering terjadi penguburun suatu jenazah di tempat jen-
azah lainnya yang sudah lama dikuburkan, sehingga terjadi penumpukan jenazah
baru dengan jenazah yang lama yang sudah hancur dalam satu lobang kuburan,
baik antara sesama muslim maupun antara jenazah muslim dengan non muslim
di satu tempat.

Pertanyaan:
1. Bagaimanakah hukum mencampurkan jenazah baru dengan yang yang sudah

hancur dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim atau dengan non-
Muslim?

2. Bagaimana hukum mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non
muslim dalam satu area Tempat Pemakaman Umum?
3. Apa dlawibith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul satu lobang?

Jawaban:
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Mencampurkan jenazah baru dengan yang sudah hancur (tulang-tulangnya)
dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim atau dengan non-muslim
hukumnya tafshil; (1) jika yang dikubur sesama muslim atau yang lama non
muslim sedang yang baru muslim hukumnya boleh; (2) jika yang lama mus-
lim dan yang baru non muslim hukumnya tidak boleh kecuali dlorurat; (3)
jika masih ada tulang-belulangnya hukumnya tidak boleh kecuali penggalian
tanah sudah mencapai batas layak untuk mengubur.

Mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non muslim dalam satu
area Tempat Pemakaman Umum tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan
darurat.

Batasan berkumpul adalah sekiranya ada dua jenazah atau lebih dalam satu

liang yang tanpa hajiz (batasan pemisah yang layak), seperti dinding, papan,
tanah dan lain-lain.

Pengambilan dalil dari kitab:
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VI. Pencurian Ikan di Laut

Acapkali kita mendengar banyak pencurian kekayaan laut Indonesia oleh nelayan
luar negeri, misalnya ikan yang dicuri oleh nelayan asing di tempat dekat perba-
tasan. Bahkan nelayan kita mencuri ikan di laut negara tetangga Indonesia.

Pertanyaan:
1. Apakah hal ini disebut pencurian sebagaimana definisi sariqah?

2. Apakah hukum batas negara menjadi hukum dalam ketentuan hak milik?
3. Bagaimana status hukum ikan curian tersebut?

Jawaban:
1. Pencurian itu tidak termasuk sariqah syar’an (pencurian menurut syariah),
tetapi hukumnya haram karena melanggar kesepakatan antar negara.

2. DBatas negara tidak dapat menjadi ketentuan hukum kepemilikan, tetapi dapat
menjadi ketentuan hukum dalam hak kekuasaan negara.

3. Ikan tersebut boleh dirampas oleh negara sebagai ta’zir mal (dalam konteks
kekuasaan negara).
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Pengambilan dalil dari kitab:
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VII. Batas Usia Minim Pria dan Wanita untuk Menikah

Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kecil yang masih berumur
10 tahun dan masih duduk di bangku kelas IV SD, dikawinkan dengan anak
perempuan yang masih kecil pula secara agama (syar’1), tetapi tidak didaftarkan
ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung (mengikat) agar
kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut Kawin Gantung.
Perkawinan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah).
Kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi pengantin dalam walimah.

Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara langsung den-
gan ijab dan qgabul yang diucapkan pengantin pria kecil didampingi pengantin
perempuan kecil, ada pula yang ijab dan qabul-nya diwakilkan kepada pria de-
wasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin dilarang berkumpul hingga
menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk
sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memilki kesiapan be-
rumahtangga maka mereka dinikahkan kembali (tajdidun nikah) dengan didaft-
arkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dalam UU Perkawinan dan UU
Perlindungan Anak, anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh dikawinkan. Dan
pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi pidana.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?

2. Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita?

3. Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagimana nikah pada um-
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umnya, seperti kewajiban nafakah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, ha-
lalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan sebagainya?

4. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidun ni-
kah)?

Jawaban:

1. Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat maslahah dan ijab qabul dilaku-
kan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya.

2. Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan
tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh.

3. Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada um-
umnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian natkah menurut sebagian
ulama. Sedangkan bersetubuh menunggu sampai kuat disetubuhi.

4. Hukum tajdidun nikah adalah boleh, akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili

tajdidun nikah dihukumi sebagai ikrar bith thalaq (pengakuan cerai), wajib
membayar mahar lagi dan mengurangi adaduth thalaq (bilangan talak).

Pengambilan dalil dari kitab:
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VIII. Pernyataan Sighat Taklik Talak

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI dan tertera dalam buku nikah bah-
wa bagi pelaksanaan akad nikah dilakukan pembacaan Sighat Taklik Talak dan
menandatanganinya. Dalam praktiknya, adakalanya penghulu dan pihak mempe-
lai pria sepakat untuk membacanya lalu menandatanganinya setelah pelaksanaan
akad nikah, dan ada pula praktiknya yang tidak membaca Sighat Taklik itu tetapi
dengan pernyataam yang ditandatangani oleh mempelai laki-laki bahwa ia telah

membacanya.



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

Pertanyaan:

1.

Apakah Sighat Taklik Talak yang tidak dibacakan tetapi dengan pernyataan
yang ditandatangani itu otomatis terjadi sesuai dengan isinya, dan dikenai

sangsi jika melanggar Takliknya?

Bagaimana hukum meninggalkan membaca atau menandatangani Sighat

Taklik yang merupakan perintah Ulil Amr?

Jawaban:
1. Tidak terjadi ta’liquth thalaq dan tidak dikenai sanksi.

2. Boleh meninggalkan membaca atau menandatangi Sighat Taklik.

Pengambilan dalil dari kitab:
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KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : VVMNU-32/111/2010
TENTANG
BAHTSUL MASAIL DINIYYAH MAUDLUTYYAH
NAHDLATUL ULAMA

sl Ganll Al aney

MUKTAMAR Ke 32 NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

a.

Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam
organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah
yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam
yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu
madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan
tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi
kesejahteraan umat;

Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah
Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan,
social, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang
yang mengarah kepada terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara
terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas
dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang
menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu
madzhab empat;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b
tersebut di atas Muktamar Ke 32 perlu menetapkan Hasil Bahtsul
Masail Diniyyah Maudlu’iyyah;

Mengingat

a.

Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/
MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/
MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul
Ulama 1926;

b. Keputusan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Nomor : I/MNU-32/
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I11/2010 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar
Ke 32 Pasal 13 ayat (3) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul

Ulama
Memperhatikan

a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada
pembukaan Muktamarke 32 Nahdlatul Ulama tanggal tanggal 7
R.Akhir 1431 H/ 23 Maret 2010 M,;

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Maudluiyah yang
disampaikan pada Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32 Nahdlatul
Ulama pada tanggal 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M;

c. Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama pada
tanggal 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT :

Menetapkan :

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSANMUKTAMARXXXINAHDLATUL
ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL
DINIYYAH MAUDLUTYYAH;

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud
oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-
hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudlu’iyyah sebagai
pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran
Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal jamaah
menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan
tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan
demi kesejahteraan umat;

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul
Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail
Diniyyah Maudlu’iyyah ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
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Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makssar
Pada tanggal : 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO VII

Ttd,- Ttd,-
Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah
Ketua Sekretaris
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KOMISI
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-MAUDLUTYYAH
MUKTAMAR KE-32 NAHDLATUL ‘ULAMA’

DI ASRAMA HAJI SUDIANG, MAKASSAR
TANGGAL, 06 - 13 RABI'UL AKHIR 1431 H./ 22 -29 MARET 2010 M.

sl Ganll Al any

1. FORMAT PENETAPAN BAHTSUL MASAIL
Deskripsi Masalah

Itsbatul ahkam dalam NU selama ini tidak dimaksudkan sebagai aktifitas mene-
tapkan hukum yang secara langsung bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits,
karena yang bisa melakukan hal ini adalah ulama yang masuk kategori mujta-
hid. Itsbatul ahkam dalam konteks ini dimaksudkan sebagai penetapan hukum
dengan cara men-tathbiq-kan (mencocokkan / menerapkan) secara tepat dan
dinamis dari qaul dan ’ibarah terutama dalam kutub mu’tamadah di lingkungan
madzhab Imam Syaft’i.

Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, Ulama NU merumuskan
perkembangan penting dari sistem itsbatul ahkam. Ketika itu mulai diintrodusir
ijtihad manhaji meskipun belum sepenuhnya mampu diaplikasikan dalam bahtsul
masail. Dalam Munas tersebut dirumuskan prosedur dan langkah-langkah pene-
tapan hukum.

Dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo ada perkembangan baru, yaitu
sejumlah ayat al-Quran dan al-Hadits dicantumkan dalam setiap jawaban perso-
alan hasil bahtsul masail. Tradisi demikian, nyaris tidak pernah dilakukan dalam
bahtsul masail NU sebelumnya.

Di samping itu, dalam Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006, Ulama NU
membuat pengelompokan kutub mu’tamadah di semua madzhab empat (Hanafi,

Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

Pertanyaan :
1. Apakah perlu mencantumkan ayat al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara’
lainnya dalam jawaban bahtsul masail NU?

2. Jika memang diperlukan mencantumkan ayat al-Quran, al-Hadits dan dalil-
dalil syara’ lainnya, bagaimana formatnya? Apakah menggunakan urutan ses-
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uai dengan tingkat kekuataannya, yaitu al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil
syara’ lainnya kemudian aqwalul ulama, ataukah aqwalul ulama baru kemu-
dian ayat al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara’ lainnya?

Sejauh mana muqaranatul madzahib diperlukan dalam bahtsul masail NU
dengan menggunakan kutub mu’tamadah yang telah dirumuskan dalam Mu-

nas Alim Ulama NU di Surabaya?

Jawaban:

1.

Pencantuman ayat al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara’lainnya diperlu-
kan dalam setiap jawaban, karena pada hakikatnya setiap hukum pasti ber-
dasarkan al-Qur’an, al-Hadits dan dalil-dalil syara’lainnya, dengan ketentuan
bahwa ayat al-Qur’an, al-Hadits dan dalil-dalil syara’lainnya tersebut meru-
pakan bagian dari pendapat Ulama yang terdapat dalam kutub mu’tamadah.
Hal ini karena Ulama NU menyadari, bahwa yang mampu berijtihad lang-
sung dari al-Qur’an, al-Hadits dan dalil-dalil syara’ lainnya adalah para muj-
tahid, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab, di antaranya Tarsyihul Mus-
tafidin.

Aqwalul ulama didahulukan, baru kemudian dilengkapi dengan ayat al-
Qur’an beserta tafsirnya, al-Hadits beserta syarahnya, dan dalil-dalil syara’
lainnya karena al-Qur’an, al-Hadits dan dalil-dalil syara’ lainnya dalam pan-
dangan Ulama NU tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri, tetapi meru-

pakan bagian dari ijtihad ulama.

Mugqaranatul madzahib dalam madzhab empat diperlukan untuk memperoleh
pendapat yang ansab (lebih sesuai) dengan tetap berpegang pada prinsip psc
oas )l g5 (tidak ada maksud mencari kemudahan) sejalan dengan AD NU
tentang prinsip bermadzhab.

2. DLAWABITHUL MASJID
Deskripsi Masalah

Secara etimologi, masjid berarti tempat sujud. Selain masjid, ada istilah lain;
mushalla, langgar, surau, dan sebagainya, yang digunakan untuk arti yang sama,
yakni tempat untuk sholat yang identik dengan sujud.

Terminologi masjid inipun di daerah tertentu memiliki banyak sebutan, misal-
nya: masjid biasa (la tugamu fihil jumu’ah), masjid jami’ (tuqamu fihil jumu’ah),
masjid raya, masjid agung, dan sebagainya.
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Meningkatnya ghirah umat Islam untuk menjalankan ibadah, melahirkan sebuah
tempat yang asalnya aula, lapangan, atau tempat parkir menjadi tempat untuk
sholat —bahkan juga untuk sholat jum’at—. Belum lagi banyaknya perkantoran,
hotel, mall, stasiun, terminal yang mendirikan tempat ibadah yang difungsikan
sebagai masjid, misalnya untuk jum’atan, i'tikaf, dan sebagainya.

Bahkan sekarang ini, dengan jumlah jama’ah yang makin banyak, jarak antara
satu masjid dengan masjid lainnya terlalu dekat dan tidak memenuhi persyaratan
jarak minimal antara dua masjid sebagaimana disyaratkan oleh sebagian imam

madzhab.

Pertanyaan :

1. Apa kriteria suatu tempat dapat disebut masjid, sehingga tempat itu memiliki
kekhususan, misalnya untuk melakukan i’tikaf, dianjurkannya tahiyatul mas-
jid, dan larangan orang berhadats besar berdiam di dalamnya?

2. Apakah shalat tahiyyatul masjid berlaku bagi musholla, langgar, dan surau ?

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap persyaratan pendirian masjid terkait
dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8, tahun 2006,
di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah harus ada 90
orang jama’ah?

Jawaban :
1. Masjid adalah sebuah tanah dan atau bangunan yang diwakafkan sebagai

masjid, bukan untuk yang lain seperti madrasah atau ribath (pesantren).

2. Mushala, surau atau langgar yang digunakan untuk shalat lima waktu tidak
sertamerta disebut sebagai masjid sepanjang tidak diwakatkan untuk masjid.
Konsekwensinya maka tidak dianjurkan shalat tahiyyatul masjid, i’tikaf, dan
tidak haram orang yang junub atau haidl berdiam di dalamnya.

3. Peraturan tersebut dapat dibenarkan dan wajib ditaati apabila mengandung
kemaslahatan, karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur pemban-
gunan masjid sebagaimana juga pemerintah memiliki kewenangan yang sama
dalam mengatur pembangunan tempat ibadah agama lain.
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3. DLAWABITH ITTIHADIL MAJLIS
Deskripsi Masalah

Secara umunm, istilah I##ihadul Majlis berarti kesatuan tempat, dan itu besar sekali
pengaruhnya terhadap akad / transaksi jual beli dan nikah dalam sisi ijab kabul.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, konsep iztihadul majlis dalam
jual beli mengalami pergeseran, banyak terjadi akad jual beli tidak dalam satu
tempat, seperti jual beli ekspor / impor dengan menggunakan media telekomuni-
kasi modern, misalnya, via zeleconference, telepon, faksimil, e-mail, layanan pesan

singkat (SMS). Begitu juga dalam akad munakahah, menggunakan media seperti
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yang telah disebutkan.
Pada prinsipnya, setiap akad harus jelas ijab dan kabulnya, dan media komunikasi
modern ternyata mampu memberikan jaminan kejelasan antara ijab dan kabul.

Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan Islam tentang akad bai’ dan akad munakahat dengan
menggunakan media telekomunikasi modern, misalnya, teleconference, tele-
pon, surat elektronik (e-mail), layanan pesan singkat (SMS) maupun faksi-
mili?

2. Apa batasan (dhawabith) itthadil majlis, apakah satu tempat, satu waktu, atau
satu session?

3. Kapan muta’aqidain (kedua pihak yang bertransaksi) dikatakan berpisah, se-
hingga gugur hak khiyarul majlis ?

Jawaban :

1. Akad jual beli dengan cara tersebut di atas dianggap fi hukmi ittihadil ma-
jlis sehingga akad jual belinya sah karena masing-masing mutabayiain sal-
ing mengetahui serta mengetahui obyeknya (al-mabi’) sehingga tidak terjadi
gharar, dengan begitu akan terealisasi ijab dan qobul yang taradlin. Semen-
tara itu untuk akad munakahat, ketentuan di atas tidak berlaku.

2. Ittihadul Majlis bisa bermakna ittihad al-zaman (satu waktu), ittihad al-
makan (satu lokasi), dan ittihad al-haiah (satu posisi). Perbedaan tempat yang
disatukan dengan media komunikasi modern, membuat dua tempat yang
berjauhan itu bisa dianggap menyatu (ta’addud al-makan fi manzilat ittihad
al-makan).

3. Ittihadul majlis dianggap berakhir apabila:
a.  Alat komunikasi yang menghubungkan muta’aqidain berakhir.

b. Berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) dianggap berakhir, misalnya pem-

bicaraan beralih ke persoalan lain.
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4. DLAWABITHUL KUFR
Deskripsi Masalah

Dewasa ini aksi pengkufuran terhadap kelompok atau golongan yang berbeda
penafsiran terhadap ajaran agama semakin merebak. Padahal sebagaimana kita
ketahui bahwa menuduh orang lain Zufr berarti konsekuensinya menghalalkan
harta benda dan darahnya.

Oleh karenanya, mengkufrkan pada sesama muslim hanya karena faham dan
penafsiran terhadap ajaran Islam, apalagi ajaran yang multi interpretasi perlu di-
hindari.

Berkaitan dengan istilah 4uf7 ini, terdapat juga istilah 4id’ab yang dianggap sesat
dan memiliki konsekuensi seperti ufr, berdasarkan hadits: “4ullu bid’atin dlolila-
tun wa kullu dlolélatin finndr”, Hadits ini juga dipakai sebagai dasar untuk me-
legitimasi tindakan orang-orang yang meng-4ufr-kan atau mem-4id’ah-kan siapa
saja yang tidak sejalan dengan pemahamannya.

Pertanyaan :
1. Bagaimana pengertian kufr dan klasifikasinya?

2. Apa saja ukuran seseorang dikatakan kafir?
3. Apa saja kriteria bid’ah, dan apakah bid’ah identik dengan kufr ?

Jawaban :
1. Pengertian Kufr

Secara etimologi, a/-kufr berarti as-satr wa ath-taghthiyah (tutup). Malam
disebut juga dengan 4ufr (yang menutupi), karena dengan kegelapannya me-
nutupi segala sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, 4ufr berarti meng-
ingkari apa yang sudah pasti dibawa Rasulullah saw (inkaru ma ‘ulima bi adl-
dlarurah maji’u ar-rasul bihi)
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2. Pembagan Kufr
Para ulama mengklasifikasikan 4ufr menjadi empat macam:

a. Kufr Inkar, yaitu seseorang mengingkari dan tidak mengakui Allah sama
sekali, seperti kufurnya Fir'aun.

b. Kufr Juhud, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya hanya saja

lisannya tidak pernah menyatakan pengakuannya itu, seperti kufurnya
Iblis.

¢.  Kufr ’Inad, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya dan me-
nyatakan pengakuannya tersebut dengan lisannya hanya saja tidak mau
menjadikannya sebagai suatu keyakinan, seperti kufurnya Umayah bin

Abi Shalt dan Abi Thalib.

d. Kufr Nifag, yaitu seseorang mengakui dengan lidahnya hanya saja hat-
inya tidak mau mengakuinya.

e. Kufr Ni'mah

3. Ukuran seseorang dikatakan kafir adalah ingkar terhadap rukun iman, rukun
Islam dan sesuatu yang diketahui secara pasti dari Rasulullah (ma ‘ulima bidl
dlarurah maji'ur Rasul bihi)

4. Secara bahasa bid’ah adalah suatu yang baru. Sedangkan secara istilah adalah
memunculkan sesuatu yang baru sepeninggal Nabi Muhammad SAW. dalam
masalah agama setelah sempurna.

Ulama mengklasifikasikan 4id’ah menjadi dua; pertama, mahmudah (terpuji)
atau hasanah (bagus); kedua, madzmumah (tercela) atau sayyiah (jelek). Bid'ah
mahmudah atau hasanah adalah sesuatu yang baru dan sesuai al-Qur’an, as-
Sunnah, atsar shahabat, atau 7ja’ sebagai sumber syari’at Islam. Sedangkan
bid’ah madzmumah atau sayyi'ah adalah sesuatu yang baru dan tidak sesuai
dengan Syari’at Islam.

Ditinjau dari sisi hukum, bid’ah ada lima macam;

1. Wajib, seperti merumuskan dalil-dalil ‘aqli dalam bidang teologi untuk
menolak pemikiran atheisme (a/-mulabhadah) dan semacamnya;

2. Mandub/sunnah, seperti menulis karya ilmiah, membangun gedung-ge-
dung sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan sebagainya.

3. Mubah, seperti mengembangkan resep makanan, mushafahah setelah
Shalat dan sebagainya.
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4. Makrub, seperti shalat memakai pakaian yang dapat mengganggu
kekhusyu’an Shalat dan sebagainya.

5. Haram, seperti mengembangkan dan menyebarkan pemikiran yang ber-
tentangan dengan syari’at Islam, seperti pemikiran-pemikiran faham qa-

dariyyah, murji’ah, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan kekufuran, tidak semua bid’ah identik dengan kekufu-
ran. Hanya bid’ah yang bertentangan dengan dalil-dalil qath’i saja yang menye-
babkan kekufuran.
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5.RELEVANSI QONUN WADLT & HUKUM SYAR'I
Diskripsi Masalah

Sebagai orang yang beragama, tentunya kita mengakui aturan-aturan yang
ditetapkan oleh Shohibusy Syari'ah. Tetapi juga sebagai manusia yang berinteraksi
dengan sesama, disamping juga sebagai warga-negara tentunya ada aturan-aturan
yang juga mengikat kita. Aturan-aturan dibuat oleh manusia itulah yang kemu-
dian dikenal dengan istilah “hukum positit” (al-gonun al-wadl’i).

Seperti yang terjadi di negara kita, pemerintah telah memberlakukan hukum posi-
tif (al~gonun al-wadl’i) seperti diberlakukannya Undang-undang No.1 Th.1974
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Th.1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No.1 Th.1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hu-
kum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, Undang-Undang
No.41 Th.2004 Tentang Wakaf, dan Undang-Undang No.23 Th.2002 Tentang
Perlindungan Anak, dan undang-undang lainnya.

Dalam beberapa undang-undang tersebut di atas terdapat berbagai ketentuan
yang berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan hukum syari. Misalnya,
dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah apabila di-
catatkan, talak hanya didinyatakan jatuh bila diikrarkan di depan sidang penga-
dilan. Demikian pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum
Kewarisan, terdapat ketentuan mengenai anak angkat memperoleh hibah sebesar
seperempat dari jumlah harta warisan, dan lain-lainnya.

Menghadapi kenyataan ini, masyarakat Islam berada dalam keraguan untuk me-
nerima dan menerapkan berbagai ketentuan dalam gonun wadl’i yang berbeda
atau bertentangan dengan hukum syar’i.

Pertanyaan :
1. Bagaimanakah hubungan antara hukum syar’i dan gonun wadl’i ?

2. Ketentuan manakah yang harus diambil ketika terdapat perbedaan antara hu-
kum syar’i dan gonun wadl’i ?

Jawaban :
Posisi hukum positif dihadapan hukum syar’i ada beberapa kemungkinan :

1. Hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-
Qur’an secara sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan
oleh Syari’, dan itu mengimplisitkan kreasi mengatur “a/~maskut ‘anhu’ oleh
ummat Muhammad SAW, maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan
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diikuti, sesuai dengan penegasan Usman ibn Affan ra.:

2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar’,
maka dalam posisi ini harus ditolak.

3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak
bertentangan dengan hukum syar’, atau hukum positif menetapkan sesuatu
yang ditetapkan hukum syar’i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka
wajib ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila berman-
faat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak ber-
manfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati.
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6. KHITAN PEREMPUAN
Diskripsi Masalah

Dalam riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasu-
lullah SAW bersabda: “Ada lima macam yang termasuk fitrah, yaitu “khitan, men-
cukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, menggunting kumis, memotong
kuku dan mencabut bulu ketiak.”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif
yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang sepele
yang menjadi naluri kebiasaan manusia.

Dalam konteks khitan, ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan untuk berkhi-
tan, karena secara logika bisa dipahami, karena merupakan bagian dari kebersihan
(thaharah), tetapi tidak demikian bagi perempuan, banyak kalangan, terutama
tenaga medis yang melarang khitan bagi perempuan. Sementara itu sebagian ka-
langan berpendapat bahwa khitan bagi perempuan harus dilakukan, karenanya
masalah khitan bagi perempuan perlu mendapatkan kejelasan secara tuntas dan
menyeluruh

Pertanyaan:
Bagimana penjelasan khitan bagi perempuan dalam sisi:

1. Dalil-dalil masru’iyahnya.
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2. Hikmahnya.

3. Hukumnya.

4. 'Teknis dan waktu pelaksanaanya.

Jawaban :

1.

a.

Dalil-dalil yang menjadi landasan khitan bagi perempuan:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari haditsnya Usamah
RA.:

aaoal (sluall ZaySe Jall das aall) 10U ale 5 ade &) e ol
Al oy osbie O s esl o 2aE e S 3 Shalalls dalud e sl
Hadits tersebut berkwalitas hasan sebagaimana dinyatakan oleh al-Suyuthi

dalam al-Jami’ as-Shoghir, sementara al-Baihagqi, al-Dzahabi, ibn Hajar
dan al-Traqi berpendapat dlo’if.

Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah pakar hadits diantaranya Imam
al-Bukhori dan Imam Muslimn dari haditsnya Abi Hurairoh RA. dari Ra-
sulullah SAW beliau bersabda:

DALY i g ) g alasiuly EAN) — 5ykdl) (e Gued sl — e 3yldll)

caaly @lllay aplally 35 sy plasal) an & (culall ad
Setiap hadits yang diriwayatkan al-Bukhori dan Muslim atau salah satunya
dijamin shohih tanpa harus diteliti.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari haditsnya Umi Athiyah Al-
Anshoriyah yang menyampaikan:

u;cm\‘;m‘fm@dmmuu ~ *gab,a\u\cw@\ﬂme\u;
J}\J }.1\ ab)(da_\“ ‘_,,J\ k_\;bo).oﬂuin;\ Sl ulﬂé@_\-\\)) ;"U

).u.u.\” t.Lasj\‘L\.u d.\ﬁ (é@-&.\‘}b GA.u\) );\ M\j)@&\; Jﬂ}» @Un;l\ dlﬁ
dmhm Y} c\}\j\uaa_!‘sa_ks\ LE\ M_tﬂ AJ:JL\A“J d@_\l\ 4.\...»} MA_UX\ el.u\_‘
eilly ol 8 Al ey cmial) & Al Y tolina ((Sei) 4l
Al ahall glia ) 321 WLasYly il

Hadits tersebut dloif sebagaimana dikatakan Abu Dawud, tetapi memiliki

dua syahid yaitu haditsnya Anas dan haditsnya Ummi Ayman yang diri-
wayatkan Abu As-Syaikh dalam kitab Agiqoh, dan haditsnya Ad-Dlohhak
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ibn Qoys yang diriwayatkan al-Baihaqi —sebagaimana dikatakan Al-Adzim
Abady pengarang Aunul Ma’bud —.

d. Hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dan Al-Hakim dari Adl-Dlo-
hhak ibn Qois RA:

e,

Hadits tersebut shohih menurut Imam Suyuthi dalam al-jami” ash-shogir
e. Haditsnya Abi Hurairah RA :

R 5L (ol st Sl e ald GEA) el de 481 s ) ey J8
) ‘m\} ul;.\.mj\ 4;);\ (ejdﬂb
ogu@m:\wutsu}mw}\.ﬂawum Gaa Ui ‘;1,44}3@
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Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dan Imam Muslim,
sehingga dipastikan shohih.

2. Hikmah dianjurkan khitan bagi perempuan bisa tertangkap dari hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari haditsnya Umi Athiyah Al Ansyori-
yah :

el Gl €5 ) reiadly (45 CalS shal 3 eaglad) de o
21 sl olyy (el I sl sl
Hadits tersebut memberikan pengertian dua hal :
Pertama:  Berkhitan bagi perempuan dianjurkan, dan ini bagian dari ha-
dits taqriri, mengingat Rasululloh SAW tidak melarang tradisi

orang Madinah, bahkan memberikan pengarahan cara melaku-

kan khitan.

Kedua: Rasulullah SAW melegitimasi khitan perempuan, padahal
kekhawatiran Beliau akan terjadinya malpraktek, sehingga me-
nyebabkan frigid tampak jelas dalam hadits tersebut, hal ini
mengindikasikan adanya hikmah dan manfaat dalam khitan
yang lebih penting dibanding dengan kehawatiran akan ter-
jadinya mal praktek. Hanya saja hikmah itu tidak terungkap
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jelas dalam hadits tersebut. Sebagian Ulama mencoba mencari
hikmah dianjurkannya khitan bagi perempuan dengan men-
gatakan bahwa khitan menjadi kendali bagi nafsu dan syahwat
perempuan .

Di samping itu, menurut Dr. Al-Bar dalam paper yang dipresentasikan dalam
al-Majma’ al-Fighi pada Rabithah al-‘Alam al-Islami disebutkan hikmahnya
khitan perempuan sebagai berikut:

a. Mengikuti syari’at Allah SW'T. dan sunnah Nabi SAW.

b. ‘'Thaharah

Kebersihan yang dapat mencegah infeksi saluran kencing
d. Menstabilkan syahwat

e. Menetapkan pengganti yang sesuai untuk memerangi adat kebiasaan
yang tidak sesuai dengan syariah dan mendatangkan dharar

. Meninggikan syi’ar ibadah, bukan adat istiadat

g. Memelihara aspek sosial dan kejiwaan yang timbuil akibat meninggalkan
khitan.

Teknis dan waktu pelaksanaanya

Khitan perempuan dilakukan dengan menghilangkan sebagian kecil dari
kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya sama sekali. Bahkan
Rasulullah justru mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memotong, se-
bagaimana terungkap dalam haditsnya Umi Athiyah Al Ansyoriyah tersebut
diatas.

Adapun waktu khitan bagi perempuan yang paling baik adalah hari ketujuh
dari kelahirannya. Ulama berbeda pendapat tentang penetapan hitungan hari
ketujuh. Ada yang berpendapat hari pertama kelahiran dihitung satu hari, ini
pendapat yang kuat, sementara itu, ada yang menganggap hari pertama tidak
dihitung.

Hukumnya

Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang
mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut
Syaft’i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki —sebagaimana
dikemukakan Imam Nawawi.

Pendapat yang mengatakan khitan perempuan dilarang sebetulnya tidak me-
miliki dalil syar’i, kecuali hanya sekedar melihat bahwa khitan perempuan
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adalah menyakitkan korban (perempuan), sementara hadits yang menjelas-
kan khitan perempuan (haditsnya Abui Dawud) tidak menunjukkan taklif
disamping juga kesahihannya diragukan. Padahal ada qaidah ushul yang me-
nyatakan bahwa“adam al-dalil laisa bidalilin” (Jaa (ud il axe).

Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, berdasarkan hadits yang diri-
wayatkan oleh Imam Ahmad :

:.x.;:ﬁial\) duéjwa\émﬂ\u\@\usuu‘wc‘u‘@\
ral \}J(¢ww&d\aﬂ

Lafadz “sunnah” yang dikehendaki disini bukan berarti lawannya “wajib”,
karena lafadz sunah apabila dipakai dalam sebuah hadits, maka tidak dimak-
sudkan sebagai lawannya wajib. tetapi lebih pada persoalan pembedaan antara
laki-laki dan perempuan dalam sisi hukumnya. Dengan begitu arti “sunah”
dan “makrumah” dalam hadits tersebut, maksudnya: laki-laki lebih dianjurkan
berkhitan dibanding dengan perempuan. Sehingga bisa jadi artinya laki-laki
“sunah” berkhitan, perempuan mubah. Atau wajib bagi laki-laki dan sunnah
bagi perempuan. Atau kalau laki-laki dianjurkan mengumumkan khitannya,
baik dalam bentuk walimatul khitan atau undangan, sedang kalau perem-
puan justru yang baik di rahasiakan, tidak perlu diekspose atau disebar-luas-
kan.
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Makasar, 26 Maret 2010

PIMPINAN SIDANG
KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-MAUDLUTYYAH

Ketua Ketua
ttd. ttd.
KH Dr. M. Masyhuri Na'im, MLA. KH Dr. Maghfur Usman, M.A
Ketua Sekretaris
ttd. ttd.
KH Afifuddin Muhajir KH Arwani Faishal
TIM PERUMUS :

Ketua merangkap Anggota  : KH DR. Muhammad Masyhuri Na’im, M.A.
(PBNU)
Sekretaris, merangkap Anggota: KH Arwani Faishal (PBNU)

Anggota :
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KH Romadlon Chotib, MA.
KH Muhibbul Aman Ali

Abdul Jalil, M.E.I

KH. Imam Syuhada’
Muhammad Harfin Zuhdi, MA.
Mahbub Ma’afi Ramdlan

DR. H Fuad Tohari

KH. Zainuddin Abdullah

. DR.H Rumadi

10. DR. H Faizah Ali Sibramalisi
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11. Dra. H Fauziah Masyhari, M.Pd.I.
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KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA
NOMOR : VVMNU-32/111/2010
TENTANG
BAHTSUL MASAIL DINIYYAH QONUNIYAH
NAHDLATUL ULAMA

aall Graal) )
MUKTAMAR Ke-32 NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi
tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk
membahas masalah-masalah yang berkembang di
masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang
menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut
salah satu madzhab empat agar dapat menjadi
pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang
demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau
Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang
agama, pendidikan, social, kesehatan, pemberdayaan
ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah
kepada terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara
terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan
kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan
ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal
Jamaah menurut salah satu madzhab empat;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a

danbtersebutdiatas Muktamar Ke 32 perlu menetapkan
Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudlu’iyyah;

Mengingat

a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor
002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama
Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan
Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
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a.

Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

Keputusan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Nomor
: I/MNU-32/I11/2010 tentang Jadwal Acara dan
Peraturan Tata Tertib Muktamar Ke 32, Pasal 17 ayat
(a) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, Pasal 53 ayat (7)
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;

Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama pada pembukaan Muktamar ke 32 Nahdlatul
Ulama tanggal tanggal 7 R.Akhir 1431 H/ 23 Maret
2010 M;

Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi
Qonuniyah yang disampaikan pada Sidang Pleno VII
Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama pada tanggal 11
R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M;

Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32 Nahdlatul
Ulama pada tanggal 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret
2010 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT :

Menetapkan:

Pasal 1

Pasal 2

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32
NAHDLATUL ULAMA TENTANG
BAHTSUL  MASAIL.  DINIYYAH
WAQITYAH;

Isibesertauraianperinciansebagaimanadimaksud
oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-
hasil Bahtsul Masail Diniyyah Qonuniyah
sebagai pedoman dalam memperjuangkan
berlakunya ajaran Islam yang menganut faham
Ahlussunnah wal jamaah menurut salah satu
madzhab empat dan mewujudkan tatanan
masyarakat yang demokratis dan berkeadilan
demi kesejahteraan umat;

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga
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Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-
hasil Bahtsul Masail Diniyyah Qonuniyah ini;

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan;

Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makssar

Pada tanggal : 11 R.Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO VII

Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah
Ketua Sekretaris
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KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL DINIYYAH QANUNIYYAH
MUKTAMAR KE-32 DI MAKASAR
TANGGAL 23-27 MARET 2010

I
QAWAIDUT TAQNIIN NAHDLATUL ULAMA

A. Pendahuluan

Salah satu pilar tegaknya negara hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Un-
dang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ad-
anya peraturan perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan dan aspirasi
masyarakat.

Peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun di
tingkat daerah adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat
yang berwenang mengikat secara umum terhadap pihak yang diatur dalam materi
hukum peraturan tersebut.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan azas
keterbukaan, masyarakat berhak untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan,
persiapan, pembahasan, pelaksanaan, penyebarluasan, dan pengawasannya.

Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, pertimbangan pemben-
tukan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat perubahan, penggan-
tian maupun pembuatan peraturan pelaksanaannya adalah antara lain untuk:

1. Mempercepat proses reformasi
2. Meningkatkan kualitas demokrasi

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
khususnya otonomi daerah

4. Menghormati, memajukan, dan melindungi hak asasi manusia termasuk
memperhatikan prinsip kesetaraan jender

5. Mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi rakyat yang berkeadilan

dan agamis.
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Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang harmo-
nis dan tidak saling bertentangan baik antara jenis, hierarki secara vertikal maupun
horizontal, yang disusun berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Pembuatan peraturan perundang-undangan memuat landasan filosofis yang ber-
sendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Per-
satuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan yuridis adalah mengacu kepada sumber-
sumber hukum dalam ketatanegaraan yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis yaitu realitas fakta kehidupan dan
kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural.

Asas materi hukum yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada intinya adalah
bahwa setiap peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun tingkat
daerah harus memuat upaya untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia
yang terdiri dari berbagai lapisan guna memenuhi hak-hak asasi seluruh warga
negara dan memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia di dalam kerangka
kebhinnekaan yang mencerminkan harkat persamaan dan perlakuan yang adil.

Dasar penetapan, prosedur dan asas di atas secara teoritik dapat melahirkan per-
aturan perundangan yang membawa kemaslahatan untuk umat Islam khususnya
dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Akan tetapi dalam faktanya bisa
terjadi peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan tersebut
baik karena kurang adanya ketelitian dari pihak pembuat undang-undang se-
hingga dapat merugikan semua pihak khususnya umat Islam sebagai penduduik
mayoritas di negeri ini.

Karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di In-
donesia, dan selalu meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan
sikap kritis guna mengidentifikasi berbagai undang-undang ataupun rancangan
undang-undang yang dipandang dapat merugikan kepentingan bangsa sejalan
dengan tujuan ajaran Islam yaitu untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (Q.S.

Al Anbiya’[21]: 107).

Seluruh undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia hendaklah mem-
bawa kemaslahatan bagi seluruh kepentingan bangsa. NU sebagai Jam’iyah Dini-
yah Ijtima’iyah secara proaktif melakukan pengkajian yang menyeluruh terhadap
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undang-undang yang sudah ada dengan memperhatikan kekuatan dan kelema-
hannya maupun mengusulkan pembuatan undang-undang yang baru untuk dis-
ampaikan dalam program legislasi nasional melalui Badan Legislasi Nasional De-
wan Perwakilan Rakyat. Kepentingan penelaahan terhadap seluruh peraturan dan
perundang-perundangan serta pengusulan peraturan dan undang-undang yang
baru dimaksudkan agar kepentingan warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam
dapat tertampung dalam program penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah (Qawa’idut Taqniin) menurut perspektif
NU agar proses perumusan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia
dapat berjalan sesuai dengan kemaslahatan umat dan cita-cita mendirikan negara
Republik Indonesia yang adil makmur sejahtera lahir dan batin yang didasarkan
kepada nilai-nilai ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah.

B. Maksud dan Tujuan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek: (1) preventif
yaitu hukum hendaklah tidak mendorong tingkah laku yang tidak disetujui oleh
warga pendukungnya (2) kuratif yaitu setiap undang-undang adalah merupakan
hukum yang dibentuk yang dalam pelaksanaannya dapat memperbaiki ketidak-
seimbangan (injustice) dalam arti mewujudkan kesebandingan (justice) atau me-
nyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul (3) fasilitatif yaitu hukum itu henda-
klah dibentuk yang dapat menciptakan pengakuan, pengaturan dan perlindungan
terhadap lembaga hukum.

Dari uraian di atas maka dapatlah dipahami bahwa setiap undang-undang hen-
daklah selalu hidup dan bermanfaat untuk menjawab perkembangan tuntutan
kehidupan masyarakat. Proses transformasi kehidupan masyarakat yang bergerak
dari fase agraris menuju kepada kehidupan modern, memerlukan komitmen yang
kuat terhadap nilai-nilai positif dari tradisi yang telah sejak lama berkembang
dalam masyarakat namun pada saat yang sama juga bersikap responsif kepada
perkembangan modern (al-muhaafazhah ‘alal qadiimis shaalih wal akhdzu bil-

jadiidil ashlaah).

Atas dasar itulah, Muktamar NU ke 32 menyusun Qawaidut Tagniin yang di-
maksudkan sebagai pedoman dan standar NU dalam mempertahankan, mengkri-
tisi, mengawal, dan mengusulkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan
agar peraturan perundangan di Indonesia dapat:
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1. Meningkatkan komitmen seluruh warga NU (Nahdliyyin) terhadap ke-

luhuran akhlak yang bersumber dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
2. Menjamin kreatifitas, kemandirian dan harkat martabat bangsa.
3. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
4. Melindungi akar budaya bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam Ahlus-

sunnah wal Jamaah.
5. Memberikan sebesar-besar kemaslahatan kepada bangsa.
6. Meningkatkan taraf hidup bangsa.

7. Menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pendapat NU tentang penyerapan Hukum Islam dalam hukum nasional

NU memandang bahwa penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Indonesia dan
dalam hukum nasional berjalan secara alami karena sebagian besar masyarakat
Indonesia beragama Islam. NU memandang bahwa penyerapan hukum Islam
dalam hukum nasional akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indone-
sia, khususnya umat Islam. Pola penyerapan itu tergantung kepada kemungkinan
keberlakuannya yang memiliki tiga kemungkinan yaitu formal, substansial, dan
esensial.

1. Formal (Rosmiyah)

Formal artinya penyerapan hukum Islam pada hukum nasional secara for-
mal. NU memandang ada bagian-bagian hukum Islam yang harus diserap
dalam hukum nasional secara formal dan hanya berlaku bagi umat Islam
sebagai konsekwensi tugas negara yang memberikan pelayanan untuk
memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran Is-
lam seperti zakat, wakaf, peradilan agama, haji, hukum waris, wasiat, hibah,
dan transaksi perbankan maupun ekonomi syariah pada umumnya. Dalam
hal ini, NU mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan yang
secara formal mengatur persoalan tersebut guna kepentingan umat Islam
dan hanya berlaku bagi umat Islam. Hal ini tidak berdimensi diskriminasi
karena tidak akan mengurangi hak-hak warga negara lainnya. Penegasan
ini dimaksudkan sebagai pengejawantahan sila Ketuhanan Yang Maha Esa
dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara.

2. Substansial (Dzaatiyah)

NU menyadari bahwa ajaran Islam adalah ajaran universal (rahmatan lil
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‘alamiin), untuk itu NU berupaya agar nilai-nilai ajaran Islam dapat di-
rasakan kemaslahatannya oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu,
hukum yang diturunkan Allah SWT adalah bertujuan untuk terwujudnya
kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Atas dasar itu, bagian-bagian
dari ajaran Islam yang berkaitan tata pergaulan secara universal, maka pada
dasarnya ajaran Islam juga bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Namun,
oleh karena sistem sosial politik bangsa Indonesia belum memungkinkan
berlakunya ajaran Islam secara formal, maka NU memperjuangkan nilai-
nilai substansi dalam peraturan perundang-undangan seperti masalah la-
rangan pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, korupsi, perusakan
lingkungan, pelacuran dan lain sebagainya.

3. Esensial (Ruuhiyah/Jauhariyyah)

Penyerapan dan penerapan hukum Islam dapat juga terjadi secara esensial
dalam arti terserapnya nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasi-
onal meskipun tidak dalam bentuk norma maupun sanksi yang dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini misalnya berkaitan
dengan upaya mendekatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
tentang pidana yang lebih mendekati nilai ajaran Islam. Sehingga akan se-
makin menjauhkan pelaku tindak pidana dari berbagai perbuatan yang ber-
tentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

D. Qawaidut Taqniin NU

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa seluruh praktek penyelenggaraan negara
tidak saja mempunyai dimensi kepentingan sesaat akan tetapi hendaklah memi-
liki pandangan yang jauh ke depan. Dalam pandangan NU kepentingan ke depan
itu harus didasarkan kepada pertimbangan kepentingan pelaksanaan nilai-nilai
ajaran Islam karena pelaksanaan ajaran Islam pada dasarnya tidak hanya penting
bagi umat Islam saja akan tetapi bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan juga
untuk seluruh umat manusia. NU juga menyadari kebinnekaan bangsa Indonesia
dan mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena
itu dalam penerapan syariah, NU juga menggunakan pendekatan pelaksanaan ni-
lai ajaran Islam secara berangsur-angsur (tadriji) sejalan dengan fikrah nahdliyyah
yang mempertimbangkan aspirasi dan budaya masyarakat.

Dari segi muatannya, secara umum pembuatan peraturan perundang-undangan
di Indonesia harus mengacu kepada kaidah:

daliadl i due )l o ey Cajess
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Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahat-
an.

Secara lebih khusus lagi, sesuai dengan dasar filosofi ajaran Islam (maqaashidus
syarii’ah) maka bagi NU semua peraturan perundang-undangan hendaklah dapat
memperkuat lima tujuan diturunkannya syari’at (al-kulliyatul khoms) yaitu:

1. Hifdzud Din:

Setiap kegiatan didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan ajaran Islam
oleh karena kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan kepada
ajaran Islam. Setiap peraturan perundang-undangan (per-UU-an) tidak
boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam malah justru semua UU
haruslah bertujuan memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap
ajaran agamanya. Oleh karena itu pertimbangan untuk kepentingan syari’at
haruslah ditempatkan di atas segala-galanya. Semua peraturan per-UU-
an hendaklah yang dapat memudahkan orang beribadah oleh karenanya
tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Islam (Q.S. Ali ‘Imran
[3]:83). Mengingat agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia
adalah Islam, maka setiap undang-undang hendaklah memberi kemudahan
bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya, dan pada saat yang
sama juga memberikan kemudahan bagi umat lainnya dalam mengamalkan
ajaran agamanya. Bertolak pada pemikiran tersebut, setiap undang-undang
tidak boleh bertentangan dengan semangat spritual yang hidup di dalam
masyarakat Indonesia.

2. Hifdzun Nafs

Setiap pelaksanaan ajaran Islam harus selalu memelihara kelangsungan
hidup manusia oleh karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan
yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh peraturan
perundang-undangan harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan dan
melindungi kehormatan umat manusia. Tidak dibenarkan adanya Undang-
Undang yang merendahkan martabat manusia karena manusia diciptakan
Allah dalam bentuk yang sempurna (Q.S. Al-Tin [95]: 4); (Q.S. Al-Isra’
[17]: 33)

3. Hifdzul ‘Aql
Peraturan per-UU-an hendaklah memuliakan manusia sebagai makhluk
Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan berfikir
yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme, jauh dari
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pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidu-
pan manusia menjadi aman dan bahagia. Hal ini terwujud manakala akal
pikirannya positif, tidak terkotori pengaruh narkotika dan obat-obat terla-
rang dan mampu menyikapi semua hal secara dewasa. Dan Sesungguhnya
Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan
di lautan[862], kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebi-
hkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk
yang Telah kami ciptakan (Q.S. Al-Isra’[17]:70).

4. Hifdzun Nasl
Seluruh per-UU-an harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan
oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutu-
san keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak dibenarkan aktifit-
as perusakan lingkungan hidup karena dapat mengancam eksistensi kelang-
sungan hidup manusia. Seluruh peraturan hendaklah bertujuan memuliakan

manusia (Q.S. Al-Isra’ [17]: 31).

5. Hifdzul Mal
Seluruh per-UU-an hendaklah dapat memelihara kepemilikan harta baik
kepemilikan harta yang sempurna (milkut taam) maupun kepemilikan tak
sempurna (milkun naaqish) dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk
hak cipta maupun budaya bangsa, Islam menegaskan adanya kepemilikan
perorangan dan kepemilikan syirkah namun harta yang dimiliki itu memi-
liki nilai ibadah dan sosial yang ditunaikan melalui zakat, infak dan sha-

daqah (Q.S. Al-Hijr [15]: 20).

Sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, maka sebuah peraturan perundangan
harus:

1. Melindungi semua golongan
2. Berkeadilan

3. Sesuai dengan agama/keyakinan/kepercayaan masyarakat yang disah-
kan keberadaannya di Indonesia

4. Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan budaya masyarakat yang tidak
bertentangan dengan agama

5. Selalu memiliki wawasan ke depan
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E. Peran NU dalam Proses Pembentukan Hukum di Indonesia

Legislasi Nasional merupakan agenda penting dalam penyelenggaraan negara
yang berdampak sangat besar terhadap kehidupan bangsa. Legislasi dapat men-
jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bermartabat, serta rakyatnya
makmur sejahtera akan tetapi dapat juga sebaliknya. Hal itu semua tergantung
bagaimana prinsip-prinsip legislasi dilakukan. Karena itu, NU sebagai bagian ter-
besar bangsa yang memiliki misi melakukan rekonstruksi umat (ishlaahiyatul um-
mat) sudah sepatutnya ikut terlibat aktif dalam memantau proses legislasi hukum
nasional. Setelah itu maka agenda NU adalah memantau sejauh mana pelaksa-
naan hukum itu sejalan dengan aspirasi umat Islam.

Adapun peran yang dapat dilakukan NU dalam hal ini ada dua, yaitu:
1. Aktif, inisiatif dan kontributif

NU secara proaktif harus mecermati keperluan pembuatan perundang-
undangan yang dibutuhkan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia pada
umumnya agar terjamin adanya kepastian hukum dalam kasus tertentu dan
menghindari penafsiran-penafsiran sepihak yang dapat merugikan ma-
syarakat. Dalam hal ini NU dapat menempuh mekanisme dengan menyu-
sun pokok-pokok pikiran usulan rancangan undang-undang yang mendu-
kung terwujudnya tujuan hukum Islam (maqashidus syari’ah) sebagaimana
diuraikan di atas melalui upaya mendorong lahirnya regulasi sebagai tu-
runan dari UU berupa Peraturan Pemerintah. Selain dari itu, NU juga dapat
mengajukan usulan rancangan kepada pemerintah DPR tentang perlunya
pembuatan undang-undang tertentu untuk menjamin kepentingan umat
Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2. Mengawal dan Mengkritisi Undang-undang atau RUU
NU mengambil inisiatif untuk mengawal dan mengkritisi berbagai undang-
undang maupun peraturan yang berskala nasional maupun daerah guna
menjamin terwujudnya tujuan hukum Islam (maqaashidus syarii’ah) yang
menimbulkan kontroversi di masyarakat sehingga umat Islam memperoleh
ketenangan dalam mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu setiap un-
dang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia hendaklah mendukung
realisasi nilai-nilai keberagamaan dan menghindari adanya undang-undang
maupun peraturan yang tidak sejalan dengan semangat Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar seluruh undang-undang dan

peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu
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didasarkan kepada kepentingan umum (al-mashlahatul 'aammah).

Untuk pelaksanaan dua peran di atas maka sudah selayaknya di kalangan
internal NU perlu ada kelompok pemerhati perkembangan program leg-
islasi nasional termasuk segala turunan dari berbagai peraturan itu berupa
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Per-
aturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

F.PENUTUP

Seraya bertawakkal kepada Allah SW'T dan mengharap ma’unah dan taufik-Nya,
Muktamar NU ke-32 di Makasar menyusun tata aturan penetapan perundang-
undangan (Qawaidut Taqniin) Nahdlatul Ulama semoga bermanfaat bagi terwu-
judnya kejayaan Islam dan umat Islam Indonesia (‘izzul islaam wal muslimiin)
negeri yang adil dan makmur sejahtera lahir dan batin di dalam ampunan Allah
SWT (baldatun thayyibatun wa robbun ghafuur).

I1
USULAN RUU PERLINDUNGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

A. Latar Belakang

Sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan ditegaskan lagi pada Undang-Undang
Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) ditetap-
kan bahwa sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar
setiap warga menjadi manusia yang taat terhadap ajaran agamanya dan pada saat
yang sama menghargai perbedaan dengan antar sesama umat beragama. Kebe-
basan beragama (hurriyatut tadayyun) sebagaimana disebutkan di atas kemudian
dipertegas lagi pada Pasal 29 ayat (2) yaitu kebebasan bagi setiap warga negara
untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya itu. Akan
tetapi sayangnya, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
ditemukan adanya perintah UUD untuk membuat undang-undang lanjutan guna
merumuskan bentuk kebebasan itu untuk mewujudkan manusia Indonesia yang
taat dan kepada ajaran agamanya sekaligus dapat hidup rukun dengan seluruh
komponen bangsa yang majemuk dalam semangat toleransi dan kerukunan. Pada
aspek pribadi setiap manusia memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk men-
gamalkan ajaran agamanya bahkan negara harus memberikan pelayanan secara
optimal namun negara belum memiliki panduan dalam menjabarkan kebebasan
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beragama itu. Namun apabila kebebasan beragama pada tataran individu itu ti-
dak dibatasi dengan rambu-rambu maka kebebasan beragama itu dapat menim-
bulkan anarkhi dan akhirnya akan melahirkan kegaduhan di dalam masyarakat.
Oleh karena itu diperlukan Undang Undang Perlindungan kehidupan Beragama.
Dalam ajaran Islam telah ditegaskan beberapa prinsip tentang hubungan antara
umat Islam dengan lainnya antara lain:

1. Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah adalah Islam (Q.S. Ali Tmran
[3]:19)

2. Dan siapa orang yang mencari-cari agama selain Islam maka tidak akan
diterima amalannya dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi (Q.S. Ali
‘Imran [3]: 85)

3. Tidak ada paksaan memasuki agama sesungguhnya telah jelas antara yang
baik dari yang buruk, maka siapa yang mengingkari thagut dan beriman
kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh
yang tidak ada putusnya dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui
(Q.S. Al-Bagarah [2]: 256).

4. Allah tidak melarang kamu terhadap orang yang tidak memerangi kamu
karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu, kamu berbuat kebajikan
kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencin-
tai orang yang berlaku adil (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8)

5. Bagi kamu agama kamu dan bagi saya agama saya (Q.S. Al-Kafirun [109]:
6).

Di samping itu, fungsi imamah atau kenegaraan dalam pandangan politik Ahlus-
sunnah wal Jamaah, sebagaimana dikemukakan Al-Mawardi dalam kitab Al-Ah-
kam Al-Sulthaniyah, adalah untuk menjaga agama (harasatud din) dan mengatur
dunia (siyasatud dunya).

Ll Aoy cpall A 8 Bl DAL e g ga AaeY)

Oleh karena itu, dalam rangka harasatud din, NU perlu mendorong pemerin-
tah untuk membuat regulasi tentang perlindungan kehidupan agama di Indo-
nesia. Kepentingan umat Islam terhadap legislasi yang berkenaan dengan tuntu-
tan pelaksanaan ajaran Islam berbeda dengan pelaksanaan ajaran agama lainnya.
Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila pemerintah RI memberikan perha-
tian yang lebih dalam pelaksanaan penrundangan ajaran Islam dan hal itu tetap
sejalan dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena

254



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

negara ini didirikan adalah bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan lahir
dan batin warga negara Republik Indonesia.

B. Tujuan Pembuatan Undang Undang

Pemerintah dipandang perlu untuk membuat undang-undang perlindungan
kehidupan beragama agar setiap warga negara memiliki kebebesan sepenuhnya
dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pada saat yang sama menghormati
kebebasan orang lain. Atas dasar itu, maka konsep kebebasan hendaklah dibatasi
apabila telah berkenaan dengan pola hubungan antar sesama WNI. Kebebasan
mutlak tidak dikenal dalam kebudayaan bangsa Indonesia.

C. Mekanisme Pengajuan RUU Perlindungan Kehidupan Beragama

RUU Perlindungan Kehidupan Beragama, selanjutnya disingkat RUU PKB se-
baiknya menjadi hak inisiatift DPR dan bukan diajukan oleh pemerintah. Hal
ini disebabkan karena pemerintah pada tahun 2004 telah mencoba mengambil
prakarsa terhadap hal ini namun berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu,
pada saat situasi politik pasca reformasi di mana peran legislatif lebih dominan
maka selayaknya inisatif pengajuan RUU tersebut berasal dari Dewan Perwakilan
Rakyat. Aparat pemerintah tampaknya telah mengalami trauma dengan pengala-
man tahun 2004 ketika Departemen Agama baru mulai melakukan kajian dalam
bentuk penyusunan naskah akademis namun telah mengalami penentangan dari
berbagai pihak karena dipandang memiliki motif tertentu. Sadar akan besarnya
kemungkinan reaksi terhadap RUU PKB ini baik dari kalangan internal umat Is-
lam maupun dari umat beragama lainnya, maka NU perlu memprakarsai perbin-
cangan tentang perlindungan kebebasan beragama yang kemudian diajukan ke-

pada pemerintah dan DPR sebagai bahan penyusunan lebih lanjut.
D. Muatan RUU PKB

Adapun muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang Undang Perlindun-
gan Kehidupan Beragama adalah sebagai berikut:

1. Pengertian umum:
*  Pengertian agama
*  Kehidupan beragama

*  Pengertian kebebasan beragama
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15.
16.

- Batasan kebebasan beragama
- Hak dan kewajiban umat beragama
*  Pengertian kerukunan hidup umat beragama
*  Pengertian pemurnian agama
*  Pengertian pembaruan agama
* Pelayanan terhadap masyarakat umat beragama:
1. Formalistik
2. Substansial
3. Esensial
Tujuan kehidupan beragama
Hubungan agama dengan negara
Integrasi nilai dan hukum agama kepada hukum negara
Integrasi nilai kebangsaan dalam keberagamaan
Peningkatan pemahaman agama
Peningkatan penghayatan agama
Peningkatan pelayanan bagi pengamalan ajaran agama

Peningkatan pengamalan ajaran agama

. Peranan pemerintah dalam pemeliharaan kehidupan beragama
. Peranan umat beragama terhadap negara

. Kewajiban setiap penganut agama terhadap penganut lainnya

. Ketentuan Penetapan Hari-hari Besar Keagamaan

. Kedudukan aliran sempalan agama:

*  Pengembangan pemikiran

*  Gerakan Keagamaan

*  Penodaan/penistaan Agama

Kode Etik Penyiaran agama/kode etik Symbol Agama

Pendirian rumah ibadat
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19.
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21.
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Kedudukan organisasi majelis keagamaan
Ketentuan tentang bantuan luar negeri keagamaan
Penyumpahan terhadap pejabat pemerintahan

Tugas dan Tanggung lembaga kerukunan dalam pemeliharaan keserasian so-
sial umat beragama

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah dalam pemeliharan ke-
hidupan beragama

Sanksi Administratif, sanksi Perdata dan Sanksi Pidana terhadap pelangga-

ran undang-undang
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I11
UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Indonesia merupakan negara hukum dengan konsep negara kesejahteraan.
Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang
bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi dari amanat konstitusi yang menentukan
bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan marta-
bat kemanusiaan.

Reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia telah dimulai dengan pengesahan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasi-
onal (SJSN) pada tanggal 19 Oktober 2004. Namun dalam kurun waktu kurang
dari 4 bulan sejak disyahkan, tepatnya 21 Februari 2005, UU SJSN tersebut
mendapatkan uji materi yang putusannya dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 31 Agustus 2005. UU SJSN tersebut merupakan landasan hukum
bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia, tidak secara tegas men-
gatur eksistensi peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pro-
gram-program jaminan sosial sebelum UU SJSN dan sampai saat ini masih terus

berlaku.

Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menentukan adanya 5
(lima) jenis program jaminan sosial yaitu: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Namun, jam-
inan kesehatan yang mendapat prioritas untuk memenuhi hak konstitusi rakyat
Indonesia untuk “ memperoleh pelayanan kesehatan” dan “jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang ber-
martabat”, belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terkait dengan
belum dipenuhinya pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
menurut UU SJSN harus dibentuk melalui Undang undang tersendiri.

Masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses penyusunan RUU tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini, karena RUU tersebut akan menga-
tur badan yang dipercaya untuk mengumpulkan, menghimpun, mengelola dan
mengembangkan dana jaminan sosial milik seluruh peserta untuk pembayaran
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manfaat kepada peserta. Tugas, hak dan kewajiban BPJS sudah ditentukan dalam
UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN. Menurut Pasal 5 UU SJSN Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-111/2005 , BPJS harus dibentuk dengan
undang-undang tersendiri, artinya harus dengan persetujuan wakil rakyat. Sam-
pai saat ini belum ada BPJS yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
UU SJSN. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka Persero Jamsoktek, Persero
Taspen, Persero Taspen, Persero ASABRI dan Persero Askes diberikan hak untuk
bertindak sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan syarat disesuai-

kan dengan UU SJSN, paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2009.

B. Permasalahan :

1. Terdapat perbedaan dasar hukum dalam pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Badan Penyelenggara
dengan dasar hukum masing- masing badan penyelenggara lainnya, seperti
Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero Taspen, Persero ASABRI dan
Persero Askes.

2. Data masyarakat miskin versi BPS beda dengan versi Pemda.

3. Sistem pensiunan dan asuransi sosial dalam sistem jaminan sosial belum
jelas.

4. Belum ada Lembaga Jaminan Sosial Dasar untuk golongan bawah dan sektor
informal

5. Law enforcement peraturan perundangan masih lemah
6. Ada perbedaan dengan prinsip nirlaba dalam sistem

7. Adanya perbedaan substansi UU no.40 tahun 2004 dengan 15 undang un-
dang yang terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 17 Peraturan
Pemerintah sebagai pelaksanaan undang undang yang bersangkutan.

8. Masih lemahnya koordinasi penanganan Sistem Jaminan Sosial Nasional

C. Usulan

1. Perlu menindak lanjuti 26 pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun
2004 yang perlu dibuatkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan
perundang-undangan lainnya.

2. Perlunya kriteria miskin dan yang berhak mendapat Jaminan Sosial yang
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jelas.

3. Perlunya aturan kerja sama antar instansi terkait data penduduk dan tingkat
sosialnya.

4. Perlu koordinasi penanganan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pemben-
tukan Badan Penyelenggara di tingkat daerah.

5. Perlu Pelaksanaan UU SJSN secara konsisten- harmonisasi seluruh peraturan
dan perundangan terkait.

6. Mendorong dibuatnya Undang Undang tentang Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial (BPJS) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 yo pasal 52 ayat 2
UU SJSN dengan bentuk badan hukum wali amanat — sesuai amanat UU
SJSN.

7. Perlunya pekerja di sektor informal bisa mendapatkan jaminan sosial

8. Perlunya jaminan sosial bagi orang gila/sakit jiwa yang terlantar.
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IV
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN

A. Pendahuluan

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak
azasi manusia, yang mencakup hak atas informasi, hak atas privasi, hak untuk
menikmati teknologi kesehatan, hak atas pendidikan tentang kesehatan, hak atas
ketersediaan makanan dan gizi, hak untuk mencapai standar hidup optimal, dan
hak atas jaminan sosial. Sejalan dengan itu, pembangunan bidang kesehatan di
Indonesia, sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pasal 34 ayat (3) mencakup segi kehidupan fisik maupun non-fisik yang dise-
lenggarakan secara terpadu, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan re-
habilatif yang menyeluruh dan berkesinambungan, seperti yang tertuang dalam
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 1982. Pembangunan kesehatan ditu-
jukan agar masyarakat mampu hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan
yang optimal. Hal ini berimplikasi pada perlunya mengikut sertakan masyarakat
dalam upaya pembangunan kesehatan.

Indonesia mempunyai permasalahan kesehatan yang kompleks, selain beban jum-
lah penduduk yang besar, luasnya daerah geografis dan banyaknya jumlah pulau,
beragamnya suku bangsa, serta beragamnya tradisi dan adat istiadat. Di samping
itu, keterbatasan sumberdaya, kemiskinan dan masih rendahnya tingkat pendidi-
kan perempuan, juga menambah kompleksitas masalah kesehatan. Hal ini ber-
akibat pada masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu, serta
rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
yang dapat menggambarkan tingkat kualitas SDM rakyat Indonesia.

Keberadaan Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, diharap-
kan dapat menciptakan suatu tatanan hukum yang memberikan kepastian hukum
dan perlindungan hukum baik bagi pemberi pelayanan kesehatan maupun bagi
masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, fokus
upaya kesehatan masih terkonsentrasi pada upaya pengobatan (kuratif) belum
preventif. Padahal, Paradigma sehat tidak saja meliputi penyembuhan penyakit,
menurunkan angka kematian, atau memperpanjang umur harapan hidup, me-
lainkan lebih luas, yaitu bahwa kesehatan mendorong penyediaan sumber daya
manusia yang berkualitas sejak dini sejak sebelum terjadinya pembuahan. Pada
kenyataannya, kebijakan publik di bidang kesehatan belum memandang pelay-
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anan kesehatan sebagai kebutuhan utama dan investasi SDM, hal ini tampak dari
kecilnya anggaran belanja bidang kesehatan yang kurang dari 5% APBN. Band-
ingkan dengan anggaran bidang pendidikan yang telah mencapai 20% APBN.

B. Rekomendasi

Perkembangan keadaan saat ini menuntut diberikannya perhatian terhadap UU

nomor 36 tahun 2009 dalam hal:

1.

Perlunya kepastian alokasi anggaran kesehatan Pemerintah minimal sebesar
5% dari APBN dan alokasi anggaran Pemerintah daerah Propinsi, Kabu-
paten/ Kota minimal 10% dari APBD.

Perlunya penyusunan dan realisasi Peraturan Pemerintah terkait Program
jaminan kesehatan nasional terutama bagi kelompok masyarakat miskin,
hampir miskin, kelompok lanjut usia, kelompok ibu, bayi, anak dan remaja
serta kelompok penyandang cacat.

Perlunya kepastian dan jaminan hukum mengenai penghentian kehamilan
(untuk janin kurang dari 6 minggu) yang bermutu, aman, bertanggung jawab
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atas indikasi kegawatan medis dan aki-
bat perkosaan serta pengawasan atas penyalah gunaan indikasi tersebut.

Perlunya menciptakan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan harga
obat esential oleh masyarakat.

Perlunya jaminan pelaksanaan transplantasi organ, implan obat , bedah plas-
tik, penggunaan sel punca yang tidak bertentangan dengan norma agama
dan telah terbukti keamanan dan manfaatnya serta tidak mempunyai unsur
komersialisasi.

Perlunya jaminan penggunaan bahan zat adiktif seperti tembakau, agar tidak
mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyara-
kat dan lingkungan dan perlunya ketegasan terhadap sangsi pelanggaran Ka-
wasan tanpa rokok.

Perlunya mendorong terbentuknya Undang-Undang Pengendalian Tem-
bakau



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

v
UNDANG-UNDANG (UU)
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. Pendahuluan

Salah satu kewajiban umat Islam yang menjadi salah satu rukun Islam dan
mencerminkan wujud pertanggungjawaban sosial individu umat Islam adalah
membayar zakat. Karena posisi yang demikian itu, maka keberhasilan pengelo-
laan zakat menjadi faktor dominan dalam menentukan kesejahteraan hidup umat
Islam, dan akan menentukan perkembangan sektor-sektor strategis lain yang bagi
umat Islam, seperti pendidikan. Pengalaman pengelolaan zakat di Indonesia se-
lama ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum dilakukan sebagai suatu
sistem yang baik dan efektif, serta sesuai dengan maqaashidus syarii’ah. Upaya
melembagakan pengelolaan zakat sebagai suatu sistem yang baik bukannya tidak
pernah dilakukan, antara lain dengan dibentuknya lembaga Bazis secara struk-
tural-nasional dan diterapkannya model-model pengelolaan zakat oleh kelompok
masyarakat tertentu. Tetapi sampai saat ini hasilnya belum sesuai dengan yang
diharapkan. Pengelaman tentang keberhasilan pengelolaan zakat lebih bersifat
kasuistik dan baru berjalan secara parsial dan belum menjadi sistem nasional.
Pelaksanaan zakat bagi umat Islam bisa dikategorikan sebagai salah satu bagian
dari hukum (syari’at) Islam yang bisa diserap secara formal dalam sistem hukum
nasional berupa UU yang diperuntukkan bagi khusus umat Islam. Dalam konteks
ini maka kehadiran UU tentang Pengelolaan Zakat yang baik bisa dipahami dan
menjadi kebutuhan mendesak umat Islam. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pen-
gelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya yang selama ini menjadi landasan
juridis dalam pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu menciptakan sistem
pengelolaan zakat yang pensyariatannya bertujuan untuk menciptakan keadilan
dan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana firman Allah (kay la
yakuna duulatan bainal aghniyaa’i minkum) (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7). Dalam kai-
tan ini maka program legislasi untuk melakukan perubahan terhadap UU tentang
Pengelolaan Zakat yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR
merupakan langkah strategis dan harus mendapat dukungan.

B.USULAN

Substansi yang perlu menjadi materi pengaturan dalam RUU tentang Pengelo-
laan Zakat antara lain sebagai berikut:
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1. Paradigma dan asas pengelolaan zakat.
Sesuai dengan arah pembentukan peraturan perundang-undangan, maka
paradigma dan asas pengelolaan zakat yang diserap secara formal dalam ho-
kum nasional melalui UU ini, maka harus ada jaminan bahwa melalui UU ini
harus tercipta proses penyadaran di kalangan umat Islam untuk menunaikan
kewajiban membayar zakat. Membayar zakat selain dipahami sebagai kewa-
jiban yang bersifat syar’iy disadari juga merupakan kewajiban sebagai warga

Negara.

2. Kelembagaan pengelolaan zakat.
Yang harus diperhatikan dalam kelembagaan pengelolaan zakat ini, adalah
adanya kejelasan tentang status lembaga ini dalam tata kelola pemerintahan
Negara (apakah lembaga Negara, semi Negara, atau lembaga mandiri), tugas
dan kewenangannya, integritas sumber daya manusia yang akan mengisi lem-
baga, penerapan manajemen yang bersifat transparan dan akuntabel.

Dalam hal ini, NU mengusulkan lembaga yang berhak mengumpulkan zakat
adalah lembaga yang dibentuk pemerintah, sedangkan dalam pendistribusi-
annya harus melibatkan organisasi sosial keagamaan Islam.

3. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Selain faktor kelembagaan, kemampuan manajemen pengelolaan zakat dalam
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan hasil zakat masih
merupakan titik lemah dalam pengelolaan zakat selama ini. Kegiatan pen-
gumpulan zakat belum berhasil menjaring semua muzakki. Pendistribusian
hasil zakat juga sering menimbulkan masalah, baik ketidakmerataan, keti-
dakteraturan dan ketidakterbukaan. Lebih-lebih dalam hal pendayagunaan
zakat. Hampir sebagian besar zakat yang berhasil dihimpun habis didistri-
busikan untuk hal-hal yang bersifat konsumstif.

4. Pengawasan Melekat
Beberapa kasus, lembaga berbadan hukum melakukan distribusi harta zakat
secara tidak benar, seperti digunakan untuk bantuan pendirian rumah ibadah
non muslim dengan alasan toleransi dan bantuan kelompok tertentu. Untuk
itu perlunya pengawasan melekat terhadap lembaga-lembaga yang diberi hak
untuk mengumpulkan atau menyalurkan zakat, infaq, shadaqoh oleh instansi
yang diberi wewenang untuk itu.

264



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

5. Partisipasi masyarakat

Sesuai dengan prinsip dan asas pembuatan peraturan perundang-undangan,
serta berpedoman dengan gqawaidut taqniin Nahdlatul Ulama, maka setiap
norma hukum yang ditetapkan dalam suatu UU, maka implementasinya ha-
rus memberikan ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat. Partisipasi
masyarakat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan proses pembentukan
kelembagaan, rekrutmen sumber daya manusia, pemberian akses informasi
kepada masyarakat, pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan
lain-lain.

6. Ketentuan tentang sanksi
Sebagai salah satu instrumen untuk membentuk dan melakukan perubahan
sosial di tengah masyarakat, maka UU tentang Pengelolaan Zakat harus bisa
mendorong para pihak yang keberadaannya ditetapkan dalam UU ini untuk
menaati segala ketentuan. Karena itu ancaman sanksi harus diberikan secara
tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran baik terhadap muzakki mau-
pun pengelola.
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A\ |
UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK
UU No. 32 tahun 2004

A.LATAR BELAKANG

Untuk mengimplementasikan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara
Republik Tahun 1945 hasil amandemen, telah dilakukan perubahan mendasar
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi digulirkan, terutama refor-
masi bidang politik. Kekuasaan negara dibagi secara tuntas ke dalam tiga cabang
kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintahan, kekuasaan legislatif dan kekuasaan ke-
hakiman, dan hubungan antara ketiga cabang kekuasaan tersebut dibangun den-
gan prinsip check and balances. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diamandemen tetapi dengan tetap mempertahankan bentuk NKRI, dasar Negara
Pancasila dan mempertegas sistem presidensial. Lembaga-lembaga negara, baik
yang lama maupun yang baru dan dibentuk berdasarkan ketentuan Konstitusi,
dirumuskan eksistensinya sedemikian rupa sehingga dapat mendorong terwu-
judnya tujuan Konstitusi. Proses dan kegiatan demokrasi diperbarui, pemilihan
umum diselenggarakan secara demokratis dan dibentuk penyelenggara pemilu
yang lebih mandiri. Pengisian jabatan-jabatan publik secara umum dilakukan
melalui mekanisme pemilihan. Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, dan ke-
pala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sejak reformasi Indonesia telah
menyelenggarakan tiga kali pemilu legislatif dan dua kali pemilu presiden serta
ratusan kali pemilu kepala daerah. Nyaris sepanjang tahun rakyat terlibat dalam
kegiatan pemilu, yang secara tidak langsung mengurangi konsentrasi masyarakat
dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rakyat memegang penuh kedaulatan
negara baik secara langsung maupun tidak langsung (vox populi vox dei/suara
rakyat suara Tuhan).

Sampai di sini seakan-akan Indonesia telah berubah wajah: dari negara otoriter
menjadi negara tempat bersemayamnya dengan subur kehidupan demokrasi.
Dunia internasional memberikan apresiasi yang besar terhadap perkembangan
kehidupan demokrasi. Tetapi setelah reformasi berjalan lebih dari 10 tahun de-
wasa ini rakyat justru menghadapi kondisi yang dirasakan tidak wajar dan tidak
semestinya. Hiruk pikuk kegiatan politik, baik yang berlangsung secara reguler
seperti pilkada atau pileg/pilpres, maupun kegiatan politik insidensial yang lahir
dari dinamika politik yang sangat tinggi, belum berbanding lurus dengan perbai-
kan kesejahteraan rakyat. Proses demokrasi yang berjalan amat cepat makin me-
ninggalkan masyarakat yang kondisinya tertatih-tatih secara ekonomi. Akibat-
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nya, proses demokrasi melahirkan sikap aji mumpung, pragmatisme, dan budaya
politik uang sehingga biaya demokrasi menjadi semakin mahal. Hal lain yang
merisaukan, adalah berubahnya kesantunan dan etika politik, terganggungnya
keistigamahan para tokoh non-politik karena ikut masuk ke dalam percaturan
politik praktis, dan hilangnya ruh keteladanan dalam kehidupan sosial karena
taktor kehidupan politik. Banyak orang menilai, demokrasi yang berkembang di
Indonesia belum sepenuhnya efektif untuk menciptakan kesejahateraan rakyat
dan tatanan kehidupan yang lebih adil bahkan banyak menimbulkan praktik ko-

rupsi di mana-mana secara berjamaah.

Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan dan cita-
cita demokrasi yang luhur dan realitas sosial politik yang dihasilkan? Banyak fak-
tor yang bisa diidentifikasi sebagai penyebabnya. Salah satunya adalah berkaitan
dengan produk perundang-undangan yang menjadi instrumen pembentukan
sistem dan tatanan sosial masyarakat. Ada beberapa materi UU bidang politik
yang ikut menciptakan carut marutnya kehidupan politik, atau menyebabkan
arah reformasi berjalan semakin liar. Karena itu, salah satu ikhtiar strategis yang
penting untuk dilakukan adalah melakukan kajian dan perbaikan beberapa UU
bidang politik.

B. MATERI UU YANG MENGANDUNG PROBLEM

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah juncto UU No.12 Tahun
2008. Salah satu point penting yang diatur dalam UU ini adalah mengenai
pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota
dan wakil bupati/wakil walikota, secara langsung oleh rakyat. Di dalam pasal
18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa
gubernur dan bupati /walikota dipilih secara demokratis. Hal ini berbeda
dengan pemilihan presiden, yang di dalam rumusan pasal 6-A ayat (1) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Presiden dan wakil
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat”. Para wakil rakyat sesuai dengan
kewenangannya, membuat UU 32 tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 dan
menentukan pilihan politik hukum mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu
dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini merupakan keputusan politik yang
berani dana lompatan jauh dibanding periode sebelumnya.

Memang, setelah pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, rakyat
menikmati hasil proses demokrasi dalam pemilu lokal, yaitu hadirnya kepala
daerah yang memiliki legitimasi politik yang kuat. Tetapi pada sisi lain, mun-
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cul dampak negatif sebagaimana diuraikan di atas. Memang tidak mungkin
untuk mengembalikan sistem kehidupan demokrasi ke sistem lama, yaitu ke-
poala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi yang perlu diperhati-
kan, sejak digelar pilkada secara langsung oleh rakyat tahun 2005 telah mun-
cul budaya pragmatisme dan politik uang yang mengakibatnya tersingkirnya
orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan yang baik, tetapi tidak
cukup memiliki kapital untuk maju menjadi kepala daerah.

Hubungan kepala daerah dengan wakilnya yang tidak harmonis karena ke-
pentingan politik ke depan (keduanya akan maju dalam pilkada berikutnya)
akan berdampak negatif dan rakyat menjadi korban serta terjadi eksploitasi

pegawai negeri sipil (PNS) dan pemerintahan tidak efektif.

Khusus mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat,
telah memunculkan persoalan “perebutan legitimasi” antara gubernur dan
bupati/walikota, dan mengaburkan posisi gubernur yang di dalam konstitusi
dinyatakan sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam konteks ini patut dikaji
ulang. Apakah level gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat atau sebagai
wakil pemerintah pusat geburnur cukup diangkat oleh presiden, atau dipilih
melalui mekanisme perwakilan.

2. UU No. 10 tahuh 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. UU ini disu-
sun dalam tekanan politik yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya
pasal yang substansinya merupakan kompromi dari berbagai kepentingan
politik, dan banyaknya pasal yang diajukan ke MK yang mengalami judical
review dan sebagian besar dikabulkan oleh MK. Beberapa ketentuan dalam
UU ini yang menimbulkan implikasi politik yang tidak sederhana, antara lain
mengenai persyaratan parpol yang relatif ringan untuk bisa ikut pemilu se-
hingga melahirkan banyak partai peserta pemilu, ketentuan teknis penghi-
tungan dan penetapan kursi yang tidak sederhana. Adapun mengenai sistem
pemilunya sendiri sebagaimana yang diatur dalam UU ini, yaitu proporsional
terbuka dengan suara terbanyak, sudah cukup ideal untuk kondisi Indonesia.

3. Penyelengaraan pemilu yang diikuti oleh banyak partai ternyata membeng-
kakkan anggaran pemilu, dan memunculkan kerumitan teknis administratif
yang luar biasa. Pada kenyataannya, meskipun banyak partai yang ikut pe-
nyelenggraraaan pemilu, hanya ada sembilan yang bisa lolos memenuhi ke-
tentuan Parlemen Threshold 2,5% dari suara sah ecara nasional. Penetapan
peroleh kursi dengan menggunakan suara terbanyak di tengah sistem multi
partai melahirkan berbagai problem, seperti rumitnya teknis penghitungan
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suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, persaingan super ketat di
kalangan calon, baik antarpartai maupun di internal partai, dan merebaknya
politik uang. Karena itu sudah waktunya ada kemauan politik yang tegas
dengan melakukan perubahan peraturan UU, untuk membatasi jumlah partai
sampai pada angka yang ideal.

Ada beberapa penyebab di antaranya adalah pertentangan antara amanat
konstitusi yang menegaskan sistem pemerintahan presidensiil, sedangkan UU
politik menghendaki sistem multi partai. Begitu juga proses revisi UU Politik
yang mendekati pelaksanaan pemilu menyebabkan lembaga penyelenggara
pemilu kalang kabut dan bongkar pasang aturan mainnya, sehingga rakyat
pemegang vote bingung dengan teknis pemilu.

C. Usulan

1.

Pelaksanaan pemillihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat perlu di-
perbaiki sistem dan aturan pelaksanaannya sehingga tidak makin mengem-
bangkan perilaku negatif dalam proses demokrasi di tengah masyarakat.
Perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah jo UU No.12 Tahun 2008, atau dibuat UU tersendiri tentang pemilu
kepala daerah, yang memungkinkan lahirnya persaingan yang sehat dalam
proses pilkada, dan mencegah terjadinya politik uang. Khusus untuk guber-
nur, mengingat posisinya yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah
dan untuk menyederhanakan pilkada tidak perlu lagi dipilih langsung oleh
rakyat, tetapi cukup dipilih oleh presiden dari nama-nama yang diajukan oleh
daerah melalui mekanisme pemilihan (election) di DPRD.

Pemilihan wakil kepala daerah baik wagub, wabub atau wawali dipisahkan/
tidak dalam satu paket dengan pemilihan kepala daerah. Calon wakil kepala

daerah dipilih oleh DPRD dari 2 calon yang diajukan oleh kepala daerah
terpilih.

Penghentian (moratotium) pemekaran wilayah, karena apa yang terjadi se-
lama ini justru tidak sejalan dengan tujuan demokratisasi karena yang diper-
taruhkan adalah terjadinya perebutan jabatan dan perselisihan antara daerah
induk dengan daerah yang dimekarkan akibat perebutan batas wilayah, aset
daerah dan lain sebagainya.

Sejak awal dimulai pemerintahan yang baru setiap partai politik telah mem-

persiapkan kadernya yang akan duduk dalam DPR maupun di lembaga ekse-
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kutif agar sejak awal telah memiliki idealisme untuk memperjuangkan ke-
pentingan pembangunan baik yang bersikap nasional maupun daerah guna
menghindari munculnya kader karbitan yang muncul secara tiba-tiba akibat
dukungan kekuatan relasi dan finansial.

Untuk menyederhanakan proses demokrasi dan menghindarkan berulangka-
linya penyelenggaraan pemilu, perlu direncanakan penyelenggaraan pemilu
dengan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Den-
gan demikian hanya akan ada dua kali pemilu, yaitu pemilu nasional untuk
memilih presiden, anggota DPR dan DPD, dan pemilu lokal untuk memilih
bupati/walikota dan anggota DPRD.

Paket UU bidang politik juga perlu direvisi untuk mewujudkan sistem pemilu
yang lebih demokratis, efektif dan lebih mudah. Pembatasan jumlah partai
perlu dilakukan dengan memperketat persyaratan untuk bisa ikut pemilu
yang bertujuan untuk menghindari kebingungan rakyat pemilih dan efisiensi
anggaran.
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VII
PERLU SEGERANYA PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PORNOGRAFI

A. Pendahuluan

Rancangan Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi telah disahkan DPR
menjadi Undang-undang Pornografi pada tanggal 30 Oktober 2008. Dengan
demikian Indonesia telah memiliki aturan formal mengenai pornogarfi dan por-
noaksi. Diharapkan Undang-undang ini akan dapat menyelamatkan bangsa dari
kerusakan moral akibat pornografi dan pornoaksi yang sekarang ini semakin ter-
buka dan mudah diakses.

Namun demikian, keberadaan Undang-undang ini belum memberikan dampak
positif terhadap maraknya pornografi dan pornoaksi di tengah-tengah masyarakat
kita, sebab untuk efektifnya pelaksanaan sebuah undang-undang diperlukan per-
aturan pemerintah. Sementara sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah
akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pornografi dan pornoaksi.

B.URGENSI PP PORNOGRAFI

PP tentang pornografi sangat dibutuhkan di samping sebagai penjabaran yang
lebih operasional terhadap isi UU Pornografi, juga untuk memperjelas definisi
dan batasan pornografi sebagaimana yang terkandung dalam UU Pornografi.
Sebagaimana diketahui keberatan beberapa pihak terhadap UU ini di antaranya
adalah definisi pornografi yang melahirkan berbagai pemahaman. Di satu sisi UU
ini menjamin kelestarian budaya bangsa, tetapi jika dilihat dari pasal-pasalnya
memungkinkan tradisi atau budaya lokal masuk dalam kategori pornografi. Bah-
kan ada tuduhan dari beberapa pihak bahwa UU Pornografi bertentangan dengan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait karena adanya pembatasan
terhadap kebebasan berekspresi. Atas dasar itu, maka PP tentang Pronografi di-
harapkan mengakhiri seluruh persengketaan yuridis formal dari undang undang
tersebut. Karena itu, diterbitkannya peraturan pemerintah diharapkan dapat
menjembatani perlindungan terhadap moral bangsa dan tradisi budaya Indonesia

yang berlandaskan bhinneka tunggal ika.

C.USULAN
1. Segera diterbitkan PP-nya agar UU Pornografi bisa berjalan efektif dan

manfaatnya dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia.
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2.

Perlunya penegasan kategori dan kriteria pornografi dan pornoaksi agar tidak
menimbulkan salah tafsir dan salah paham di kalangan masyarakat.

Kriteria pornografi dan pornoaksi:
Terbuka untuk umum tanpa batas usia

b. Subyek Aktornya bukan anak-anak

c.  Dominasi daya tarik pornografi dan pornoaksi untuk merangsang hasrat
seksual (ma tasytahihi anfusu wa taladzul a'yun).

d. Tidak terkait ritual keagamaan atau aksi spiritual keagamaan.

e. Tidak membawa misi utama pesan moral dan kepentingan pendidikan
atau eksposisi dan konfigurasi seni berbobot tinggi. Dengan kejelasan
instrument yang dapat dijadikan ukuran tentang merangsang syahwat
dan nilai seni.

Perlunya ketegasan dalam PP, apakah kasus yang terkait dengan Pornografi
termasuk delik aduan atau delik biasa/pidana.

Sanksi hukum yang jelas, tegas dan dijatuhkan pada subyek aktor atau fasili-
tatornya secara konsisten.

Sosialisasi tentang akibat yang ditimbulkan dan penegasan terhadap aparat
yang berwenang untuk itu.

Perlunya aturan kendali dalam pengembangan Teknologi Informatika teru-
tama hal-hal yang terkait dengan akses internet porno.

Perlunya penambahan kuantitas unsur ulama dalam LSF

Perlunya instansi khusus yang menangani hal-hal yang terkait dengan porno-
grafi dan pornoaksi
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VIII
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
PP NO. 55 TAHUN 2007

A. Pendahuluan

Pendidikan diniyah dan pesantren adalah model/system pembelajaran yang tum-
buh dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. Di antara keutamaannya
adalah transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat substansif dan egalitarian.
Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format keil-
muan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran
sosial dan karakter manusia sebagai hamba Allah. Atas dasar itu, maka dalam
pengaturan PP No. 55 Tahun 2007 hendaknya memuat penegasan yang lebih
kongkrit bukan saja terhadap masa depan pondok pesantren akan tetapi imbalan
jasa yang patut diterima oleh pondok pesantren atas perannya dalam membina
karakter bangsa yang merupakan sinergi antara mujaahadah, ijtihaad dan jihaad.

Kehadiran PP 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan.
Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan
dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam menga-
malkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam memper-
siapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama
dan mengamalkan agamanya.

Oleh karena itu regulasi ini memerlukan berupa Peraturan Menteri Agama yang
dapat memperjelas maksud PP ini. Regulasi yang akan dikeluarkan akan lebih baik
apabila tetap memelihara karakter pesantren itu sendiri antara lain kemandirian
pesantren sehingga regulasi yang akan dibuat tetap menjamin otonomi kelem-
bagaan, pengelolaan akademik yang terkait dengan system pembelajarannya.

Isu pokok pada PP 55/2007 yang harus ada adalah penegasan tentang beberapa
hal sebagai berikut:

1. Pengertian yang disebut pendidikan keagamaan formal, disebabkan kata
“formal” menimbulkan masalah karena akan berhadapan dengan realitas
pesantren yang secara historis memiliki otonomi kelembagaan, dan manaje-
men. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa pondok pesantren sama sekali
terlepas dari perhatian manajemen pendidikan nasional.

273



Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama

2.

Pondok pesantren telah memiliki pendidikan diniyah. Hal ini menimbulkan
pertanyaan apakah pemerintah masih perlu mendirikan pendidikan diniayah
formal atau jalan keluarnya dengan adanya program pemerintah mendirikan
pendidikan diniyah formal yang bersifat program percontohan akan tetapi
tidak menyaingi lembaga pendidikan sejenis yang sudah ada.

Peraturan Pemerintah diperlukan tentang peserta didik, ujian, kurikulum dan
penghargaan terhadap lulusan yang dihasilkan dari pondok pesantren.

B. Isi PP No. 55 Tahun 2005

1.

Pasal 14 — 20: Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, non
formal dan informal. Diperlukan penjelasan tentang ketiga jalur tersebut,
apakah ketiga jalur tersebut harus ada atau hanya sekedar tawaran pilihan.

Pasal 15,16

Pendidikan Diniyah Formil.

Perlu dipertegas posisi pemerintah.
Seharusnya diniyah formal tidak diperlukan.
Pasal 17,18,19

Apakah diperlukan pengaturan yang ketat tentang peserta didik, kurikulum
dan ujian.

Kalau terjadi pengaturan dikhawatirkan akan terganggu kemandirian dan ke-
berlangsungan Pendidikan Diniyah.

Pasal 14 & 26 Tentang Pesantren:

Kurang jelas pengertian pondok pesantren.

Pasal 26 Ayat 2:

Perlu penegasan dalam Peraturan Menteri Agama tentang hal berikut:.

Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan
jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, menengah dan atau pendidikan tinggi baik formal, non formal atau
informal, standarisasi materi pokok pesantren, uji keahlian oleh satuan pen-
didikan yang ditunjuk oleh kementerian agama dan ujian nasional bagi yang
formal.
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C. Analisis

1.

Dalam PP/2007 tentang Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pen-
didikan diniyah dibagi menjadi pendidikan diniyah formal, informal, dan
nonformal. Permbagian tersebut perlu penjelasan karena dipahami bahwa

pendidikan diniyah adalah pendidikan nonformal.

Penggunaan kata’formal” seperti “pendidikan diniyah formal” dalam PP
tersebut memungkinkan terjadinya formalisasi pendidikan keagamaan yang
dikhawatirkan pendidikan keagamaan yang sudah mapan di lapangan men-
galami reduksi atau intervensi.

Pasal (14 dan 26) tentang pesantren perlu penegasan pesantren sebagai wadah
atau sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, mandiri, mempu-
nyai kekhasan dan keunikan tertentu yang menyiapkan ahli-ahli agama.

Regulasi yang akan dibuat tetap mempertahankan kesinambungan dan ke-
mandirian pesantren.

5. Majelis taklim hendaknya berfungsi sebagai satuan pendidikan non-formal.
D. Usulan
1. Untuk membentuk pemahaman dan penjelasan tentang PP 55/ 2007 diper-

lukan peraturan Menteri Agama. PMA tersebut dapat menjamin asas kepas-
tian hukum, keadilan, keaslian, kekhasan, keunikan, kesinambungan dan ke-
mandirian pendidikan diniyyah dan pesantren.

PMA dan kebijakan tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
harus mempertahankan otonomi kelembagaan, otonomi pengelola, otonomi
akademik yang terkait dengan sistem pemberdayaan.

PMA harus memuat

a. Definisi pesantren yaitu lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat,
mandiri, mempunyai kekhasan dan keunikan tertentu yang menyiapkan
peserta didik untuk menjadi ahli-ahli agama Islam (mutafaqqih fid din)
atau menjadi seorang Muslim yang memiliki keahlian untuk memban-
gun kehidupan yang Islami di tengah-tengah masyarakat.

b. Pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab baik sorogan
ataupun bandungan (pesantren salafiyah) dapat diakui sederajat dengan
hasil pendidikan keagamaan formal setelah lulus uji keahlian keagamaan
oleh Kementrian Agama.
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c. Pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama
tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat diakui menjadi
pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama setelah menempuh uji
keahlian oleh lembaga pendidikan keagamaan yang ditunjuk oleh Ke-

mentrian Agama.

d. Standarisasi ilmu-ilmu yang bersumber dari agama Islam harus mengacu
kepada materi-materi pokok yang menyebar di kebanyakan pesantren,
seperti figih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadits, dan gramatika Arab.

4. Perlunya sekolah-sekolah formal menganjurkan siswa-siswinya mengikuti
pendidikan diniyah sebagai solusi keterbatasan jam belajar materi agama di
sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang menin-
gkatkan keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia.

5. Penekanan fungsi pemerintah sebagai institusi yang memberikan pengakuan
dan fasilitas dengan memberikan porsi pesantren sebagai lembaga pendidikan
yang memiliki spesifikasi khusus, bukan untuk melakukan intervensi dalam
pendidikan keagamaan.
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IX
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

A.PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam Islam masalah makanan,
minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik dan produk rekayasa genetik
yang terjamin kehalalannya menurut syariah merupakan bagian yang tak ter-

pisahkan dari ibadah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada mengenai kehalalan produk
terutama menyangkut bahan, produk dan proses, serta pengawasannya belum dia-
tur secara konprehensip.

Karena itu, keberadaan undang-undang tentang jaminan Produk Halal sangat
) g g g g
penting dan akan memberikan ketentraman batin dalam mengonsumsi produk

yang sesuai dengan tuntutan Islam.

B.USULAN

1. Dalam rangka pelayanan pada masyarakat, pemerintah berkewajiban meny-
elenggarakan produk halal dan bekerja sama dengan komponen masyarakat.

2. Pengawasan kehalalan produk baik produk dalam negeri maupun produk im-
por harus diatur secara tegas, jelas, dan efektif.

3. Pernyataan kehalalan suatu produk dilakukan oleh Organisasi Keagamaan
(diusulkan MUI).

4. Kewajiban produsen untuk menjamin produk halal diatur, dilaksanakan, dan
diawasi secara efektif dalam berbagai peraturan perusahan sebagai tindak lan-
jut dan norma mandatory dalam undang-undang.

5. Pelanggaran atas ketentuan undang-undang atas jaminan produk halal diberi
sanksi baik bersifat administrative, ganti rugi dan atau pidana.

6. Selain tersedianya auditor halal yang akan melakukan audit suatu kehalalan
suatu produk undang-undang harus juga mengatur adanya Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelang-
garan pidana dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.
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X
TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

A.PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakah salah satu ibadah dalam Islam yang memerlukan pen-
gaturan yang komprehensip, hal ini mengingat pelaksanaan ibadah haji berada
di luar negeri dan sangat jauh dari Indonesia. Ditambah lagi adanya keterkaitan
antar lembaga dan kementerian yang memerlukan sinkronisasi kebijakan. Un-
tuk memindahkan ratusan ribu jamaah baik saat keberangkatan, pelaksanaan dan
kepulangan, serta mengatur pemondokan dan segala hal yang berkaitan dengan
akomodasi bukanlah hal yang mudah. Juga berkaitan dengan minat umat Islam
yang sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji perlu pengaturan yang jelas. Di
sinilah diperlukannya keterlibatan pemerintah/negara untuk mengatur pelaksa-

naan ibadah haji.

Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2008 sebagai revisi atas UU No. 19 Tahun 1999
merupakan sinyal positip dari pemerintah akan perlunya keterlibatan pemerintah
dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji. Namun demikian, keberadaan UU
tersebut perlu dilihat lebih jauh apakah sudah memenuhi harapan umat Islam
untuk terselenggaranya ibadah haji yang baik, biaya rasional dan acuntable.

Karena itu, dalam Muktamar NU ke-32, muktarimin memberikan sikap, catatan-
catatan, dan usulan sebagai kontribusi pemikiran untuk dapat terselenggaranya
pelaksanaan ibadah haji dengan baik, dalam artian jamaah haji merasa puas ter-
layani dan mereka dapat beribadah dengan khusyu’ aman dan tenteram serta
keuangan yang transparan dan acuntable.

B. SIKAP MUKTAMIRIN

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah perlu segera menetapkan berbagai
peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden dan Peraturan Menteri, mengingat ketentuan Pasal 66 menyatakan
bahwa penyelesaian pelaksanaan pasal tersebut paling lambat 6 (enam) bulan
terhitung sejak diundangkannya undang-undang itu pada tanggal 28 April
2008.

2. Guna untuk lebih efektifnya pengawasan penyelenggaraan ibadah haji ses-
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uai ketetapan undang-undang perlu segera dibentuk Komite Pengawas Haji
Indonesia (KPHI). Pemerintah segera mengusulkan keanggotaannya untuk

diangkat oleh Presiden.

3. Kebijakan yang perlu diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan UU No-
mor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, antara lain:

a.

Kejelasan tentang kriteria perumahan dan katering jamaah haji yang
layak.

Peningkatan Pelayanan Haji secara umum.
Ketentuan kesempatan berhaji.
Inti masalah haji karena tidak terpisahnya pelaksana dan pengawas.

Transparansi dana yang dikelola oleh Departemen Agama dan harus ada
laporan yang jelas kepada masyarakat.

Dana abadi ummat diupayakan bisa digunakan untuk talangan setoran

haji oleh jamaah.
Penertiban dan pengawasan kelompok bimbingan haji oleh pemerintah.

Dalam kaitan Pasal 11 ayat (2) dan (3) bila petugas Depag tidak ada yang
memenuhi sayarat (kemampuan dibidang manasik haji) maka Menteri
Agama dapat menunjuk Petugas Haji dari Ormas Islam.

4. Usulan dalam teknis pelaksanaan Ibadaha Haji:

a.

Sistem transportasi di Arab Saudi tidak menggunakan sistem taraddudi,
tetapi sistem tartib.

Konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji sejak di embarkasi sampai de-
barkasi dikelola oleh pemerintah.

Pemerintah harus memberikan arahan agar keikutsertaan kelompok
bimbingan ibadah haji lebih fokus pada pembibingan, kesiapan mental
dan pemahaman manasik haji untuk tercapainya haji mabrur.
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